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Mengingat

PERATURAN DAERAH
NOMOR 22 TAHUN 2010

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT

Q

TAHUN 2009-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan

antarsektor, antarwilayah, dan antarpelaku dalam pemanfaatan
ruang di Provinsi Jawa Barat, diperlukan pengaturan penataan
ruang secara serasi, selaras, seimbang, berdayaguna,
berhasilguna, berbudaya dan berkelanjutan untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan;

bahwa keberadaan ruang yang terbatas dan pemahaman
masyarakat yang berkembang terhadap pentingnya penataan
ruang, memerlukan penyelenggaraan penataan ruang yang
transparan, efektif dan partisipatif, agar terwujud ruang yang
aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan;

bahwa Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun
2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat
sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan pengaturan
penataan ruang dan kebijakan penataan ruang nasional,
sehingga perlu diganti dengan Peraturan Daerah yang baru;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a, b dan ¢, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi
Jawa Barat tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa
Barat;

. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal
4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29
Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000
tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
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. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1960 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2043);

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi
Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan
Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1992 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3472);

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar
Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992
Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3470);

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3647);

. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999
tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan
Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4152);

10.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4169);

11.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4327);

12.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
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13.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45
Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

14.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya
Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4377);

15.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4380);

16.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

17.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

18.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441);

19.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

20.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);

21.Undang-Undang  Nomor 24  Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4723);

22.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);
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23.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);

24.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4925);

25.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);

26.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4959);

27.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

28.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan
dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4974);

29.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

30.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);

31.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);

32.Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan
Suaka Alam dan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3776);

33.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang
Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);

34.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3838);

35.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat
Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);

36.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang
Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4145);
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37.Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang
Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4146);

38.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang
Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);

39.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan
Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4242);

40.Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang
Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4254);

41.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4385);

42.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang
Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4452);

43.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489);

44.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

45.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);

46.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 30,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4638);

47.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata
Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta
Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4696);

48.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara  Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);
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49.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4858);

50. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);

51.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4833);

52.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan
Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4987);

53.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman
Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5004);

54.Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk
dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);

55.Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan
dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan
Toko Modern;

56.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan
Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi,
Puncak, Cianjur;

57.Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5103);

58.Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang
Pengelolaan Kawasan Lindung;

59.Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2009 tentang Badan
Koordinasi Penataan Ruang Nasional;

60.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1998 tentang
Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Proses Perencanaan
Tata Ruang di Daerah;

61.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknik Analisis Aspek Fisik dan Lingkungan,
Ekonomi, serta Sosial Budaya dalam Penyusunan Rencana Tata
Ruang;

62.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21 Tahun 2007
tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Letusan
Gunung Berapi dan Kawasan Rawan Gempa Bumi;

63.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22 Tahun 2007
tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Bencana
Longsor;
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64.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan;

65.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008
tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka
Hijau di Kawasan Perkotaan;

66.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Tata Ruang Daerah;

67.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2008 tentang
Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Daerah;

68.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2009 tentang
Batas Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan Jawa Barat;

69.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2009
tentang Pedoman Persetujuan Substansi dalam Penetapan
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten/Kota beserta Rencana Rinciannya;

70.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2009
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi;

71.Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.28/Menhut-11/2009
tentang Tata Cara Pelaksanaan Konsultasi dalam rangka
Pemberian Persetujuan Substansi Kehutanan atas Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah;

72.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;

73.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2001
tentang Pola Induk Pengelolaan Sumber Daya Air di Provinsi
Jawa Barat;

74.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2005
tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah
Tahun 2005 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah
Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3
Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah
(Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 5 Seri E, Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 71);

75.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2008
tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Bandung
Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 38);

76.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah
Nomor 45);

77.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran
Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran
Daerah Nomor 46);
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78.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

Menetapkan

dan
GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH

PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2009-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa
Barat.

4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.

5. Daerah Kabupaten/Kota adalah daerah Kabupaten/Kota di Jawa

Barat.

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut,
dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu
kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup,
melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.

7. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.

8. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan

10.

sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai
pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara
hierarkis memiliki hubungan fungsional.

Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu
wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung
dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.

Ruang Investasi adalah kawasan perkotaan dan/atau kawasan
perdesaan yang diarahkan untuk pengembangan penanaman
modal dalam rangka pertumbuhan ekonomi dan pemerataan
pembangunan Provinsi .
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12.
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20.

21.

22.

23.

24,
25.

9

Infrastruktur Strategis adalah infrastruktur wilayah yang
diprioritaskan pembangunannya, memiliki skala pelayanan
nasional/regional, dan dikembangkan dalam rangka
mempercepat perwujudan struktur ruang.

Ruang untuk Ketahanan Pangan adalah lahan yang
dialokasikan untuk kegiatan budidaya pertanian, perkebunan,
kehutanan, peternakan, perikanan serta pengembangan
sarana dan prasarana yang terkait dengan ketersediaan dan
penganekaragaman, distribusi, serta cadangan pangan untuk
mendukung ketahanan pangan provinsi dan nasional.

Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi
setiap rumah tangga, yang tercermin dari tersedianya pangan
yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan
terjangkau.

Prinsip-prinsip Mitigasi Bencana adalah serangkaian upaya
untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan
fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan
menghadapi ancaman bencana.

Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata
ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan
ruang.

Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang
meliputi  pengaturan,  pembinaan, pelaksanaan, dan
pengawasan penataan ruang.

Pengaturan Penataan Ruang adalah upaya pembentukan
landasan hukum bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan
masyarakat dalam penataan ruang.

Pembinaan Penataan Ruang adalah upaya untuk meningkatkan
kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah,
Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan
penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang,
pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Pengawasan  Penataan Ruang adalah upaya agar
penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk
menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi
penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.

Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur
ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang
melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta
pembiayaannya.

Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah wupaya untuk
mewujudkan tertib tata ruang.

Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat yang
selanjutnya disebut RTRWP adalah arahan kebijakan dan
strategi pemanfaatan ruang wilayah Daerah.
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Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis
beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya
ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek
fungsional.

Wilayah Provinsi adalah seluruh wilayah Jawa Barat yang
meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk
ruang di dalam bumi berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung
atau budidaya.

Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan
fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang
mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan serta nilai
sejarah dan budaya bangsa, guna kepentingan pembangunan
berkelanjutan.

Kawasan Kars adalah kawasan batuan karbonat berupa
batugamping dan dolomite yang memperlihatkan morfologi
kars.

Kawasan Rawan Bencana adalah kawasan dengan kondisi atau
karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis dan
geografis pada satu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang
mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai
kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi
dampak buruk bahaya tertentu.

Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan
fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan
potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan
sumberdaya buatan.

Kawasan Andalan adalah bagian dari kawasan budidaya, baik di
ruang darat maupun ruang laut yang pengembangannya
diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bagi
wilayah tersebut dan wilayah sekitarnya.

Wilayah Pengembangan yang selanjutnya disebut WP adalah
bagian dari kawasan budidaya, baik di ruang darat maupun
ruang laut yang pengembangannya diarahkan untuk
mendorong pertumbuhan dalam segala aspek pengembangan
wilayah untuk mendorong pertumbuhan wilayah.

Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di
luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun
perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal
atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung
perikehidupan dan penghidupan.

Kawasan Perkotaan adalah kawasan dengan kegiatan utama
bukan pertanian, dengan susunan fungsi kawasan sebagai
tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi
pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan
ekonomi.

Kawasan Perdesaan adalah kawasan dengan kegiatan utama
pertanian dan pengelolaan sumberdaya alam dengan fungsi
kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan
jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.



38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

45.

46.

47.

48.

11

Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disebut KSN
adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena
mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap
kedaulatan negara, pertahanan keamanan negara, ekonomi,
sosial budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang
ditetapkan sebagai warisan dunia.

Kawasan Strategis Provinsi yang selanjutnya disebut KSP
adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena
mempunyai pengaruh sangat penting secara regional dalam
aspek pertahanan keamanan negara, ekonomi, sosial budaya,
lingkungan, dan/atau pendayagunaan sumberdaya alam dan
teknologi tinggi.

Kawasan Pertahanan Keamanan adalah kawasan yang
ditetapkan dengan fungsi utama untuk kepentingan kegiatan
pertahanan dan keamanan.

Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN adalah
kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan
skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.

Pusat Kegiatan Nasional-Provinsi yang selanjutnya disebut
PKNp adalah kawasan perkotaan yang berpotensi pada bidang
tertentu dan memiliki pelayanan skala internasional, nasional
atau beberapa provinsi.

Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah
kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan
skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.

Pusat Kegiatan Wilayah-Provinsi yang selanjutnya disebut
PKWp adalah kawasan perkotaan yang berpotensi pada bidang
tertentu dan memiliki pelayanan skala provinsi atau beberapa
kabupaten/kota serta berperan sebagai penyeimbang dalam
pengembangan wilayah provinsi.

Pusat Kegiatan Lokal Perkotaan yang selanjutnya disebut PKL
Perkotaan adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk
melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa
kecamatan.

Pusat Kegiatan Lokal Perdesaan yang selanjutnya disebut PKL
Perdesaan adalah kawasan perdesaan yang berfungsi sebagai
pusat koleksi dan distribusi lokal yang menghubungkan desa
sentra produksi dengan PKL perkotaan.

Wilayah Sungai yang selanjutnya disebut WS adalah kesatuan
wilayah pengelolaan sumberdaya air dalam satu atau lebih
daerah aliran sungai dan/atau pulau kecil yang luasnya kurang
dari atau sama dengan 2.000 km?.

Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah
suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan
sungai dan anak sungainya, yang berfungsi menampung,
menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan
ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat
merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai
dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas
daratan.



49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

12

Cekungan Air Tanah yang selanjutnya disebut CAT adalah
suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat
semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan,
pengaliran dan pelepasan air tanah berlangsung.

Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut RTH adalah
area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang
penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh
tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang
sengaja ditanam.

Arahan Zonasi adalah pedoman yang mengatur tentang
persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan
pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona
peruntukan yang penetapan zonanya dalam perencanaan rinci
tata ruang.

Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam
kegiatan pemanfaatan ruang sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan
rangsangan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan
dengan rencana tata ruang.

Disinsentif adalah perangkat untuk mencegah, membatasi
pertumbuhan, atau mengurangi pelaksanaan kegiatan yang
tidak sejalan dengan rencana tata ruang.

Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang
termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau
pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam
penyelenggaraan penataan ruang.

Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam
proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan
pengendalian pemanfaatan ruang.

Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya
disebut BKPRD adalah badan bersifat adhoc yang dibentuk
untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26
Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Provinsi Jawa Barat
dan mempunyai fungsi membantu tugas Gubernur dalam
koordinasi penataan ruang di Daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja adalah Perangkat Pemerintah
Daerah  dalam memelihara  dan menyelenggarakan
ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan
Peraturan Daerah.

Kas Daerah adalah Kas Daerah Provinsi Jawa Barat.

BAB II
ASAS, TUJUAN DAN SASARAN
Bagian Kesatu
Asas
Pasal 2

RTRWP diselenggarakan berdasarkan asas :

a.

Pemanfaatan untuk semua kepentingan secara terpaduy,
berdayaguna, dan berhasilguna, serasi, selaras, seimbang,
berbudaya, dan berkelanjutan;
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b. Kebersamaan, kemitraan, keadilan, kepastian hukum, dan
perlindungan kepentingan umum;

c. Keterbukaan, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat.

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3

Penataan ruang wilayah di Daerah bertujuan untuk mewujudkan
tata ruang wilayah yang efisien, berkelanjutan dan berdayasaing
menuju Provinsi Jawa Barat Termaju di Indonesia.

Bagian Ketiga
Sasaran
Pasal 4
Sasaran penataan ruang di Daerah adalah:

a. tercapainya ruang untuk kawasan lindung seluas 45% dari
wilayah Jawa Barat dan tersedianya ruang untuk ketahanan
pangan;

b. terwujudnya ruang investasi melalui dukungan infrastruktur
strategis;

c. terwujudnya ruang untuk kawasan perkotaan dan perdesaan
dalam sistem wilayah yang terintegrasi; dan

d. terlaksananya prinsip mitigasi bencana dalam penataan ruang.

BAB III
FUNGSI DAN KEDUDUKAN
Pasal 5

(1) RTRWP merupakan matra spasial dari Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang berfungsi sebagai
penyelaras kebijakan penataan ruang nasional, Daerah, dan
Kabupaten/Kota serta sebagai acuan bagi instansi Pemerintah,
Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk mengarahkan lokasi
dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan
pemanfaatan ruang di Daerah.

(2) Kedudukan RTRWP adalah sebagai pedoman dalam :

a. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) dan rencana sektoral lainnya;

b. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;

c. Perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan
perkembangan  antarwilayah  Kabupaten/Kota, serta
keserasian antarsektor;

d. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi;
e. Penataan ruang KSP; dan
f. Penataan ruang wilayah Kabupaten/Kota.
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BAB IV
LUAS DAN BATAS WILAYAH PROVINSI
Pasal 6

(1) Lingkup wilayah RTRWP meliputi batas yang ditentukan
berdasarkan aspek administratif, mencakup :

a. Wilayah daratan, seluas 3.709.528,44 Ha;

b. Wilayah pesisir dan laut, sepanjang 12 (dua belas) mil dari
garis pantai seluas 18.153 km?;

c. Wilayah udara; dan
d. Wilayah dalam bumi.

(2) Batas koordinat Daerah adalah 104° 48" 00” BT - 108° 48’ 00”
BT dan 5° 50" 00” LS - 7° 50 00” LS.

(3) Batas-batas wilayah Daerah terdiri atas :

a. Sebelah utara, berbatasan dengan Provinsi Daerah Khusus
Ibukota (DKI) Jakarta dan Laut Jawa;

b. Sebelah timur, berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah;
c. Sebelah selatan, berbatasan dengan Samudera Hindia; dan
d. Sebelah barat, berbatasan dengan Provinsi Banten.

BAB V
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 7
Kebijakan dan strategi penataan ruang, meliputi :
a. kebijakan dan strategi perencanaan tata ruang;
b. kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang; dan
c. kebijakan dan strategi pengendalian pemanfaatan ruang.

Bagian Kedua
Perencanaan Tata Ruang
Pasal 8

(1) Kebijakan perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud
pada Pasal 7 huruf a, meliputi :

a. penyusunan dan peninjauan kembali rencana tata ruang
yang dilakukan melalui pendekatan partisipatif;

b. tindaklanjut RTRWP ke dalam rencana yang lebih terperinci;

c. penyelarasan RTRW Kabupaten/Kota dengan substansi
RTRWP.

(2) Strategi perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud pada
Pasal 7 huruf a meliputi :
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a. peningkatan  peran  kelembagaan dan  peranserta
masyarakat dalam perencanaan tata ruang;

b. penyelarasan RTRW Kabupaten/Kota dengan RTRWP;

c. menjadikan RTRWP sebagai acuan bagi perencanaan
sektoral dan wilayah;

d. penyusunan kesepakatan RTRWP dengan RTRW provinsi
yang berbatasan;

e. penyusunan Rencana Tata Ruang KSP.

Bagian Ketiga
Pemanfaatan Ruang
Paragraf 1
Umum
Pasal 9

Kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud
pada Pasal 7 huruf b meliputi :

a. kebijakan dan strategi pengembangan wilayah;
b. kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang; dan
c. kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang.

Paragraf 2
Pengembangan Wilayah
Pasal 10

(1) Kebijakan pengembangan wilayah sebagaimana dimaksud
pada Pasal 9 huruf a diwujudkan melalui pembagian 6 (enam)
WP serta keterkaitan fungsional antarwilayah dan antarpusat
pengembangan.

(2) Penetapan WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan
pembangunan.

(3) Penetapan WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2)
merupakan penjabaran dari Kawasan Strategis Nasional dan
Kawasan Andalan pada sistem nasional.

Pasal 11

(1) Pembagian WP sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, terdiri
atas :

a. WP Bodebekpunjur sebagai pengembangan kawasan
perkotaan di wilayah Jawa Barat dengan kesetaraan fungsi
dan peran kawasan di KSN Jabodetabekpunjur serta
antisipatif terhadap perkembangan pembangunan wilayah
perbatasan, meliputi Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota
Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Depok dan sebagian
wilayah di Kabupaten Cianjur;
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WP Purwasuka sebagai penjabaran dari Kawasan Andalan
Purwasuka, meliputi Kabupaten Purwakarta, Kabupaten
Subang, dan Kabupaten Karawang;

WP Ciayumajakuning sebagai penjabaran dari Kawasan
Andalan Ciayumajakuning yang antisipatif terhadap
perkembangan pembangunan wilayah perbatasan, meliputi
Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu,
Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, dan
sebagian wilayah di Kabupaten Sumedang;

WP Priangan Timur-Pangandaran sebagai penjabaran dari
Kawasan Andalan Priangan Timur-Pangandaran dengan
kesetaraan fungsi dan peran kawasan di KSN Pacangsanak
(Pangandaran-Kalipucang-Segara Anakan) yang antisipatif
terhadap perkembangan pembangunan wilayah
perbatasan, meliputi Kabupaten Garut, Kabupaten
Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, dan
Kota Banjar;

WP Sukabumi dan sekitarnya sebagai penjabaran dari
Kawasan Andalan Sukabumi yang antisipatif terhadap
perkembangan pembangunan wilayah perbatasan, meliputi
Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, dan sebagian
wilayah di Kabupaten Cianjur; dan

WP KK Cekungan Bandung, meliputi Kota Bandung,
Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota
Cimahi dan sebagian wilayah di Kabupaten Sumedang.

(2) Arahan pembagian WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

(1) Kebijakan pengembangan wilayah melalui keterkaitan
fungsional antar WP, meliputi:

a.

kawasan yang terletak di bagian utara provinsi, mencakup
WP Bodebekpunjur dan sebagian WP Purwasuka, WP KK
Cekungan Bandung dan WP Ciayumajakuning, menjadi
kawasan yang dikendalikan perkembangannya;

kawasan yang terletak di bagian timur provinsi, mencakup
sebagian WP Ciayumajakuning, WP KK Cekungan Bandung
dan WP Priangan Timur-Pangandaran, ditetapkan sebagai
kawasan yang didorong perkembangannya;

kawasan yang terletak di bagian selatan provinsi, meliputi
sebagian WP KK Cekungan Bandung, WP Sukabumi dan
sekitarnya serta WP Priangan Timur-Pangandaran,
ditetapkan menjadi kawasan yang dibatasi
perkembangannya;

kawasan yang terletak di bagian barat provinsi, meliputi
sebagian WP Bodebekpunjur, WP KK Cekungan Bandung
dan WP Sukabumi dan sekitarnya, ditetapkan menjadi
kawasan yang ditingkatkan perkembangannya.
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(2) Untuk mendorong efektivitas keterkaitan fungsional antar WP
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan
pembangunan dan peningkatan infrastruktur wilayah yang
mendukung fungsi masing-masing kawasan.

Pasal 13

Strategi pengembangan wilayah untuk kawasan sebagaimana
dimaksud pada Pasal 12, dilakukan dengan :

a. Mengendalikan pengembangan wilayah, meliputi :

1. memenuhi kebutuhan pelayanan umum perkotaan yang
berdayasaing dan ramah lingkungan;

2. membatasi kegiatan perkotaan yang membutuhkan
lahan luas dan potensial menyebabkan alih fungsi
kawasan lindung dan lahan sawah;

3. menerapkan kebijakan yang ketat untuk kegiatan
perkotaan yang menarik arus migrasi masuk tinggi;

4. mengembangkan sistem transportasi massal;

5. meningkatkan koordinasi dan kerjasama antarprovinsi
dalam mewujudkan kesetaraan peran dan fungsi di
KSN; dan

6. mengembangkan mekanisme pembagian peran (role
sharing) terutama dengan provinsi yang berbatasan
dalam pengelolaan kawasan lindung berbasis DAS dan
pemanfaatan sumberdaya alam.

b. Mendorong pengembangan wilayah, meliputi:

1. memprioritaskan investasi untuk mengembangkan
kawasan sesuai dengan arahan RTRWP;

2. mendorong kegiatan ekonomi berbasis pertanian,
kelautan dan perikanan, pariwisata, industri dan
perdagangan/jasa;

3. memprioritaskan pengembangan infrastruktur wilayah;

4. menjamin ketersediaan serta kualitas sarana dan
prasarana permukiman yang memadai, terutama di
wilayah perbatasan; dan

5. meningkatkan koordinasi dan kerjasama antarprovinsi
dalam mewujudkan kesetaraan peran dan fungsi di
wilayah perbatasan.

c. Membatasi pengembangan wilayah, meliputi:

1. mempertahankan dan menjaga kelestarian kawasan
lindung yang telah ditetapkan;

2. meningkatkan  produktivitas lahan dan aktivitas
budidaya secara optimal dengan tetap memperhatikan
fungsi lindung yang telah ditetapkan;

3. meningkatkan akses menuju dan ke luar kawasan;

4. meningkatkan sarana dan prasarana permukiman
terutama di wilayah perbatasan;
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5. meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar provinsi
dalam mewujudkan kesetaraan peran dan fungsi di
KSN; dan

6. mengembangkan mekanisme pembagian peran (role
sharing) terutama dengan provinsi yang berbatasan
dalam pengelolaan kawasan lindung berbasis DAS.

Meningkatkan pengembangan wilayah, meliputi:

1. mendorong kegiatan ekonomi berbasis pertanian,
kelautan dan perikanan, pariwisata, industri, dan
perdagangan/jasa;

2. memprioritaskan pengembangan infrastruktur wilayah;
3. mengembangkan sistem transportasi massal;

4. menjamin ketersediaan dan kualitas sarana dan
prasarana permukiman yang memadai, terutama di
wilayah perbatasan; dan

5. meningkatkan koordinasi dalam mewujudkan kesetaraan
peran dan fungsi di wilayah perbatasan.

Paragraf 3
Pengembangan Struktur Ruang
Pasal 14

(1) Kebijakan pengembangan struktur ruang sebagaimana
dimaksud pada Pasal 9 huruf b, meliputi:

a.

pemantapan peran perkotaan di Daerah sesuai fungsi yang
telah ditetapkan, yaitu PKN, PKNp, PKW, PKWp, dan PKL;

pengembangan sistem kota-desa yang sesuai dengan
dayadukung dan dayatampung serta fungsi kegiatan
dominannya;

pengendalian perkembangan kawasan perkotaan di
wilayah utara serta wilayah yang berada di antara wilayah
utara dan selatan untuk menjaga lingkungan yang
berkelanjutan;

pengendalian perkembangan sistem kota di wilayah
selatan dengan tidak melebihi dayadukung dan
dayatampungnya;

penataan dan pengembangan infrastruktur wilayah yang
dapat menjadi pengarah, pembentuk, pengikat, pengendali
dan  pendorong pengembangan  wilayah  untuk
mewujudkan sistem kota di Daerah;

mendorong terlaksananya peran WP serta KSP dalam
mewujudkan pemerataan pertumbuhan wilayah dan
sebaran penduduk.

(2) Strategi pemantapan peran kawasan perkotaan di Daerah
sesuai fungsi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a, meliputi :

a.

Meningkatkan peran PKN sebagai pusat koleksi dan
distribusi skala internasional, nasional atau beberapa
provinsi;
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Mengembangkan kegiatan ekonomi di bagian timur
dengan orientasi pergerakan ke arah Cirebon;

Meningkatkan peran kawasan perkotaan di bagian selatan
menjadi PKNp yang mempunyai fungsi tertentu dengan
skala pelayanan internasional, nasional atau beberapa
provinsi;

Meningkatkan peran PKW sebagai penghubung pergerakan
dari PKL ke PKN terdekat melalui pengembangan
prasarana dan permukiman yang dapat memfasilitasi
kegiatan ekonomi di wilayah sekitarnya;

Meningkatkan peran kawasan perkotaan di bagian timur
dan selatan menjadi PKWp yang mempunyai fungsi
tertentu dengan skala pelayanan provinsi atau beberapa
kabupaten/kota;

Meningkatkan peran PKL perkotaan sebagai kawasan
perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala
kabupaten/kota atau beberapa kecamatan; dan

Meningkatkan peran PKL perdesaan sebagai pusat koleksi
dan distribusi lokal yang menghubungkan desa sentra
produksi dengan PKL perkotaan.

(3) Strategi pengembangan sistem kota-desa yang sesuai dengan
dayadukung lingkungan serta fungsi kegiatan dominannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan
meliputi:

a.

Mengendalikan mobilitas dan migrasi masuk terutama ke
wilayah pusat pertumbuhan;

Mengendalikan pertumbuhan permukiman skala besar dan
mendorong pengembangan permukiman vertikal di
kawasan padat penduduk, antara lain di kawasan
perkotaan Bodebek dan kawasan perkotaan Bandung
Raya;

Mengendalikan pertumbuhan kawasan permukiman skala
besar dan mendorong pengembangan permukiman vertikal
di Kawasan Pantura untuk mengurangi kecenderungan alih
fungsi lahan sawah; dan

Mengendalikan perkembangan kegiatan industri
manufaktur dan kawasan permukiman skala besar di
koridor Bodebek-Cikampek-Bandung.

(4) Strategi pengendalian perkembangan kawasan perkotaan di
wilayah utara dan wilayah yang berada di antara wilayah utara
dan selatan untuk menjaga lingkungan yang berkelanjutan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, meliputi :

a.

Menetapkan WP Bodebekpunjur, WP Purwasuka, WP
Ciayumajakuning, dan WP KK Cekungan Bandung ;

Meningkatkan fungsi WP sebagai klaster pengembangan
ekonomi wilayah belakangnya (Ainterland); dan

Memantapkan fungsi PKW, PKWp, dan PKL untuk
mendukung klaster perekonomian di WP, melalui
penyediaan prasarana dengan kuantitas dan kualitas
sesuai standar pelayanan minimal.
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(5) Strategi pengendalian dan pengembangan sistem kota di
wilayah selatan sesuai dengan dayadukungnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :

a.

Menetapkan WP Sukabumi dan sekitarnya serta WP
Priangan Timur-Pangandaran;

Meningkatkan fungsi WP sebagai klaster pengembangan
ekonomi; dan

Memantapkan fungsi PKW, PKWp, dan PKL untuk
mendukung klaster perekonomian di WP, melalui
penyediaan prasarana dengan kuantitas dan kualitas sesuai
standar pelayanan minimal.

(6) Strategi penataan dan pengembangan sistem prasarana
wilayah yang dapat menjadi pengarah, pembentuk, pengikat,
pengendali dan pendorong pengembangan wilayah untuk
terwujudnya sistem kota di Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf e, meliputi :

a.

Mengembangkan dan meningkatkan ketersediaan dan
kualitas prasarana wilayah untuk mendukung pergerakan
di sepanjang koridor kawasan perkotaan Bandung Raya-
Cirebon, dan kawasan perkotaan Pangandaran ke arah
Cirebon;

Mengembangkan sistem angkutan umum massal di
Kawasan Perkotaan Bodebek, Kawasan Perkotaan
Bandung Raya dan Cirebon untuk mengurangi masalah
transportasi perkotaan;

Realisasi rencana pengembangan pelabuhan laut
Internasional Cirebon dan Bandara Internasional Kertajati
di Kabupaten Majalengka, untuk memantapkan peran
kawasan perkotaan Cirebon dan mengurangi intensitas
kegiatan di Kawasan Perkotaan Bodebek dan Kawasan
Perkotaan Bandung Raya;

Meningkatkan ketersediaan dan kualitas pelayanan
prasarana serta fasilitas pendukung kegiatan perkotaan
dan perdesaan pada WP;

Mengembangkan sistem energi dan kelistrikan yang dapat
memantapkan fungsi PKW, PKWp, PKL perkotaan, dan PKL
perdesaan;

Meningkatkan ketersediaan dan kualitas prasarana
sumberdaya air berbasis DAS untuk menunjang kegiatan
perkotaan dan pertanian;

Mengembangkan sistem Tempat Pengolahan dan
Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) regional sesuai dengan
proyeksi pertumbuhan penduduk, perkembangan kegiatan
perkotaan dan ekonomi;

Mengembangkan sistem telekomunikasi yang merata
terutama untuk menunjang kegiatan ekonomi yang
dikembangkan di PKL perkotaan, PKL perdesaan, PKW,
dan PKWp; dan
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Meningkatkan pelayanan ekonomi, kesehatan, pendidikan,
dan budaya, terutama di PKL perkotaan dan PKL
perdesaan, untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk
serta mengurangi mobilitas dan migrasi ke pusat kegiatan
di PKN dan PKW.

(7) Strategi pendorong terlaksananya peran WP dan KSP dalam
mewujudkan pemerataan pertumbuhan wilayah dan sebaran
penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f,
meliputi :

a.

Menentukan fungsi setiap WP agar terjadi sinergitas
pembangunan;

Menentukan arah pengembangan wilayah sesuai potensi
dan kendala di setiap WP;

Optimalisasi fungsi PKW dan PKL dalam setiap WP; dan

Meningkatkan ketersediaan dan kualitas prasarana untuk
mendukung mobilitas dan pemenuhan kebutuhan dasar di
dalam WP.

Paragraf 4
Pengembangan Pola Ruang
Pasal 15

(1) Kebijakan pengembangan pola ruang sebagaimana dimaksud
pada Pasal 9 huruf ¢, meliputi :

a.

pengembangan kawasan lindung; dan

b. pengembangan kawasan budidaya.

(2) Kebijakan pengembangan kawasan lindung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :

a.

pencapaian luas kawasan lindung sebesar 45%; dan

b. menjaga dan meningkatkan kualitas kawasan lindung.

(3) Kebijakan pengembangan kawasan budidaya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :

a.

mempertahankan lahan sawah berkelanjutan serta
meningkatkan  produktivitas  pertanian, perkebunan,
kehutanan, peternakan dan perikanan guna menjaga
ketahanan pangan Daerah dan nasional;

mendorong pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulau
kecil dengan pendekatan keterpaduan ekosistem,
sumberdaya dan kegiatan pembangunan berkelanjutan;

mengoptimalkan potensi lahan budidaya dan sumberdaya
alam guna mendorong pertumbuhan sosial ekonomi di
wilayah yang belum berkembang karena keterbatasan
dayadukung dan dayatampung lingkungan;

mengutamakan pembangunan hunian vertikal pada
kawasan permukiman perkotaan guna optimalisasi dan
efisiensi ruang budidaya yang semakin terbatas, terutama
pada kawasan yang perlu dikendalikan; dan
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mengamankan kepentingan pertahanan dan keamanan
negara sesuai dengan rencana tata ruang pertahanan dan
keamanan.

(4) Strategi pencapaian luas kawasan lindung 45% sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi :

a.

peningkatan fungsi kawasan lindung di dalam dan di luar
kawasan hutan;

pemulihan secara bertahap kawasan lindung yang telah
berubah fungsi;

pengalihan fungsi secara bertahap kawasan hutan
cadangan dan hutan produksi terbatas menjadi hutan
lindung; dan

pembatasan pengembangan prasarana wilayah di sekitar
kawasan lindung untuk menghindari tumbuhnya kegiatan
perkotaan yang mendorong alih fungsi kawasan lindung.

penetapan luas kawasan hutan minimal 30% dari luas
Daerah Aliran Sungai (DAS).

(5) Strategi untuk menjaga kualitas kawasan lindung sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi :

a.

optimalisasi pendayagunaan kawasan lindung hutan dan
non hutan melalui jasa lingkungan untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat;

pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam dan
sumberdaya buatan pada kawasan lindung;

pencegahan kerusakan lingkungan akibat kegiatan
budidaya;

rehabilitasi lahan kritis di kawasan lindung; dan
penyusunan arahan insentif dan disinsentif serta
pengenaan sanksi dalam hal alih fungsi dan/atau

penerbitan izin pembangunan dan/atau kegiatan di
kawasan lindung.

(6) Strategi untuk mempertahankan lahan sawah berkelanjutan
serta peningkatan produktivitas pertanian guna menjaga
ketahanan pangan Daerah dan nasional sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:

a.

d.

pengukuhan kawasan pertanian berlahan basah dan
beririgasi  teknis sebagai kawasan lahan sawah
berkelanjutan yang tidak dapat dialihnfungsikan untuk
kegiatan budidaya lainnya;

revitalisasi dan rehabilitasi jaringan irigasi teknis yang tidak
berfungsi optimal untuk menjaga keberlangsungan
pasokan air bagi lahan sawah;

pemeliharaan jaringan irigasi teknis dan setengah teknis
melalui kerjasama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah,
Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat;

peningkatan produktivitas lahan sawah tadah hujan;
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e. peningkatan produktivitas pertanian tanaman pangan
dengan sistem pola tanam yang mendukung pelestarian
unsur hara dan kesuburan tanah, serta disesuaikan
dengan perubahan iklim global;

f. stabilitasi pasokan dan harga sarana produksi pertanian
serta harga jual gabah untuk mempertahankan pertanian
tanaman pangan; dan

g. penyusunan dan penetapan pedoman pengendalian alih
fungsi lahan sawah berkelanjutan.

(7) Strategi untuk mendorong pengelolaan wilayah pesisir, laut
dan pulau kecil dengan pendekatan keterpaduan ekosistem,
sumberdaya dan kegiatan pembangunan berkelanjutan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:

a. penyiapan pranata pengelolaan pesisir, laut dan pulau
kecil;

b. penetapan batas zonasi laut;

c. rehabilitasi kawasan pelestarian ekologi pesisir dan pulau
kecil serta kawasan perlindungan bencana pesisir;

d. pengembangan perikanan budidaya dan pemanfaatan
hutan bakau secara lestari dan terpadu;

pengembangan perikanan tangkap;
pengendalian eksploitasi barang muatan kapal tenggelam;
pengendalian pencemaran di kawasan pesisir dan laut; dan
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pengendalian penguasaan tanah timbul oleh masyarakat
dan/atau kelompok masyarakat.

(8) Strategi optimalisasi potensi lahan budidaya dan sumberdaya
alam guna mendorong pertumbuhan sosial ekonomi di wilayah
yang belum berkembang karena keterbatasan dayadukung dan
dayatampung lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf ¢, meliputi :

a. peningkatan aksesibilitas dan mobilitas serta
pengembangan ekonomi di kawasan budidaya wilayah
tertinggal;

b. peningkatan akses kawasan budidaya ke jaringan arteri
primer dan kolektor primer;

C. peningkatan sarana dan prasarana pendukung di pusat
kegiatan lokal perkotaan dan perdesaan; dan

d. peningkatan produktivitas dan komoditas unggulan serta
pengembangan keterkaitan hulu dan hilir.

(9) Strategi untuk mengutamakan pembangunan hunian vertikal
pada kawasan permukiman perkotaan guna optimalisasi dan
efisiensi ruang budidaya yang makin terbatas, terutama pada
kawasan vyang perlu dikendalikan perkembangannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, meliputi :

a. penyediaan lingkungan siap bangun untuk pembangunan
hunian vertikal di perkotaan dengan peran swasta dan
masyarakat;
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pembangunan rumah susun bersubsidi bagi golongan
masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah di
kawasan perkotaan;

revitalisasi kawasan permukiman kumuh perkotaan
menjadi kawasan hunian vertikal;

pemanfaatan hunian vertikal bagi golongan menengah ke
atas di perkotaan; dan

sosialisasi perubahan persepsi dan budaya masyarakat
untuk dapat beradaptasi dengan pola hidup pada hunian
vertikal.

(10) Strategi untuk mengamankan kepentingan pertahanan dan
keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf

(1)

(2)

€

a.

b.

meliputi :

Menetapkan Kawasan Strategis Nasional dengan fungsi
khusus Pertahanan dan Keamanan.

Mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di
dalam dan di sekitar Kawasan Strategis Nasional untuk
menjaga fungsi Pertahanan dan Keamanan.
Mengembangkan Kawasan Lindung dan/atau Kawasan
budidaya tidak terbangun disekitar Kawasan Strategis
Nasional sebagai zona penyangga yang memisahkan
kawasan strategis nasional dengan kawasan budidaya
terbangun.

Turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan
dan keamanan/TNI.

Bagian Keempat
Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Pasal 16

Kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana
dimaksud pada Pasal 7 huruf ¢, meliputi:

a.

pengendalian pemanfaatan ruang melalui pengawasan dan
penertiban yang didasarkan kepada arahan peraturan
zonasi sistem provinsi, arahan perizinan, arahan insentif dan
disinsentif, serta arahan sanksi;

. pemberian izin pemanfaatan ruang sebagai salah satu alat

pengendalian pemanfaatan ruang;

pemberian izin pemanfaatan ruang yang merupakan
kewenangan Kabupaten/Kota, berpedoman pada RTRWP;

. pemberian izin pemanfaatan ruang oleh Kabupaten/Kota

yang berdampak besar dan/atau menyangkut kepentingan
nasional dan/atau provinsi, dikoordinasikan dengan
Gubernur.

Strategi pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Gubernur.
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BAB VI

RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI
Bagian Kesatu
Rencana Struktur Ruang
Paragraf 1
Umum
Pasal 17

(1) Rencana struktur ruang wilayah provinsi, meliputi :

a.

Rencana pengembangan sistem perkotaan; dan

b. Rencana pengembangan infrastruktur wilayah.

(2) Rencana struktur ruang wilayah provinsi digambarkan dalam
peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Rencana Pengembangan Sistem Perkotaan
Pasal 18

(1) Sistem perkotaan di Daerah terdiri atas :

a.

penetapan Kawasan Perkotaan Bodebek, Kawasan
Perkotaan Bandung Raya, dan Cirebon sebagai PKN, dengan
peran menjadi pusat koleksi dan distribusi skala
internasional, nasional atau beberapa provinsi;

. penetapan Pangandaran dan Palabuhanratu sebagai PKNp,

yang mempunyai fungsi tertentu dengan skala pelayanan
internasional, nasional atau beberapa provinsi;

penetapan Kota Sukabumi, Palabuhanratu, Cikampek-
Cikopo, Indramayu, Kadipaten, Tasikmalaya dan
Pangandaran sebagai PKW, dengan peran menjadi pusat
koleksi dan distribusi skala nasional;

. penetapan Kota Banjar dan Rancabuaya sebagai PKWp,

yang mempunyai fungsi tertentu dengan skala pelayanan
provinsi atau beberapa kabupaten/kota;

. penetapan kawasan Cikarang, Cibinong, Cimanggis,

Cibadak, Cianjur, Sindangbarang, Purwakarta, Karawang,
Soreang, Padalarang, Sumedang, Pamanukan, Subang,
Jalan Cagak, Jatibarang, Sumber, Majalengka, Kuningan,
Garut, Pameungpeuk, Singaparna, Ciamis dan Banjarsari
sebagai PKL Perkotaan, dengan wilayah pelayanan
kabupaten/kota dan beberapa kecamatan;
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penetapan Jampang Kulon, Sagaranten, Jampang Tengah,
Sukanagara, Wanayasa, Plered, Rengasdengklok, Cilamaya,
Ciwidey, Banjaran, Majalaya, Ciparay, Cicalengka,
Rancaekek, Cilengkrang, Cililin, Ngamprah, Cisarua,
Lembang, Tanjungsari, Wado, Tomo, Conggeang, Ciasem,
Pagaden, Kalijati, Pusakanagara, Karangampel,
Kandanghaur, Patrol, Gantar, Arjawinangun, Palimanan,
Lemahabang, Ciledug, Kertajati, Jatiwangi, Rajagaluh,
Cikijing, Talaga, Cilimus, Ciawigebang, Luragung, Kadugede,
Cikajang, Bungbulang, Karangnunggal, Kawali, Cijeungjing,
Cikoneng, Rancah, Panjalu, Pamarican dan Cijulang sebagai
PKL Perdesaan, dengan wilayah pelayanan kabupaten/kota
dan beberapa kecamatan.

(2) Sistem perkotaan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3
Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah
Pasal 19
(1) Rencana pengembangan infrastruktur wilayah di Daerah,
meliputi :
a. pengembangan infrastruktur jalan dan perhubungan;

b.

C.
d.
e.

pengembangan infrastruktur sumberdaya air dan irigasi
berbasis DAS;

pengembangan infrastruktur energi dan kelistrikan;
pengembangan infrastruktur telekomunikasi; dan
pengembangan infrastruktur permukiman.

(2) Tujuan pengembangan infrastruktur wilayah di Daerah, untuk
menyediakan infrastruktur wilayah yang mampu mendukung
aktivitas ekonomi, sosial dan budaya melalui :

(1)

a.

penyediaan infrastruktur jalan dan perhubungan yang
handal dan terintegrasi untuk mendukung tumbuhnya pusat
pertumbuhan;

. penyediaan infrastruktur sumberdaya air dan irigasi yang

handal berbasis DAS untuk mendukung upaya konservasi
dan pendayagunaan sumberdaya air serta pengendalian
daya rusak air;

peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur
energi dan kelistrikan;

. peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur

telekomunikasi; dan

. peningkatan penyediaan infrastruktur permukiman.

Pasal 20

Rencana pengembangan infrastruktur jalan dan perhubungan
sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1) huruf a, terdiri
atas :
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a. pengembangan jaringan jalan primer yang melayani
distribusi barang dan jasa yang menghubungkan PKN,
PKNp, PKW, PKWp dan PKL;

b. pengembangan jaringan jalan tol dalam kota maupun
antarkota sebagai penghubung antarpusat kegiatan
utama;

C. pengembangan jaringan kereta api yang berfungsi sebagai
penghubung antar PKN serta antara PKN dengan PKNp
dan PKWp;

d. pengembangan bandara dan pelabuhan nasional maupun
internasional serta terminal guna memenuhi kebutuhan
pergerakan barang dan jasa dari dan ke Daerah dalam
skala regional, nasional, maupun internasional; dan

e. pengembangan sistem angkutan umum massal dalam
rangka mendukung pengembangan pusat kegiatan utama.

Rencana pengembangan infrastruktur jalan dan perhubungan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

Pasal 21

Rencana pengembangan infrastruktur sumberdaya air dan
irigasi berbasis DAS sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat
(1) huruf b, dilaksanakan dalam WS yang terdiri atas :

a. WS Cidanau-Ciujung-Cidurian-Cisadane-Ciliwung-Citarum;
b. WS Cimanuk-Cisanggarung;

c. WS Citanduy;

d. WS Ciwulan-Cilaki; dan

e. WS Cisadea-Cibareno.

Rencana pengembangan infrastruktur sumberdaya air dan
irigasi berbasis DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
terdiri atas :

a. pengembangan waduk/bendungan, situ, dan embung dalam
rangka konservasi dan pendayagunaan sumberdaya air;

b. pengembangan prasarana pengendali daya rusak air;
C. pengembangan jaringan irigasi; dan

d. rehabilitasi kawasan hutan dan lahan kritis di hulu DAS kritis
dan sangat kritis.

Rencana pengembangan infrastruktur sumberdaya air dan
irigasi berbasis DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 22

Pengembangan infrastruktur energi dan  kelistrikan
sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1) huruf ¢, terdiri
atas:
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a. pengembangan instalasi dan jaringan distribusi listrik
untuk meningkatkan pasokan listrik ke seluruh wilayah;

b. pengembangan energi terbarukan meliputi panas bumi,
energi potensial air, energi surya, energi angin dan
bioenergi; dan

C. pengembangan energi tak terbarukan meliputi bahan
bakar minyak, gas, dan batubara untuk meningkatkan
pasokan energi.

Rencana pengembangan infrastruktur energi dan kelistrikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran 1V, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

Pasal 23

Pengembangan infrastruktur telekomunikasi sebagaimana
dimaksud pada Pasal 19 ayat (1) huruf d, terdiri atas :

a. pengembangan telekomunikasi di Desa yang belum
terjangkau sinyal telepon;

b. pengembangan telekomunikasi di Desa yang belum dilalui
jaringan terestrial telekomunikasi; dan

c. pengembangan Cyber Province.

Rencana pengembangan infrastruktur  telekomunikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

Pasal 24

Pengembangan infrastruktur permukiman sebagaimana
dimaksud pada Pasal 19 ayat (1) huruf e, terdiri atas :

a. pengembangan hunian vertikal di perkotaan;

b. pengembangan kawasan siap bangun atau lingkungan
siap bangun di perkotaan;

peningkatan pelayanan sistem air minum;
pengelolaan air limbah dan drainase;

pengelolaan persampahan;

peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh;
pembangunan kawasan dan sarana olahraga;
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pembangunan pusat kebudayaan;

pembangunan rumah sakit;

j. pembangunan pasar induk regional;

k. pengembangan/pembangunan home industry;

|. peningkatan prasarana dasar permukiman perdesaan;

m. peningkatan dan pembangunan pusat kegiatan belajar;
dan
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n. pembangunan pusat kesehatan masyarakat (puskesmas)
pembantu.

(2) Rencana pengembangan permukiman sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 1V, vyang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah
ini.

Bagian Kedua
Rencana Pola Ruang
Paragraf 1
Umum
Pasal 25

(1) Rencana pola ruang wilayah provinsi, terdiri atas:

a. kawasan lindung provinsi; dan

b. arahan pengembangan kawasan budidaya yang memiliki
nilai strategis provinsi.

(2) Rencana pola ruang wilayah provinsi digambarkan dalam

peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran V, yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah
ini.

Paragraf 2
Rencana Kawasan Lindung
Pasal 26

Rencana pola ruang kawasan lindung provinsi sebagaimana
dimaksud pada Pasal 25 ayat (1) huruf a, meliputi :

a.

menetapkan kawasan lindung provinsi sebesar 45% dari luas
seluruh wilayah Daerah yang meliputi kawasan lindung berupa
kawasan hutan dan kawasan lindung di luar kawasan hutan,
yang ditargetkan untuk dicapai pada tahun 2018;

. mempertahankan kawasan hutan minimal 30% dari luas Daerah

Aliran Sungai (DAS);

. mempertahankan kawasan resapan air atau kawasan yang

berfungsi  hidroorologis untuk menjamin  ketersediaan
sumberdaya air; dan

. mengendalikan pemanfaatan ruang kawasan lindung yang

berada di luar kawasan hutan sehingga tetap berfungsi lindung.

Pasal 27

(1) Kawasan yang berfungsi lindung di dalam kawasan hutan

terdiri atas hutan konservasi dan hutan lindung.

(2) Kawasan yang berfungsi lindung di luar kawasan hutan, terdiri

dari kawasan yang menunjang fungsi lindung, baik di wilayah
darat maupun laut.
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Pasal 28

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada Pasal 26, terdiri
dari:

a.

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan
bawahannya, meliputi :

1. kawasan hutan lindung;
2. kawasan resapan air;

. kawasan perlindungan setempat, meliputi :

1. sempadan pantai;

2. sempadan sungai;

3. kawasan sekitar waduk dan danau/situ;
4. kawasan sekitar mata air;

5. RTH di Kawasan Perkotaan;

. kawasan suaka alam, meliputi :

1. kawasan cagar alam;

2. kawasan suaka margasatwa;

3. kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya;
4. kawasan mangrove;

. kawasan pelestarian alam, meliputi :

1. taman nasional;
2. taman hutan raya;
3. taman wisata alam;

. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;

f. kawasan rawan bencana alam, meliputi :

1. kawasan rawan tanah longsor;
2. kawasan rawan gelombang pasang;
3. kawasan rawan banijir;

. kawasan lindung geologi, meliputi :

1. kawasan cagar alam geologi dan kawasan kars;
2. kawasan rawan bencana alam geologi;
3. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah;

. taman buru;

. kawasan perlindungan plasma nutfah eks-situ;

. terumbu karang;

. kawasan koridor bagi satwa atau biota laut yang dilindungi;

dan

. kawasan yang sesuai untuk hutan lindung.

Pasal 29

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan
bawahannya, meliputi:
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a. Kawasan hutan yang berfungsi lindung yang terletak di
Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) terletak di Kabupaten
Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten
Purwakarta, Kawasan Bandung Utara, Kawasan Bandung
Selatan, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten
Ciamis, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka,
Kabupaten Indramayu, dan Kabupaten Kuningan; dan

b. Kawasan resapan air, tersebar di Kabupaten/Kota.

Pasal 30
Kawasan perlindungan setempat, meliputi :

a. Sempadan pantai, terletak di Kabupaten Bekasi, Kabupaten
Subang, Kabupaten Karawang, Kabupaten Indramayu,
Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Sukabumi,
Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya,
dan Kabupaten Ciamis;

b. Sempadan sungai, terletak di seluruh DAS;
c. Kawasan sekitar waduk dan danau/situ, meliputi :

1. Waduk Ir. H. Juanda-Jatiluhur, terletak di Kabupaten
Purwakarta;

2. Waduk Cirata, terletak di Kabupaten Purwakarta-Cianjur-
Bandung Barat;

3. Waduk Cileunca, Waduk Cipanunjang, dan Situ
Sipatahunan, terletak di Kabupaten Bandung;

4. Waduk Saguling, Situ Ciburuy, dan Situ Lembang, terletak di
Kabupaten Bandung Barat;

5. Situ Gede, Waduk Pongkor, Situ Kemang, Waduk Lido dan
Waduk Cikaret, terletak di Kabupaten Bogor;

6. Waduk Darma, Waduk Wulukut dan Waduk Dadap
Berendung, terletak di Kabupaten Kuningan;

7. Waduk Sedong dan Situ Patok, terletak di Kabupaten
Cirebon;

8. Waduk Cipancuh dan Situ Bolang, terletak di Kabupaten
Indramayu;

9. Waduk Sindang Pano, Waduk Sangyang, Situ Anggrarahan
dan Situ Rancabeureum, terletak di Kabupaten Majalengka;

10. Waduk Jatigede, terletak di Kabupaten Sumedang;

11. Waduk Cibeureum, terletak di Kabupaten Bekasi;

12. Situ Kamojang, terletak di Kabupaten Karawang;

13. Situ Bagendit, terletak di Kabupaten Garut;

14. Situ Gede, terletak di Kota Tasikmalaya;

15. Situ Bojongsari, terletak di Kota Depok.
d. Kawasan sekitar mata air, tersebar di Kabupaten/Kota; dan
e. RTH di Kawasan Perkotaan, tersebar di Kabupaten/Kota.
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Pasal 31

Kawasan suaka alam, terdiri atas :

a. Kawasan cagar alam, meliputi :

1.

10.
11.

12.

Cagar Alam Arca Domas, Cagar Alam Yan Lapa, dan Cagar
Alam Dungus Iwul, terletak di Kabupaten Bogor;

Cagar Alam Talaga Warna, terletak di Kabupaten Bogor dan
Kabupaten Cianjur;

Cagar Alam Takokak, Cagar Alam Cadas Malang, dan Cagar
Alam Bojong Larang Jayanti, terletak di Kabupaten Cianjur;

Cagar Alam Gunung Simpang, terletak di Kabupaten
Bandung dan Kabupaten Cianjur;

Cagar Alam Telaga Patengan, Cagar Alam Gunung Malabar,
Cagar Alam Cigenteng Cipanji I/II, Cagar Alam Yung Hun,
dan Cagar Alam Gunung Tilu, terletak di Kabupaten
Bandung;

Cagar Alam Papandayan (perluasan) dan Cagar Alam Kawah
Kamojang, terletak di Kabupaten Bandung dan Kabupaten
Garut;

Cagar Alam Gunung Tangkubanparahu, terletak di
Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Subang;

Cagar Alam Talaga Bodas dan Leuweung Sancang, terletak
di Kabupaten Garut;

Cagar Alam Sukawayana, Cagar Alam Cibanteng dan Cagar
Alam Tangkuban Perahu (Palabuhanratu), terletak di
Kabupaten Sukabumi;

Cagar Alam Burangrang, terletak di Kabupaten Purwakarta;

Cagar Alam Gunung Jagat, terletak di Kabupaten
Sumedang;

Cagar Alam Pananjung Pangandaran dan Cagar Alam
Panjalu/Koorders, terletak di Kabupaten Ciamis.

b. Kawasan suaka margasatwa, meliputi :

1.

Suaka Margasatwa Cikepuh, terletak di Kabupaten
Sukabumi;

Suaka Margasatwa Gunung Sawal, terletak di Kabupaten
Ciamis;

Suaka Margasatwa Sindangkerta, terletak di Kabupaten
Tasikmalaya.

c. Kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya, meliputi :

1.

2.

Suaka Alam Laut Leuweung Sancang, terletak di Kabupaten
Garut;

Suaka Alam Laut Pangandaran, terletak di Kabupaten
Ciamis.

d. Kawasan pantai mangrove, meliputi :

1.

2.
3.
4,

Muara Gembong, terletak di Kabupaten Bekasi;
Muara Bobos dan Blanakan, terletak di Kabupaten Subang;
Tanjung Sedari, terletak di Kabupaten Karawang; dan

Eretan, terletak di pantai Kabupaten Indramayu dan
Kabupaten Cirebon.
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Pasal 32

Kawasan pelestarian alam, terdiri atas:

a. Kawasan Taman Nasional, meliputi :

1.

Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, terletak di
Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten
Bogor;

. Taman Nasional Gunung Halimun-Salak, terletak di

Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor; dan

. Taman Nasional Gunung Ciremai, terletak di Kabupaten

Kuningan dan Kabupaten Majalengka.

b. Taman Hutan Raya, meliputi:

1.

2.
3.

Taman Hutan Raya Ir. H Juanda, terletak di Kota Bandung,
Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat;

Taman Hutan Raya Pancoran Mas, terletak di Kota Depok;

Taman Hutan Raya Gunung Kunci dan Palasari, terletak di
Kabupaten Sumedang.

c. Taman Wisata Alam, meliputi :

1.

10.

11.

12.

13.

Taman Wisata Alam Gunung Salak Endah, Taman Wisata
Alam Talaga Warna dan Taman Wisata Alam Gunung
Pancar, terletak di Kabupaten Bogor;

Taman Wisata Alam Sukawayana, terletak di Kabupaten
Sukabumi;

Taman Wisata Alam Jember, terletak di Kabupaten Cianjur;

Taman Wisata Alam Telaga Patengan dan Taman Wisata
Alam Cimanggu, terletak di Kabupaten Bandung;

Taman Wisata Alam Curug Dago, terletak di Kota Bandung;

Taman Wisata Gunung Tangkubanparahu, terletak di
Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Subang;

Taman Wisata Alam Curug Santri, terletak di Kabupaten
Karawang;

Taman Wisata Alam Kawah Kamojang, terletak di
Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut;

Taman Wisata Alam Papandayan, Taman Wisata Alam
Gunung Guntur dan Taman Wisata Alam Talaga Bodas,
terletak di Kabupaten Garut;

Taman Wisata Alam Gunung Tampomas, terletak di
Kabupaten Sumedang;

Taman Wisata Alam Linggarjati, terletak di Kabupaten
Kuningan;

Taman Wisata Alam Pananjung Pangandaran, terletak di
Kabupaten Ciamis; dan

Taman Wisata Alam lainnya, tersebar di kabupaten/kota.
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Pasal 33

Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan, meliputi :

a.

Istana Bogor, Batu Tulis dan Gedung Negara Badan Koordinasi
Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah I, terletak di Kota
Bogor;

Istana Cipanas, Megalitikum Gunung Padang dan Kawasan
Makam Rd. Aria Wiratanudatar di Cikundul, terletak di
Kabupaten Cianjur;

Kawasan Gedung Sate, Gedung Pakuan, Gedung Merdeka dan
Gedung Indonesia Menggugat, terletak di Kota Bandung;

Situs Gunung Kendan, Candi Bojong Menje dan Kawasan
Makam Syech Mahmud, terletak di Kabupaten Bandung;

Observatorium Bosscha dan Kampung Budaya Gua Pawon,
terletak di Kabupaten Bandung Barat;

Makam Sunan Gunungjati, terletak di Kabupaten Cirebon;

Gua Sunyaragi, Keraton Kasepuhan, Keraton Kanoman, dan
Keraton Kacirebonan, Makam Sunan Gunung Jati dan Gedung
Negara Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan
Wilayah III, terletak di Kota Cirebon;

Museum Linggarjati, terletak di Kabupaten Kuningan;

Kampung Naga dan Kawasan Makam Syech Abdul Muchyi
Pamijahan, terletak di Kabupaten Tasikmalaya;

Gunung Kunci, Komplek Museum Prabu Geusan Ulun dan
Komplek Makam Dayeuh Luhur, terletak di Kabupaten
Sumedang;

Candi Cangkuang, Kampung Dukuh, Kawasan Makam Syech
Muhidin dan Gedung Negara Badan Koordinasi Pemerintahan
dan Pembangunan Wilayah 1V, terletak di Kabupaten Garut;

Batu Tulis Ciaruteun, Kampung Budaya Sindangbarang,
Kampung Adat Lemah Duhur, dan Gua Gudawang, terletak di
Kabupaten Bogor;

Ciung Wanara Karang Kamulyan, Situ Lengkong Panjalu, dan
Kampung Kuta, terletak di Kabupaten Ciamis;

Pulau Biawak, terletak di Kabupaten Indramayu;
Kampung Ciptagelar, terletak di Kabupaten Sukabumi;

Kawasan Makam Syech Tb. Ahmad Bakri dan Gedung Negara
Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah II,
terletak di Kabupaten Purwakarta;

Kawasan Situs Candi Jiwa, Makam Syech Quro dan Komplek
Monumen Rengasdengklok, terletak di Kabupaten Karawang;
dan

Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan lainnya,
tersebar di kabupaten/kota.
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Pasal 34

Kawasan rawan bencana alam, meliputi :

a.

Kawasan rawan tanah longsor, tersebar di Kabupaten Bogor,
Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung,
Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Garut, Kabupaten
Purwakarta, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Tasikmalaya,
Kabupaten Ciamis, Kabupaten Majalengka, Kabupaten
Kuningan, dan Kabupaten Cirebon;

Kawasan gelombang pasang, tersebar di Kabupaten Cirebon,
Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, Kabupaten
Karawang dan Kabupaten Bekasi;

Kawasan rawan banjir, tersebar di Kabupaten Ciamis, Kota
Banjar, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten
Majalengka, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang,
Kabupaten Bandung, Kabupaten Karawang dan Kabupaten
Bekasi.

Pasal 35

Kawasan lindung geologi, terdiri atas :

a. Kawasan konservasi lingkungan geologi, meliputi :

1. kawasan cagar alam geologi, meliputi :

a) Kawasan Geologi Pasir Pawon dan Gua Pawon, terletak di
Kabupaten Bandung Barat;

b) Kawasan Geologi Batu Obsidian Nagreg, terletak di
Kabupaten Bandung;

c) Kawasan Geologi Ciletuh, terletak di Kabupaten
Sukabumi;

d) Kawasan Geologi Rancah, terletak di Kabupaten Ciamis;
dan

e) Kawasan Geologi Pasirgintung, terletak di Kabupaten
Tasikmalaya.

2. kawasan  kars, tersebar di  Kabupaten Bogor,

Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten
Karawang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Purwakarta,
Kabupaten Cirebon, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten
Garut, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Ciamis.

b. Kawasan rawan bencana alam geologi, meliputi :

1. Kawasan rawan letusan gunung api, meliputi :

a) Kawasan Gunung Salak, terletak di Kabupaten Bogor dan
Kabupaten Sukabumi;

b) Kawasan Gunung Gede-Pangrango, terletak di Kabupaten
Bogor, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Sukabumi;

c) Kawasan Gunung Patuha, Kawasan Gunung Wayang
Windu, dan Kawasan Gunung Talagabodas, terletak di
Kabupaten Bandung;

d) Kawasan Gunung Ciremai, terletak di Kabupaten
Kuningan, Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Majalengka;
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e) Kawasan Gunung Guntur, terletak di Kabupaten Garut;

f) Kawasan Gunung Tangkubanparahu, terletak di
Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Subang;

g) Kawasan Gunung Papandayan, terletak di Kabupaten
Garut dan Kabupaten Bandung; dan

h) Kawasan Gunung Galunggung, terletak di Kabupaten
Tasikmalaya dan Kabupaten Garut.

2. kawasan rawan gempa bumi tektonik, tersebar di daerah
rawan gempa bumi Bogor-Puncak-Cianjur, daerah rawan
gempa bumi Sukabumi-Padalarang-Bandung, daerah rawan
gempa bumi Purwakarta-Subang-Majalengka, dan daerah
rawan gempa bumi Garut-Tasikmalaya-Ciamis;

3. kawasan rawan gerakan tanah, tersebar di Kabupaten Bogor,
Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten
Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Majalengka,
Kabupaten Kuningan, Kabupaten Bandung, Kabupaten
Bandung Barat, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Garut,
Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Ciamis;

4. kawasan yang terletak di zona sesar aktif, tersebar di Sesar
Cimandiri  (Palabuhanratu-Padalarang), Sesar Lembang
(Bandung Barat), dan Sesar Baribis (Kuningan-Majalengka);

5. kawasan rawan tsunami, tersebar di pantai Kabupaten
Ciamis, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Garut, Kabupaten
Cianjur, dan Kabupaten Sukabumi; dan

6. kawasan rawan abrasi, tersebar di pantai Kabupaten Bekasi,
Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten
Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Sukabumi,
Kabupaten  Cianjur, Kabupaten  Garut, Kabupaten
Tasikmalaya, dan Kabupaten Ciamis.

c. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah,
meliputi :

1. kawasan imbuhan air tanah, tersebar di kabupaten/kota; dan
2. kawasan sempadan mata air, tersebar di kabupaten/kota.

Pasal 36

Kawasan taman buru, meliputi kawasan hutan yang ditetapkan
sebagai tempat wisata berburu, terdapat di Gunung Masigit
Kareumbi, terletak di Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut dan
Kabupaten Sumedang.

Pasal 37
Kawasan perlindungan alam plasma nutfah eks-situ, meliputi:
a. Muara Gembong, terletak di Kabupaten Bekasi;
b. Kebun Raya Bogor, terletak di Kota Bogor;

c. Taman Safari Indonesia, Taman Buah Mekarsari, dan Gunung
Salak Endah, terletak di Kabupaten Bogor;

d. Taman Bunga Nusantara dan Kebun Raya Cibodas, terletak di
Kabupaten Cianjur;
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Pantai Pangumbahan dan Perairan Sukawayana, terletak di
Kabupaten Sukabumi;

Kawasan Jatiluhur-Sanggabuana, terletak di Kabupaten
Purwakarta;

Kawah Putih dan Gunung Patuha, terletak di Kabupaten
Bandung;

Kebun Binatang Bandung, terletak di Kota Bandung;
Pantai Cimapang-Rancabuaya, terletak di Kabupaten Garut;

Gunung Cakrabuana, Sirah Cimunjul dan Gunung Galunggung,
terletak di Kabupaten Tasikmalaya;

Pantai Majingklak, Karang Kamulyan, Panjalu dan Cukang
Taneuh, terletak di Kabupaten Ciamis;

Gunung Ageung, terletak di Kabupaten Majalengka;

. Muara Cimanuk dan Pulau Biawak, terletak di Kabupaten
Indramayu; dan

Kebun Raya Kuningan, terletak di Kabupaten Kuningan.

Pasal 38

Kawasan terumbu karang, meliputi:

Pantai Cilamaya, terletak di Kabupaten Karawang;
Pantai Bobos, terletak di Kabupaten Subang;

Pantai Majakerta dan Pulau Biawak, terletak di Kabupaten
Indramayu;

Pantai Karang Hawu, Cisolok, Citepus, Surade, Ciracap, dan
Ciwaru, terletak di Kabupaten Sukabumi;

Pantai Santolo, Cilauteureun sampai Cagar Alam Sancang, dan
Cikelet, terletak di Kabupaten Garut;

Pantai Cipatujah sampai Karangtawulan, terletak di Kabupaten
Tasikmalaya; dan

Pantai Krapyak, Pantai Timur dan Barat Cagar Alam
Pananjung, serta Pantai Karang Jaladri, terletak di Kabupaten
Ciamis.

Pasal 39

Kawasan koridor bagi satwa atau biota laut yang dilindungi,
meliputi:

tempat bertelur penyu hijau, meliputi :

1. Pantai Ciracap dan Ujung Genteng, terletak di Kabupaten
Sukabumi; dan

2. Pantai Keusik Luhur, terletak di Kabupaten Ciamis.

tempat bertelur penyu, terdapat di Pantai Cipatujah,
Kabupaten Tasikmalaya.
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Pasal 40

Lokasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada Pasal 28
sampai dengan Pasal 39 tercantum dalam Lampiran VI, yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

Paragraf 3
Rencana Kawasan Budidaya
Pasal 41

Kawasan hutan produksi yaitu kawasan hutan yang telah
ditetapkan sebagai kawasan budidaya.

Pengelolaan kawasan hutan produksi diarahkan untuk:

a. meningkatkan pembangunan lintas sektor dan subsektor,
serta kegiatan ekonomi sekitarnya;

b. meningkatkan fungsi lindung;

c. meningkatkan upaya pelestarian kemampuan sumberdaya
hutan;

d. meningkatkan pendapatan masyarakat terutama di daerah
setempat; dan

e. mendorong perkembangan usaha dan peranserta
masyarakat setempat.

Kawasan hutan produksi, tersebar di Kabupaten Bogor,
Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung
Barat, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten
Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu,
Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten
Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Sumedang, Kabupaten
Tasikmalaya, dan Kabupaten Ciamis.

Pasal 42

Kawasan pertanian pangan, ditetapkan dengan ketentuan
sebagai berikut :

a. memiliki kesesuaian lahan untuk dikembangkan sebagai
kawasan pertanian;

b. terutama berlokasi di lahan beririgasi teknis; dan

c. memiliki kesesuaian lahan untuk pengembangan kawasan
hortikultura dan memperhatikan aspek penetapan kawasan
hortikultura sesuai ketentuan peraturan perundangan.

Pengembangan kawasan pertanian pangan diarahkan untuk :
a. mempertahankan kawasan pertanian pangan irigasi teknis;
b. mendukung ketahanan pangan provinsi dan nasional;

c. meningkatkan produktivitas melalui pola intensifikasi,
diversifikasi, dan pola tanam yang sesuai dengan kondisi
tanah dan perubahan iklim;

d. ditunjang dengan pengembangan infrastruktur sumberdaya
air yang mampu menjamin ketersediaan air;
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e. meningkatkan kesejahteraan petani dan dan pemanfaatan
lahan yang lestari.

f. Kawasan pertanian pangan irigasi teknis, tersebar di
Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur,
Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten
Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cirebon,
Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, Kabupaten
Sumedang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Karawang,
Kabupaten Bekasi, Kabupaten Subang, Kabupaten
Purwakarta, Kota Bogor, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota
Bandung, Kota Cimahi, Kota Cirebon, Kota Tasikmalaya, dan
Kota Banjar.

Pasal 43

Kawasan perkebunan, ditetapkan dengan ketentuan sebagai
berikut :

a. memiliki kesesuaian lahan untuk dikembangkan sebagai
kawasan perkebunan; dan

b. memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan
perkebunan.

Pengembangan kawasan perkebunan diarahkan untuk:

a. meningkatkan pembangunan lintas sektor dan subsektor,
serta kegiatan ekonomi sekitarnya;

b. meningkatkan pendapatan Daerah;
c. meningkatkan kesempatan kerja masyarakat setempat;

d. mendorong terciptanya keterkaitan sektor hulu dan hilir
perkebunan yang dapat menstimulasi pengembangan
ekonomi wilayah;

e. meningkatkan nilai ekspor; dan

f. mendukung keberlanjutan ekosistem di wilayah sekitarnya,
terutama yang berfungsi lindung.

Kawasan perkebunan tersebar di Kabupaten Bogor, Kabupaten
Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung Barat,
Kabupaten  Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten
Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Sumedang,
Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, dan Kabupaten
Purwakarta.

Pasal 44

Kawasan peternakan mencakup penetapan lokasi yang
digunakan untuk kepentingan pengembangan peternakan
termasuk penyediaan rumah potong hewan, berupa
penyediaan lahan yang memenuhi persyaratan teknis
peternakan dan kesehatan hewan.
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(2) Pengembangan kawasan peternakan diselenggarakan dalam
rangka mencukupi kebutuhan pangan, barang dan jasa asal
hewan secara mandiri, berdaya saing dan berkelanjutan, bagi
peningkatan  kesejahteraan peternak dan masyarakat
sekitarnya.

(3) Pengembangan kawasan peternakan dapat dilaksanakan
secara tersendiri dan/atau terintegrasi dengan budidaya
tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan,
kehutanan, dan bidang lainnya yang terkait.

(4) Kawasan peternakan tersebar di Kabupaten.

Pasal 45

(1) Pengembangan kawasan  pesisir, laut dan pulau kecil,
meliputi :

a. pengembangan kawasan wisata;
b. pengembangan kawasan permukiman; dan
C. pengembangan kawasan bisnis kelautan.

(2) Pengembangan kawasan wisata di wilayah pesisir, laut dan
pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
diarahkan untuk :

a. mengembangkan kawasan wisata pesisir, laut dan pulau
kecil yang mempertahankan konservasi lingkungan dan
keberadaan kehidupan sosial masyarakat setempat;

b. mengembangkan kawasan wisata di wilayah pesisir utara
dengan prioritas pada pengembangan Kawasan Wisata
Budaya Pesisir Cirebon; dan

c. mengembangkan kawasan wisata bahari di wilayah pesisir
selatan yang ditetapkan berdasarkan perwilayahan
pengembangan pariwisata secara nasional, meliputi
pengembangan Kawasan Pantai Pangandaran, Kawasan
Palabuhanratu, dan Pantai Rancabuaya.

(3) Pengembangan kawasan permukiman di kawasan pesisir
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diarahkan
untuk :

a. Wilayah pesisir utara, dilaksanakan melalui pengembangan
kawasan permukiman yang dilengkapi sarana dan prasarana
dasar serta berada di luar kawasan kerusakan pesisir dan
rawan bencana pesisir; dan

b. Wilayah pesisir selatan, dilaksanakan melalui penataan
kawasan permukiman berbasis mitigasi bencana, serta
peningkatan pelayanan sarana dan prasarana dasar
permukiman yang terintegrasi.

(4) Pengembangan kawasan bisnis kelautan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c diarahkan untuk :

a. mengembangkan kawasan di bidang perikanan laut,
meliputi :

1. kawasan pelabuhan perikanan;

2. kawasan perikanan tangkap;
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3. kawasan perikanan budidaya; dan
4. kawasan industri pengolahan perikanan.

b. mengembangkan kawasan di bidang pertambangan dengan
memperhatikan faktor nilai tambah, potensi bahan galian,
faktor pembatas, dayadukung dan dayatampung lingkungan
serta kebijakan Pemerintah;

c. mengembangkan kawasan di bidang industri maritim
dengan memperhatikan :

1. kondisi wilayah Ainterland:
2. persaingan dengan wilayah sekitar;

3. lokasi strategis terhadap aglomerasi aktivitas
perekonomian masyarakat;

kebutuhan permintaan lahan industri;
kecenderungan industri yang berkembang;
ketersediaan prasarana transportasi regional;
ketersediaan jaringan utilitas;

keberlanjutan dan berwawasan lingkungan;

v 0 N O b

sumberdaya manusia; dan
10. jaminan keamanan.

d. mengembangkan infrastruktur perhubungan laut, mencakup
pelabuhan utama untuk kapal cepat maupun ferry yang
menghubungkan antarpulau serta pelayaran rakyat untuk
pengangkutan barang dan jasa; dan

e. mengembangkan jasa kelautan, meliputi dukungan jasa
finansial dan jasa bisnis informasi.

Kawasan pesisir, laut dan pulau kecil, terletak di Kabupaten
Bekasi, Kabupaten Subang, Kabupaten Karawang, Kabupaten
Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten
Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten
Tasikmalaya, dan Kabupaten Ciamis.

Pasal 46
Pengembangan kawasan perikanan, meliputi:
a. pengembangan kawasan budidaya air tawar;
b. pengembangan kawasan budidaya air payau;
C. pengembangan kawasan budidaya air laut; dan
d. pengembangan kawasan industri pengolahan perikanan.

Pengembangan kawasan perikanan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dilaksanakan untuk:

a. meningkatkan produksi ikan;

b. meningkatkan konsumsi ikan;

c. meningkatkan ekspor hasil perikanan;

d. meningkatkan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja;
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e. meningkatkan pendapatan pembudidaya perikanan; dan

f. meningkatkan pengelolaan dan pelestarian sumberdaya
perikanan.

Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tersebar di Kabupaten Bekasi, Kabupaten Subang, Kabupaten
Karawang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon,
Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, Kabupaten
Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten
Purwakarta, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat,
Kabupaten Sumedang, Kabupaten Garut, Kabupaten
Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Bandung, Kota Bogor,
dan Kota Sukabumi.

Pasal 47

Kawasan pertambangan, ditetapkan dengan ketentuan sebagai
berikut :

a. memiliki sumberdaya dan potensi pertambangan yang
berwujud padat, cair atau gas berdasarkan data geologi,
setelah dikoreksi oleh ruang yang tidak diperbolehkan, dan
masih layak untuk dieksploitasi secara ekonomis;

b. merupakan wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk
pemusatan kegiatan pertambangan secara berkelanjutan
dan bukan di daerah dengan kerentanan bencana tinggi;

C. merupakan bagian proses upaya mengubah kekuatan
ekonomi potensial menjadi ekonomi riil;

d. tidak mengganggu fungsi kelestarian lingkungan hidup dan
masyarakat sekitarnya; dan

e. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pengembangan kawasan pertambangan secara kewilayahan
dalam bentuk Wilayah Pertambangan yang terdiri dari Wilayah
Pencadangan Negara, Wilayah Usaha Pertambangan dan
Wilayah Pertambangan Rakyat, diarahkan untuk :

a. meningkatkan pendapatan dan perekonomian Daerah;
b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan;

c. mendorong peningkatan nilai tambah barang tambang
untuk ekspor;

d. mendorong upaya pengendalian pemanfaatan kawasan
pertambangan secara lestari, baik untuk pertambangan
skala besar maupun skala kecil;

e. mendorong penerapan penambangan yang memenuhi
persyaratan keselamatan dan kesehatan kerija;

f. meningkatkan penanggulangan kerusakan lahan eks
pertambangan;

g. mendukung keberlanjutan ekosistem di sekitar kawasan;
dan

h. mengembangkan alih teknologi penambangan bagi
masyarakat di sekitar kawasan.
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Penetapan kawasan pertambangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan :

a. secara transparan, partisipatif dan bertanggungjawab;

b. secara terpadu dengan memperhatikan pendapat dari
instansi pemerintah terkait dan masyarakat, dengan
mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi dan sosial
budaya, serta berwawasan lingkungan; dan

c. memperhatikan aspirasi kabupaten/kota.

Kawasan Pertambangan ditetapkan dengan mengacu pada
penetapan lokasi Wilayah Pertambangan (WP) sesuai
ketentuan peraturan perundangan.

Pasal 48

Pembangunan lokasi industri ditetapkan dengan ketentuan
sebagai berikut :

a. kewajiban perusahaan industri berlokasi di kawasan
industri kecuali untuk industri yang memerlukan lokasi
khusus, industri mikro, kecil dan menengah, serta industri
di kabupaten/kota yang belum memiliki kawasan industri,
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. memenuhi ketentuan teknis, tata ruang dan lingkungan
untuk kegiatan industri, serta efisien, memberikan
kemudahan dan dayatarik bagi investasi;

c. tidak mengganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup dan
menjamin  pemanfaatan sumberdaya alam yang
berkelanjutan;

d. tidak mengubah kawasan pertanian berlahan basah dan
beririgasi teknis; dan

e. menyediakan lahan bagi kegiatan usaha mikro, kecil dan
menengah.

Pengembangan kawasan industri diarahkan untuk:
a. mengoptimalkan kawasan industri yang telah ada di
koridor Cikarang-Cikampek;

b. mengembangkan kawasan industri di koridor Bandung-
Cirebon dan koridor Sukabumi-Bogor;

¢. mendorong pengembangan industri kreatif dan telematika
di WP KK Cekungan Bandung;

d. memprioritaskan pengembangan industri yang
berteknologi tinggi, ramah lingkungan, dan
membangkitkan kegiatan ekonomi;

e. memprioritaskan pengembangan industri yang

menerapkan manajemen dan kendali mutu, clean
development mechanism, serta produksi bersih;

f. mendorong pertumbuhan dan perkembangan industri
mikro, kecil, dan menengah yang ramah lingkungan,
hemat lahan dan dapat menyerap tenaga kerja lokal.

Pembangunan lokasi industri yang dilakukan di luar kawasan
industri atau zona industri, ditetapkan dengan ketentuan
sebagai berikut:
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a. memperhatikan keseimbangan dan kelestarian
sumberdaya alam serta mencegah timbulnya kerusakan
dan pencemaran lingkungan hidup;

b. dilengkapi dengan unit pengolahan limbah;

c. memperhatikan pasokan air bersih dari sumber air
permukaan;

d. industri ramah lingkungan dan memenuhi kriteria ambang
limbah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
dan

e. pengelolaan limbah secara terpadu untuk industri dengan
lokasi berdekatan.

Pasal 49

(1) Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa, diarahkan
untuk:

a. mengembangkan kegiatan perdagangan dan jasa guna
mewujudkan PKN, PKNp, PKW, PKWp dan PKL sebagai
kawasan perkotaan sesuai dengan fungsinya; dan

b. membatasi perluasan kegiatan perdagangan dan jasa di
perkotaan pada kawasan yang telah berkembang pesat
dan kawasan yang berfungsi lindung.

(2) Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa ditetapkan
dengan ketentuan :

a. berada pada simpul perkotaan setingkat PKN untuk
melayani kegiatan lintas provinsi;

b. berada pada simpul perkotaan setingkat PKW untuk
melayani kegiatan lintas kabupaten/kota; dan

c. memiliki prasarana berupa jaringan jalan, pelabuhan laut
dan/atau bandara, prasarana listrik, telekomunikasi, dan
air baku, serta fasilitas penunjang kegiatan ekonomi
kawasan.

(3) Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa diarahkan
untuk:

a. peningkatan sistem informasi pasar dan penguasaan akses
pasar lokal, regional, nasional dan internasional;

b. peningkatan sistem distribusi penyediaan kebutuhan pokok
masyarakat yang efektif dan efisien;

C. peningkatan perlindungan konsumen, pasar tradisional dan
kesadaran penggunaan produksi dalam negeri; dan

d. penguatan akses dan jaringan perdagangan ekspor.

Pasal 50

Pengembangan kawasan pariwisata, terbagi ke dalam tiga jalur
mencakup :

a. Kawasan wisata unggulan yang terletak pada jalur utara,
meliputi :
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Kawasan Wisata Industri dan Bisnis Kabupaten Bekasi dan
Kabupaten Karawang;

Kawasan Wisata Agro di Kabupaten Bekasi, Kabupaten
Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang dan
Kabupaten Cirebon;

Kawasan Wisata Budaya Pesisir Cirebon; dan
Kawasan Wisata Unggulan lainnya.

b. Kawasan wisata yang terletak di jalur tengah, meliputi :

1.

4.
5.

Kawasan Eko Wisata Puncak, Kebun Raya Cibodas, Gunung
Gede-Pangrango, Talaga Warna, Gunung
Tangkubanparahu, Gunung Ciremai, Gunung Halimun dan
Pegunungan di kawasan Bandung Selatan;

Kawasan Wisata Agro Kabupaten Bogor, Kota Bogor,
Kabupaten Cianjur, Kota Sukabumi, Kabupaten Majalengka,
Kabupaten Kuningan, Kabupaten Bandung Barat dan
Kabupaten Bandung;

Kawasan Wisata Perkotaan dan Pendidikan di WP KK
Cekungan Bandung;

Kawasan Wisata Kriya dan Budaya Priangan; dan
Kawasan Wisata Unggulan lainnya.

c. Kawasan wisata yang terletak di jalur selatan, meliputi :

1.

Kawasan Eko Wisata Palabuhanratu, Cipatujah,
Hutan Sancang, Ujunggenteng, Rancabuaya, Cilauteureun
dan Cijayanti;

. Kawasan Wisata Agro di Kabupaten Sukabumi, Kabupaten

Garut, Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Banjar;

3. Kawasan Wisata Minat Khusus Daerah bagian Selatan;

4. Kawasan Wisata Rekreasi Pantai Pangandaran; dan

5. Kawasan Wisata Unggulan lainnya.

Pasal 51

(1) Pengembangan kawasan permukiman perkotaan, ditetapkan
dengan ketentuan sebagai berikut:

a.

pengembangan permukiman perkotaan di kawasan rawan
bencana alam dan bencana alam geologi, dilaksanakan
dengan persyaratan teknis;

. berada di luar kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan

rawan bencana gunung api;

memiliki akses menuju pusat kegiatan masyarakat di luar
kawasan;

. memiliki kelengkapan prasarana, sarana, dan utilitas

pendukung; dan

. sesuai kriteria teknis kawasan peruntukan permukiman yang

ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
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Pengembangan kawasan permukiman perkotaan diarahkan
untuk :

a. mengembangkan kawasan permukiman vertikal pada
kawasan perkotaan dengan intensitas pemanfaatan ruang
menengah hingga tinggi;

b. kawasan perkotaan yang memiliki karakteristik intensitas
pemanfaatan ruang menengah hingga tinggi, mencakup
kawasan perkotaan yang menjadi kota inti PKN;

c. mengendalikan kawasan permukiman horizontal pada
kawasan perkotaan dengan intensitas pemanfaatan ruang
menengah, termasuk kota mandiri dan kota satelit; dan

d. kawasan perkotaan yang memiliki karakteristik intensitas
pemanfaatan ruang menengah, mencakup kawasan
perkotaan selain yang berfungsi sebagai kota inti PKN.

Pengembangan kawasan permukiman perdesaan, diarahkan
pada pengembangan ruang permukiman horisontal dengan
mempertimbangkan kegiatan dalam kawasan perdesaan,
mencakup kegiatan pertanian, perkebunan, kehutanan,
peternakan, perikanan, pengelolaan sumberdaya alam,
pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan
ekonomi.

Pasal 52

Komponen RTH yang termasuk dalam kawasan budidaya,
terdiri atas :

a. RTH privat, meliputi :
1. pekarangan rumah tinggal;
2. halaman perkantoran, pertokoan, dan tempat usaha;
3. taman dan taman di atap bangunan (roof garden); dan
4. lapangan olahraga.

b. RTH publik, meliputi :
1. RTH taman dan hutan kota, meliputi :

a) taman RT, taman RW, taman kelurahan dan taman
kecamatan;

b) taman kota;
c) hutan kota; dan
d) sabuk hijau (green belt).
2. RTH jalur hijau jalan, meliputi :
a) pulau jalan dan median jalan;
b) jalur pejalan kaki; dan
¢) ruang di bawah jalan layang.
3. RTH fungsi tertentu, meliputi :
a) RTH sempadan rel kereta api;
b) jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi;
c) RTH sempadan sungai;
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d) RTH sempadan pantai;
e) RTH pengamanan sumber air baku/mata air;
f) lapangan olahraga; dan
g) Taman Pemakaman.

(2) Pengembangan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
meliputi :

a.

b.

pengembangan luasan RTH paling sedikit 30% dari luasan
kawasan perkotaan, meliputi RTH privat seluas 10% dan
RTH publik seluas 20%;

penegasan dan perlindungan kawasan yang termasuk ke
dalam RTH.

Pasal 53

(1) Rencana kawasan pertahanan dan keamanan, mencakup
penetapan lokasi yang digunakan untuk kepentingan
pertahanan dan keamanan, meliputi :

a.

b.
C.

d.

kawasan pendidikan dan/atau latihan militer TNI Angkatan
Darat, TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Laut dan
Kepolisian;

kawasan pangkalan TNI Angkatan Udara;

kawasan pangkalan TNI Angkatan Laut; dan

kawasan militer dan kepolisian lainnya.

(2) Rencana kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII, yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII
RENCANA WILAYAH PENGEMBANGAN (WP)
Bagian Kesatu
WP Bodebekpunjur
Pasal 54

(1) Sektor unggulan yang dapat dikembangkan di WP
Bodebekpunjur, meliputi pariwisata, industri manufaktur,
perikanan, perdagangan, jasa, pertambangan, agribisnis dan
agrowisata.

(2) Fokus pengembangan WP Bodebekpunjur, meliputi :

a.

Kota Bogor, Kota Depok dan Kota Bekasi, diarahkan
sebagai kota terdepan yang berbatasan dengan ibukota
negara yang merupakan bagian dari pengembangan KSN
Jabodetabekpunjur untuk mendorong pengembangan PKN
kawasan perkotaan Jabodetabek, menjadi simpul
pelayanan dan jasa perkotaan, serta mengembangkan
sektor perdagangan, jasa dan industri padat tenaga kerja;

Kabupaten Bogor dan Bekasi, diarahkan menjadi kawasan
penyangga dalam sistem PKN kawasan perkotaan
Jabodetabek, serta untuk mengembangkan sektor industri
ramah lingkungan dan hemat penggunaan air tanah, serta
kegiatan pertambangan mineral logam dan non logam
untuk mendukung pembangunan di Bodebekpunjur; dan
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c. Kawasan Puncak di Kabupaten Bogor dan Kabupaten
Cianjur, diarahkan pada kegiatan rehabilitasi dan
revitalisasi kawasan lindung di KSN Jabodetabekpunjur.

(3) Rencana pengembangan infrastruktur wilayah di WP
Bodebekpunjur, terdiri atas :

a. Pengembangan infrastruktur jalan, meliputi:

1.

3.

Pembangunan jalan tol Bogor Ring Road, Depok-
Antasari, Jagorawi-Cinere, Cimanggis-Cibitung,
Cikarang-Tanjungpriok, Bekasi-Cawang-Kampung
Melayu dan Serpong-Cinere;

Pembangunan jalan lingkar Leuwiliang di Kabupaten
Bogor; dan

Peningkatan kapasitas dan kondisi ruas jalan strategis.

b. Pengembangan infrastruktur perhubungan, meliputi:

1.
2.

9.

Pengembangan Pelabuhan Laut di Kabupaten Bekasi;

Pembangunan dan penyelenggaraan terminal tipe A di
Kota Bogor, Kabupaten Bekasi dan Kota Depok;

Peningkatan/ Pembangunan rel ganda KA Perkotaan
Manggarai-Cikarang  (lintas  Manggarai-Jatinegara-
Bekasi);

Peningkatan rel ganda KA Perkotaan Parung Panjang-
Tenjo;

Pengembangan KA Perkotaan Jabodetabek;
Peningkatan jalur KA Antar Kota Bogor-Sukabumi;

Pembangunan shortcut jalur KA Perkotaan Parung
Panjang-Citayam;

Optimalisasi fungsi Pangkalan Udara Atang Sanjaya di
Kabupaten Bogor;

Pengembangan angkutan massal perkotaan; dan

10. Peningkatan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

c. Pengembangan infrastruktur sumberdaya air, meliputi:

1.

3.
4,

Pembangunan Waduk Ciawi, Narogong, Genteng,
Sodong, Tanjung, Parung Badak, Cijuray, dan Cidurian
di Kabupaten Bogor dan Waduk Limo di Kota Depok;

Revitalisasi dan optimalisasi fungsi waduk dan
danau/situ;

Pengembangan infrastruktur pengendali banjir; dan
Peningkatan kondisi jaringan irigasi.

d. Pengembangan infrastruktur energi, meliputi :

1.

Pengembangan lapangan panas bumi eksisting di
lapangan panas bumi Awi Bengkok dan Gunung Salak
di Kabupaten Bogor;

Pengembangan prospek panas bumi di lapangan panas
bumi Ciseeng dan Gunung Pancar di Kabupaten Bogor,
serta lapangan panas bumi Gunung Gede-Pangrango
di Kabupaten Bogor dan Kabupaten Cianjur;
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Pengembangan pemanfaatan sampah sebagai energi
di TPA di Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota
Bekasi, Kota Bogor dan Kota Depok;

Pengembangan pipanisasi gas regional dan gas kota di
Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bekasi dan Kota
Bekasi;

Pengembangan pemanfaatan energi terbarukan
berupa energi air skala kecil, energi surya, energi
angin dan bio-energi;

Pengembangan pemanfaatan gas alam di Kabupaten

Bekasi (SPPBE, LNG Terminal, PLTG, dan LPG p/ant);
dan

Pengembangan Desa mandiri energi.

e. Pengembangan infrastruktur permukiman, terdiri atas :

1.

2.

Pengembangan permukiman perkotaan, meliputi:

a) Pengembangan hunian vertikal di Kawasan
Perkotaan Bodebek;

b) Pengembangan kawasan siap bangun atau
lingkungan siap bangun;

c) Peningkatan ketersediaan air bersih perkotaan dan
pengembangan Instalasi Pengolahan Air
(IPA)/ Water Treatment Plant (WTP) di Kabupaten
Bekasi dan Kabupaten Bogor;

d) Pengembangan pengolahan air limbah yang
memperhatikan baku mutu limbah cair dan
merupakan sistem yang terpisah dari pengelolaan
air limbah industri secara terpusat, terutama pada
kawasan perumahan padat, pusat bisnis dan sentra
industri;

e) Penataan jaringan drainase perkotaan;

f) Pembangunan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan
Akhir Sampah Regional Nambo dengan cakupan
pelayanan untuk wilayah Kabupaten Bogor, Kota
Bogor dan Kota Depok;

g) Peningkatan  kualitas lingkungan permukiman
kumuh di Kota Depok dan Kota Bekasi;

h) Pembangunan kawasan olahraga terpadu di PKN,
PKW dan pembangunan sarana olahraga di PKL;

i) Pembangunan Rumah Sakit Tipe A di PKN, Rumah
Sakit Tipe B di PKW dan Rumah Sakit Tipe C di PKL;

j) Pembangunan pusat kebudayaan di PKN dan PKW;

k) Pengendalian permukiman di kawasan Puncak untuk
mendukung fungsi konservasi kawasan; dan

|) Pembangunan Pasar Induk Regional di Kabupaten
Bogor.

Pengembangan permukiman perdesaan, meliputi:
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a) Peningkatan infrastruktur dasar permukiman di desa
tertinggal, desa terpencil, permukiman kumuh
nelayan, desa di kawasan perbatasan dengan
Provinsi Banten dan DKI, serta kawasan rawan
bencana;

b) Penataan kawasan permukiman perdesaan dengan
prinsip konservasi dan pengelolaan bencana;

c) Pembangunan sarana olahraga dan pusat kegiatan
belajar; dan

d) Pembangunan Puskesmas.
f. Optimalisasi Kawasan Industri, meliputi :

1. Kawasan Industri MM2100, terletak di Cibitung
Kabupaten Bekasi;

2. Kawasan Industri EJIP (NEGAI), terletak di Cikarang,
Cibarusah Kabupaten Bekasi;

3. Kawasan Industri Internasional Bekasi, terletak di Desa
Sukaresmi, Kabupaten Bekasi;

4. Kawasan Industri Jababeka terletak di Cikarang,
Kabupaten Bekasi;

5. Kawasan Industri Lippo Cikarang, terletak di Cikarang,
Kabupaten Bekasi;

6. Kawasan Industri Patria Manunggal Jaya, terletak di
Cikarang, Kabupaten Bekasi;

7. Kawasan Industri Gobel, terletak di Cibitung,
Kabupaten Bekasi;

8. Pusat Kawasan Industri dan Pergudangan Bertaraf
Internasional Marunda, terletak di Kabupaten Bekasi;

9. Kawasan Industri Sentul, terletak di Kabupaten Bogor;
dan

10.Pusat Kawasan Industri Cibinong, terletak di
Citeureup-Cileungsi-Klapanunggal-Gunungputri,
Kabupaten Bogor.

Bagian Kedua
WP Purwasuka
Pasal 55
(1) Sektor unggulan yang dapat dikembangkan di WP Purwasuka
mencakup pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan,

perikanan, bisnis kelautan, industri pengolahan, pariwisata dan
pertambangan.

(2) Fokus pengembangan WP Purwasuka, meliputi :

a. PKW  Cikampek-Cikopo, diarahkan untuk memenuhi
fungsinya sebagai PKW dengan melengkapi sarana dan
prasarana yang terintegrasi dengan wilayah pengaruhnya
(hinterland);
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b. Kabupaten Purwakarta, diarahkan untuk kegiatan industri
non-polutif dan non-ekstraktif atau tidak mengganggu
irigasi dan cadangan air, industri kreatif, pariwisata dan
agroindustri, serta kegiatan pertambangan mineral logam
dan non-logam;

c. Kabupaten Subang, diarahkan menjadi simpul pendukung
pengembangan PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya,
untuk kegiatan pertanian lahan basah berkelanjutan,
industri  non-polutif dan non-ekstraktif yang tidak
mengganggu irigasi dan cadangan air serta tidak
mengakibatkan alih fungsi lahan sawah, kegiatan bisnis
kelautan, serta kegiatan pertambangan mineral non-logam;
dan

d. Kabupaten Karawang, diarahkan menjadi simpul pendukung
pengembangan PKN Kawasan Perkotaan Bodebek, untuk
kegiatan pertanian lahan basah berkelanjutan, bisnis
kelautan, industri non-polutif dan non-ekstraktif yang tidak
mengganggu irigasi dan cadangan air, serta kegiatan
agroindustri.

(3) Rencana  pengembangan infrastruktur wilayah di WP
Purwasuka, terdiri atas :

a. pengembangan infrastruktur jalan, meliputi :

1. Pembangunan jalan lingkar Karawang di Kabupaten
Karawang; dan

2. Peningkatan kapasitas dan kondisi ruas jalan strategis.
b. pengembangan infrastruktur perhubungan, meliputi :

1. Pembangunan Pelabuhan Laut Internasional Cilamaya di
Karawang;

Penyediaan Terminal Tipe A di Karawang;

Optimalisasi fungsi Pangkalan Udara Kalijati di
Kabupaten Subang;

4. Pembangunan Shortcut Jalur KA Antar Kota Cibungur -
Tanjungrasa di Kabupaten Karawang dan Kabupaten
Purwakarta;

5. Peningkatan keandalan sistem jaringan jalur KA lintas
selatan yang menghubungkan kota-kota Cikampek-
Purwakarta;

6. Peningkatan jalur KA lintas Cikampek-Padalarang,
termasuk peningkatan spoor emplasemen;

7. Pembangunan rel ganda parsial antara Purwakarta-
Ciganea;

8. Elektrifikasi rel ganda KA Antar Kota Cikarang-
Cikampek;

9. Peningkatan keandalan sistem jaringan KA lintas utara
Jakarta-Cikampek;

10. Pembangunan jalur KA cepat lintas Jakarta-Surabaya;
dan

11. Peningkatan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
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c. Pengembangan infrastruktur energi, meliputi :

1.

Pengembangan prospek panas bumi di lapangan panas
bumi Sagalaherang dan Tangkubanparahu, terletak di
Kabupaten Subang;

. Pengembangan jaringan pipanisasi gas (gas pipeline) dan

gas kota di Kabupaten Karawang, Purwakarta, dan
Subang;

. Pengembangan pemanfaatan energi terbarukan berupa

energi air skala kecil, energi surya, energi angin dan bio-
energi;

. Pengembangan pemanfaatan batubara untuk industri;

5. Pengembangan secara terkoordinasi pemanfaatan gas

6.

alam (SPPBE, PLTG, dan LPG Plant) di Kabupaten
Karawang dan Subang; dan

Pengembangan Desa mandiri energi.

d. pengembangan infrastruktur sumberdaya air, meliputi :

1.

3.
4.

Pembangunan Waduk Sadawarna, Cilame, Talagaherang,
Cipunagara, Kandung dan Bodas di Kabupaten Subang;

. Revitalisasi dan optimalisasi fungsi waduk dan

danau/situ;
Pengembangan infrastruktur pengendali banjir; dan
Peningkatan kondisi jaringan irigasi.

e. pengembangan infrastruktur permukiman, meliputi:

1.

2.

Pengembangan permukiman perkotaan, meliputi:

a) Pengembangan hunian vertikal terutama di kawasan
industri  Kabupaten Karawang dan Kabupaten
Purwakarta;

b) Pengembangan kawasan siap bangun/lingkungan
siap bangun;

¢) Penataan permukiman kumubh;

d) Peningkatan  pelayanan  air  bersih  berupa
pembangunan IPA/WTP dan jaringan pipa distribusi;

e) Pengembangan pengolahan air limbah;
f) Penataan jaringan drainase perkotaan;
g) Peningkatan pengelolaan persampahan;

h) Pembangunan kawasan olahraga di PKW dan sarana
olahraga di PKL;

i) Pembangunan Rumah Sakit Tipe B di PKW dan
Rumah Sakit Tipe C di PKL;

j) Pembangunan pusat kebudayaan di PKW; dan

k) Pembangunan Pasar Induk Regional di PKW
Cikampek-Cikopo.

Pengembangan permukiman perdesaan, meliputi:
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a) Peningkatan infrastruktur dasar permukiman di desa
tertinggal, desa terpencil, permukiman kumuh nelayan
dan kawasan rawan bencana;

b) Penataan kawasan permukiman perdesaan dengan
prinsip konservasi dan pengelolaan bencana;

c) Pembangunan sarana olahraga dan pusat kegiatan
belajar; dan

d) Pembangunan Puskesmas;

f. Optimalisasi kawasan industri, meliputi :

1.

10.

Kawasan Industri KIIC, terletak di Kecamatan Teluk
Jambe, Kabupaten Karawang;

Kawasan Industri Taman Niaga Karawang Prima,
terletak di Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten
Karawang;

Kawasan Industri Indotaisei Kota Bukit Indah, terletak
di Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang;

Kawasan Industri Kujang Cikampek, terletak di
Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang;

Kawasan Industri Mandalapratama Permai, terletak di
Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang;

Kawasan Industri Mitrakarawang, terletak di Kecamatan
Ciampel, Kabupaten Karawang;

Kawasan Industri Karawang 2000, terletak di Kabupaten
Karawang;

Kawasan Industri Suryacipta, terletak di Kecamatan
Ciampel, Kabupaten Karawang;

Kawasan Industri Kota Bukit Indah, terletak di
Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta; dan

Kawasan Industri Lion, terletak di Kecamatan Campaka,
Kabupaten Purwakarta.

Bagian Ketiga
WP Ciayumajakuning
Pasal 56

(1) Sektor unggulan vyang dapat dikembangkan di WP
Ciayumajakuning meliputi agribisnis, agroindustri, perikanan,
pertambangan dan pariwisata.

(2) Fokus pengembangan WP Ciayumajakuning, meliputi :

a.

Kota Cirebon, diarahkan sebagai kota inti dari PKN dengan
sarana dan prasarana yang terintegrasi dengan wilayah
pengaruhnya (Ainterland), serta menjadi simpul utama
pelayanan jasa dan perdagangan, dan industri di Daerah
bagian timur, serta untuk kegiatan wisata budaya dan
religi;
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b. Kabupaten Cirebon, diarahkan sebagai bagian dari PKN
dengan sarana dan prasarana yang terintegrasi, dan
mengarahkan kegiatan utama pada sektor industri, bisnis
kelautan dan pertanian, dan kegiatan pertambangan
mineral;

c. Kabupaten Indramayu, diarahkan menjadi PKW dengan
sarana dan prasarana yang terintegrasi, serta diarahkan
untuk  kegiatan utama pertanian lahan  basah
berkelanjutan, bisnis perikanan dan kelautan, industri,
pertambangan terutama minyak, gas, agribisnis dan
agroindustri;

d. Kabupaten Majalengka, diarahkan menjadi lokasi Bandara
Internasional Jawa Barat dan Aerocity di Kertajati, daerah
konservasi utama Taman Nasional Gunung Ciremai, serta
untuk kegiatan agrobisnis dan industri bahan bangunan,
dan pertambangan mineral serta pengembangan sarana
dan prasarana yang terintegrasi di PKW Kadipaten;

e. Kabupaten Kuningan, diarahkan sebagai PKL, dengan
sarana dan prasarana pendukung, serta diarahkan untuk
menampung kegiatan sektor pertanian, wisata alam,
agroindustri, dan daerah konservasi utama Taman
Nasional Gunung Ciremai, termasuk perlindungan sumber
air; dan

f. Kabupaten Sumedang, diarahkan sebagai PKL, dengan
sarana dan prasarana, untuk kegiatan utama agribisnis
dan industri, serta kegiatan pertambangan mineral.

(3) Rencana pengembangan infrastruktur WP Ciayumajakuning,
terdiri atas:

a. Pengembangan infrastruktur jalan, meliputi:
1. Pembangunan jalan tol Kanci-Pejagan di Kota Cirebon;

2. Pembangunan jalan lingkar selatan di Kota Cirebon
dan jalan lingkar Kadipaten di Kabupaten Majalengka;
dan

3. Peningkatan kapasitas dan kondisi ruas jalan strategis.
b. Pengembangan infrastruktur perhubungan, meliputi :

1. Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat
(BIJB), terletak di Kertajati Kabupaten Majalengka
sebagai Pusat Persebaran Sekunder;

2. Optimalisasi fungsi Bandara Cakrabuwana (Penggung),
terletak di Kota Cirebon sebagai Pusat Persebaran
Tersier;

3. Penyediaan Terminal Tipe A di Kota Cirebon, serta
Terminal Tipe B di Kabupaten Kuningan dan
Kabupaten Indramayu;

4. Peningkatan kapasitas dan fungsi Pelabuhan
Internasional Arjuna di Kota Cirebon;

5. Pengembangan sistem angkutan umum massal di PKN
Cirebon;
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Pembangunan dan peningkatan sistem jaringan jalur
KA lintas utara-selatan yang menghubungkan Kota
Indramayu —Jatibarang;

Pembangunan dan peningkatan sistem jaringan jalur
KA lintas utara-selatan yang menghubungkan Kota
Kadipaten-Cirebon;

Reaktivasi jalur KA Antar Kota Cirebon-Kadipaten-
Kertajati;

Peningkatan keandalan sistem jaringan jalur KA lintas
utara yang menghubungkan kota-kota Cikampek-
Jatibarang-Cirebon; dan

10. Peningkatan prasarana lalulintas dan angkutan jalan.

Pengembangan infrastruktur sumberdaya air, meliputi:

1.

5.

Pembangunan Waduk Cipasang, Kadumanik, Cipanas,
dan Cipanas Saat di Kabupaten Sumedang, dan Waduk
Lapangan Cinunjang di Kabupaten Kuningan;

Revitalisasi dan optimalisasi waduk dan danau/situ;
Pengembangan infrastruktur pengendali banijir;

Pembangunan Daerah Irigasi Rengrang di Kabupaten
Sumedang; dan

Peningkatan kondisi jaringan irigasi.

Pengembangan infrastruktur energi, meliputi :

1.

7.

Pengembangan PLTA Waduk Jatigede di Kabupaten
Sumedang;

Pengembangan PLTU di Kabupaten Indramayu dan
Kabupaten Cirebon;

Pengembangan  Sumber Energi Panas Bumi
Tampomas di Kabupaten Sumedang, dan Sangkan
Hurip Gunung Ciremai di Kabupaten Kuningan, serta
Gunung Kromong di Kabupaten Cirebon;

Pengembangan jaringan pipa gas regional dan gas
kota;
Pengembangan pemanfaatan energi terbarukan

berupa energi air skala kecil, energi surya, energi
angin dan bio-energi;

Pengembangan pemanfaatan batubara untuk industri
dan pembangkit listrik di Kabupaten Indramayu dan
Kabupaten Cirebon; dan

Pengembangan Desa mandiri energi.

Pengembangan infrastruktur telekomunikasi perdesaan.

Pengembangan infrastruktur permukiman, terdiri atas:

1.

Rencana permukiman perkotaan, meliputi:
a) Pengembangan hunian vertikal di Kota Cirebon;

b) Pengembangan kawasan siap bangun/lingkungan
siap bangun;
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Peningkatan pelayanan air bersih  berupa
pembangunan IPA/WTP dan jaringan pipa
distribusi;

Peningkatan sistem pengelolaan air limbah;
Penataan jaringan drainase perkotaan;

Pembangunan tempat pengelolaan sampah
regional di Kabupaten Cirebon;

Pembangunan kawasan permukiman di Kertajati
Aerocity Kabupaten Majalengka;

Penataan permukiman kumuh;

Pembangunan kawasan olahraga terpadu di PKN
dan PKW dan sarana olahraga di PKL;

Pembangunan Rumah Sakit Tipe A di PKN, Rumah
Sakit Tipe B di PKW dan Rumah Sakit Tipe C di
PKL;

Pembangunan pusat kebudayaan di PKN dan PKW;
dan

Pembangunan dan pengembangan Pasar Induk
Beras Regional di Kabupaten Indramayu dan Pasar
Induk Regional di Kabupaten Cirebon.

2. Rencana permukiman perdesaan, meliputi:

a)

b)

C)

d)

Peningkatan infrastruktur dasar permukiman di
desa tertinggal, desa terpencil, desa perbatasan
dengan Provinsi Jawa Tengah, permukiman kumuh
nelayan, dan kawasan rawan bencana;

Penataan kawasan permukiman perdesaan dengan
prinsip konservasi dan pengelolaan bencana;

Pembangunan sarana olahraga dan pusat kegiatan
belajar; dan

Pembangunan Puskesmas.

g. Pengembangan Kawasan Industri Kertajati Aerocity di
Kabupaten Majalengka.

Bagian Keempat
WP Priangan Timur-Pangandaran
Pasal 57

(1) Sektor unggulan yang dapat dikembangkan di WP Priangan
Timur-Pangandaran meliputi pertanian, perkebunan, perikanan
tangkap, pariwisata, industri pengolahan, industri kerajinan
dan pertambangan mineral.

(2) Fokus pengembangan WP Priangan Timur-Pangandaran,

meliputi :

a. Kota Tasikmalaya, diarahkan sebagai bagian dari PKW
dengan sarana dan prasarana yang terintegrasi, serta
pusat pengembangan industri kerajinan, perdagangan dan

jasa;
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b. Kabupaten Tasikmalaya, diarahkan untuk kegiatan
pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan,
agroindustri, perikanan dan industri pengolahan perikanan,
pusat pengembangan industri kerajinan, wisata alam, serta
kegiatan pertambangan mineral logam dan non-logam;

c. Kabupaten Garut, diarahkan untuk kegiatan dan industri
pengolahan pertanian, perkebunan, kehutanan,
peternakan, perikanan, wisata alam dan minat khusus,
serta kegiatan pertambangan mineral logam dan non-
logam serta pengembangan sarana dan prasarana yang
terintegrasi, serta kegiatan wisata minat khusus di PKWp
Rancabuaya;

d. Kabupaten Ciamis, diarahkan untuk kegiatan dan industri
pengolahan pertanian, perkebunan, kehutanan,
peternakan, perikanan, wisata pantai, serta kegiatan
pertambangan mineral non-logam serta penyediaan sarana
dan prasarana PKW Pangandaran yang terintegrasi serta
pengembangan PKNp Pangandaran sebagai daerah tujuan
wisata nasional dan internasional;

e. Kota Banjar, diarahkan sebagai PKWp dengan sarana dan
prasarana perkotaan yang terintegrasi, kegiatan
perdagangan, jasa, dan sebagai pintu gerbang Daerah
berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah.

(3) Rencana pengembangan infrastruktur wilayah di WP Priangan
Timur-Pangandaran, terdiri atas:

a. Pengembangan infrastruktur jalan mencakup peningkatan
kapasitas dan kondisi ruas jalan strategis;

b. Pengembangan infrastruktur perhubungan, meliputi:
1. Pengelolaan Terminal Tipe A di Kota Tasikmalaya;

2. Optimalisasi fungsi Bandara Nusawiru di Pangandaran
sebagai Pusat Persebaran Tersier dan Pangkalan Udara
Cibeureum di Kabupaten Tasikmalaya;

3. Reaktivasi jalur KA Antar Kota Banjar-Cijulang;
4. Reaktivasi jalur KA Cikajang-Cibatu;

5. Pembangunan dan peningkatan sitem jaringan jalur KA
lintas utara-selatan antara Galunggung-Tasikmalaya
dan

6. Peningkatan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
c. Pengembangan infrastruktur sumberdaya air, meliputi:

1. Pembangunan Waduk Cibatarua di Kabupaten Garut,
Waduk Lapangan Gagah Jurit, Sukahurip, Hyang,
Cikembang dan Leuwikeris di Kabupaten Ciamis, dan
Waduk Ciwulan di Kabupaten Tasikmalaya;

2. Revitalisasi dan optimalisasi fungsi waduk dan
danau/situ;

3. Pengembangan infrastruktur pengendali banjir;

4. Pembangunan Daerah Irigasi Leuwigoong di Kabupaten
Garut; dan
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5. Peningkatan kondisi jaringan irigasi.
Pengembangan infrastruktur energi, meliputi :

1. Pengembangan pemanfaatan sumber energi panas
bumi Kawah Drajat, Kawah Kamojang, Papandayan,
Cilayu, Ciarinem, Cikuray dan Guntur Masigit di
Kabupaten Garut dan sebagian Kabupaten Bandung,
Gunung Sawal Kabupaten Ciamis, Karaha Bodas,
Gunung Galunggung, Cipacing, Ciheras, Cigunung,
Cibalong, Cipanas-Ciawi dan Cakrabuana di Kabupaten
Tasikmalaya;

2. Pengembangan pemanfaatan energi terbarukan berupa
energi air skala kecil, energi surya, energi angin dan
bio-energi;

3. Pengembangan infrastruktur pemanfaatan gas alam;
dan

4. Pengembangan Desa mandiri energi.
Pengembangan infrastruktur telekomunikasi.
Pengembangan infrastruktur permukiman, terdiri atas :
1. Pengembangan permukiman perkotaan, meliputi:

a) Pengembangan kawasan siap bangun dan
lingkungan siap bangun;

b) Pengembangan sistem pelayanan air bersih;

c) Peningkatan sistem pengelolaan air limbah di
Pangandaran, Kota Tasikmalaya dan Kota Banjar;

d) Penataan permukiman kumuh;
e) Penataan jaringan drainase perkotaan;

f) Pembangunan kawasan olahraga di PKW dan sarana
olahraga di PKL;

g) Pembangunan Rumah Sakit Tipe B di PKW dan
Rumah Sakit Tipe C di PKL;

h) Pembangunan pusat kebudayaan di PKNp; dan

i) Pembangunan pusat rekreasi terpadu skala nasional
dan internasional di PKNp.

2. Pengembangan permukiman perdesaan, meliputi:

a) Peningkatan infrastruktur dasar permukiman di desa
tertinggal, desa terpencil, permukiman kumuh
nelayan, desa di wilayah perbatasan dengan
Provinsi Jawa Tengah dan kawasan rawan bencana;

b) Penataan kawasan permukiman perdesaan dengan
prinsip konservasi dan penanggulangan bencana;

c) Pembangunan sarana olahraga dan pusat kegiatan
belajar; dan

d) Pembangunan Puskesmas.
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Bagian Kelima
WP Sukabumi dan Sekitarnya
Pasal 58

(1) Sektor unggulan yang dapat dikembangkan di WP Sukabumi
dan sekitarnya, meliputi peternakan, pertanian, perkebunan,
perikanan tangkap, pariwisata, industri pengolahan dan bisnis
kelautan, serta pertambangan mineral.

(2) Fokus pengembangan WP Sukabumi dan sekitarnya, meliputi:

a.

Kota Sukabumi, diarahkan untuk pengembangan pusat
pengolahan agribisnis dan peternakan, agropolitan, wisata
agro, industri non-polutif dan tidak mengganggu resapan
air, serta perdagangan dan jasa yang mendukung fungsi
PKW Sukabumi;

. Kabupaten Sukabumi, diarahkan untuk pengembangan

agribisnis, pengembangan kawasan penggembalaan umum
ternak ruminansia, wisata pantai, wisata agro, wisata minat
khusus, industri non-polutif dan tidak mengganggu resapan
air, perdagangan dan jasa yang mendukung fungsi PKW
Palabuhanratu dan simpul layanan wilayah sekitarnya,
pengembangan  wilayah pesisir  selatan melalui
pengembangan wisata pantai dan minat khusus serta
perikanan tangkap, serta pertambangan mineral logam dan
non-logam serta pengembangan sarana dan prasarana yang
terintegrasi yang diarahkan untuk kegiatan bisnis kelautan
skala nasional dan internasional di PKNp Palabuhanratu;
dan

Kabupaten Cianjur, diarahkan untuk pengembangan
agribisnis, pertanian, perkebunan, kehutanan,
pengembangan kawasan penggembalaan umum ternak
ruminansia, wisata agro, wisata alam, industri kreatif,
pengembangan wilayah pesisir untuk perikanan tangkap,
wisata minat khusus, serta pertambangan mineral logam
dan non-logam.

(3) Rencana pengembangan infrastruktur wilayah di WP Sukabumi
dan sekitarnya, terdiri atas:

a.

b.

Pengembangan infrastruktur jalan, meliputi:

1. Pembangunan Jalan Lingkar Sukabumi di Kabupaten
Sukabumi dan Kota Sukabumi, serta jalan lingkar
Cianjur di Kabupaten Cianjur; dan

2. Peningkatan kapasitas dan kondisi ruas jalan strategis.
Pengembangan infrastruktur perhubungan, meliputi:

1. Pembangunan Terminal Tipe A di Kota Sukabumi dan
Terminal Tipe B di Palabuhanratu;

2. Peningkatan kapasitas pelabuhan laut perikanan
samudera di Palabuhanratu;

3. Peningkatan sarana dan prasarana lalulintas angkutan
jalan dan alur pelayaran di wilayah Sukabumi Selatan;
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Pembangunan Pangkalan Udara Citarate di Kabupaten
Sukabumi;

Pembangunan dan peningkatan sistem jaringan jalur KA
lintas utara-selatan yang menghubungkan kota-kota
Bogor-Sukabumi-Cianjur-Padalarang;dan

Peningkatan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

Pengembangan infrastruktur sumberdaya air, meliputi:

1.

2.
3.
4.

Pembangunan Waduk Citepus, Waduk Ciletuh, Waduk
Cikarang, Waduk Cikaso, Waduk Warungkiara dan
Waduk Cibareno di Kabupaten Sukabumi, serta Waduk
Cibuni dan Waduk Cimaskara di Kabupaten Cianjur;

Revitalisasi dan optimalisasi fungsi situ dan embung;
Pengembangan infrastruktur pengendali banjir; dan
Peningkatan kondisi jaringan irigasi.

Pengembangan infrastruktur energi, meliputi :

1.

6.

Pengembangan PLTA pump storage Cisokan di
Kabupaten Cianjur;

Pengembangan lapangan panas bumi  Cisolok-
Cisukarame di Kabupaten Sukabumi; dan  prospek
panas bumi di Tanggeung-Cibungur dan Cipanas-Pacet
di Kabupaten Cianjur;

Pengembangan pemanfaatan energi terbarukan berupa
energi air skala kecil, energi surya, energi angin dan
bio-energi;

Pengembangan pemanfaatan batubara untuk
pembangkit listrik;

Pengembangan infrastruktur pemanfaatan gas alam;
dan

Pengembangan Desa mandiri energi.

Pengembangan infrastruktur telekomunikasi perdesaan.

Pengembangan infrastruktur permukiman, terdiri atas :

1.

Pengembangan permukiman perkotaan, meliputi:

a) Pengembangan kawasan siap bangun dan
lingkungan siap bangun di Kabupaten Sukabumi,
Kota Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur;

b) Pengembangan sistem pelayanan air bersih di
Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur dan Kota
Sukabumi;

c) Peningkatan sistem pengelolaan air limbah di
Palabuhanratu dan Kota Sukabumi;

d) Pengembangan permukiman perkotaan yang
memperhatikan prinsip konservasi;

e) Penataan permukiman kumuh;

f) Penyediaan TPA sampah regional di Kabupaten
Sukabumi;

g) Penataan jaringan drainase perkotaan;
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h) Pembangunan kawasan olahraga di PKW dan
sarana olahraga di PKL;

i) Pembangunan Rumah Sakit Tipe A di PKNp, Rumah
Sakit Tipe B di PKW, dan Rumah Sakit Tipe C di
PKL;

j) Pembangunan pusat kebudayaan di PKW dan
PKNp;

k) Pembangunan pasar induk regional di
Palabuhanratu; dan

l) Pembangunan pusat bisnis kelautan di PKNp.
Pengembangan permukiman perdesaan, meliputi:

a) Peningkatan infrastruktur dasar permukiman di
desa tertinggal, desa terpencil, desa perbatasan
dengan Provinsi Banten, permukiman kumuh
nelayan, dan kawasan rawan bencana;

b) Penataan kawasan permukiman perdesaan dengan
prinsip konservasi dan penanggulangan bencana;

c) Pembangunan sarana olahraga dan pusat kegiatan
belajar; dan

d) Pembangunan Puskesmas.

g. Pembangunan Kawasan Industri Ciambar di Kabupaten

Sukabumi.

Bagian Keenam
WP KK Cekungan Bandung
Pasal 59

(1) Sektor unggulan yang dapat dikembangkan di WP KK
Cekungan Bandung meliputi pertanian, hortikultura, industri
non-polutif, industri kreatif, perdagangan, jasa, pariwisata dan
perkebunan, dengan meningkatkan manajemen pembangunan
yang berkarakter lintas kabupaten/kota yang secara kolektif
berbagi peran membangun dan mempercepat perwujudan
PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya.

(2)

Fokus pengembangan WP KK Cekungan Bandung, mencakup :

a.

Kota Bandung, diarahkan sebagai kota inti dari PKN dengan
kegiatan utama perdagangan dan jasa, industri kreatif dan
teknologi tinggi, dan pariwisata;

. Kabupaten Bandung, diarahkan sebagai bagian dari PKN,
dengan kegiatan utama industri non-polutif, agro industri,
wisata alam, pertanian dan perkebunan;

Kabupaten Bandung Barat, diarahkan sebagai bagian dari
PKN dengan kegiatan utama industri non-polutif, pertanian,
industri kreatif dan teknologi tinggi;

. Kota Cimahi, diarahkan sebagai kota inti dari PKN dengan
kegiatan utama perdagangan dan jasa, industri kreatif,
teknologi tinggi dan industri non-polutif; dan
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e. Kabupaten Sumedang, diarahkan sebagai PKL, dilengkapi
sarana dan prasarana pendukung, serta pusat pendidikan
tinggi di kawasan Jatinangor, agrobisnis, dan industri non-
polutif.

(3) Rencana pengembangan infrastruktur wilayah di WP KK

Cekungan Bandung, terdiri atas :

a. Pengembangan infrastruktur jalan, meliputi:

1. Pembangunan jalan tol Soreang-Pasirkoja, jalan tol dalam
Kota Bandung (Terusan Pasteur-Ujungberung-Cileunyi)
dan Ujungberung-Gedebage-Majalaya;

2. Pembangunan jalan lingkar Majalaya dan Banjaran di
Kabupaten Bandung;
3. Pembangunan jalan alternatif Bandung-Lembang; dan
4. Peningkatan kapasitas dan kondisi ruas jalan strategis.
b. Pengembangan infrastruktur perhubungan, meliputi:
1. Pembangunan jalur ganda KA Perkotaan Kiaracondong-
Rancaekek-Cicalengka;

2. Elektrifikasi  jalur KA  Perkotaan Padalarang-
Kiaracondong- Cicalengka;

3. Reaktivasi jalur KA Perkotaan Rancaekek-Jatinangor-
Tanjungsari;

4. Reaktivasi jalur KA Perkotaan Cikudapateuh-Soreang-
Ciwidey;

5. Pembangunan/pengembangan KA perkotaan di Kota
Bandung;

6. Pembangunan DT Bandung Urban Railway Transport
Development, Electrification = Padalarang-Cicalengka
Line;

7. Pembangunan Terminal Tipe A;

8. Pengembangan sistem angkutan umum massal
perkotaan;

9. Optimalisasi fungsi Bandara Husein Sastranegara
sebagai Pusat Persebaran Tersier; dan

10. Peningkatan prasarana lalulintas dan angkutan jalan.
c. Pengembangan infrastruktur sumberdaya air, meliputi :
a) Pembangunan Waduk Sukawana, Santosa, Ciwidey,

Cimeta, Cikapundung, Citarik dan Tegalluar di Kabupaten
Bandung;

b) Revitalisasi dan optimalisasi fungsi waduk dan
danau/situ;

¢) Pengembangan infrastruktur pengendali banjir; dan
d) Peningkatan kondisi jaringan irigasi.
d. Pengembangan infrastruktur energi, meliputi :

1. Peningkatan energi panas bumi di Cibuni, Patuha,
Wayang Windu, Kamojang, Papandayan, Tampomas,
Gunung Malabar di Kabupaten Bandung dan
Tangkubanparahu di Kabupaten Bandung Barat;
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2. Pengembangan energi dari sampah TPA di WP KK
Cekungan Bandung;

3. Pengembangan pemanfaatan energi terbarukan berupa
energi air skala kecil, energi surya, energi angin dan bio-
energi;

4. Pengembangan jaringan pipanisasi gas regional dan gas
kota di WP KK Cekungan Bandung;

5. Pemanfaatan batubara untuk industri; dan
6. Pengembangan Desa mandiri energi.

e. Pengembangan infrastruktur permukiman, terdiri atas:
1. Pengembangan permukiman perkotaan, meliputi:

a) Pengembangan hunian vertikal terutama di kawasan
perkotaan, industri dan pendidikan, khususnya di
Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi
dan Jatinangor di Kabupaten Sumedang;

b) Pengembangan  Kawasan  Pendidikan  Tinggi
Jatinangor di Kabupaten Sumedang;

c) Pengembangan kawasan siap bangun dan
lingkungan siap bangun di Kabupaten Bandung
Barat dan Kabupaten Sumedang;

d) Peningkatan pengelolaan persampahan, revitalisasi
TPA Leuwigajah, optimalisasi TPK Sarimukti, dan
operasionalisasi Tempat Pengolahan dan
Pemrosesan Akhir Sampah Regional Legok Nangka;

e) Peningkatan pelayanan air bersih;

f) Peningkatan pengolahan air limbah;
g) Penataan permukiman kumuh;

h) Penataan jaringan drainase perkotaan;

i) Pembangunan kawasan olahraga terpadu di PKN
dan PKW dan sarana olahraga di PKL;

j) Pembangunan Rumah Sakit Tipe A di PKN, Rumah
Sakit Tipe B di PKW dan Rumah Sakit Tipe C di PKL;
dan

k) Pembangunan pusat kebudayaan di PKN dan PKW.
2. Pengembangan permukiman perdesaan meliputi:

a) Peningkatan infrastruktur dasar permukiman di desa
tertinggal, desa terpencil, dan kawasan rawan
bencana;

b) Penataan kawasan permukiman perdesaan dengan
prinsip konservasi terutama di WP KK Cekungan
Bandung bagian utara dan selatan;

c) Pembangunan sarana olahraga dan pusat kegiatan
belajar; dan

d) Pembangunan Puskesmas.

f. Pengembangan Kawasan Industri Rancaekek, terletak di
Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Bandung.
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Bagian Ketujuh
Keterkaitan Fungsional Antar WP
Pasal 60

Rencana keterkaitan fungsional antar WP dalam pembangunan
dan peningkatan infrastruktur wilayah, terdiri atas :

a. WP Bodebekpunjur-WP Purwasuka-WP KK Cekungan Bandung
-WP Ciayumajakuning, meliputi :

1. Pembangunan jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan
(Cisumdawu) dan jalan Tol Cikopo/Cikampek-Palimanan
(Cikapali);

2. Pembangunan jalan kolektor primer lintas utara;
3. Peningkatan kapasitas dan kondisi ruas jalan strategis;

4. Pembangunan jalur KA Antar Kota Rancaekek-Jatinangor-
Tanjungsari-Kertajati-Kadipaten-Cirebon;

5. Peningkatan keandalan sistem jaringan jalur KA lintas
selatan yang menghubungkan kota-kota Purwakarta-
Bandung;

6. Pembangunan jalur KA cepat lintas Jakarta-Bandung;

7. Pembangunan rel ganda parsial jalur KA Cisomang-
Cikadondong;

8. Peningkatan kondisi jaringan irigasi di bagian utara; dan

9. Pembangunan pipanisasi gas alam jalur South Sumatera
West Java (SSWJ) dan T7rans Line Jawa Barat.

b. WP Ciayumajakuning-WP KK Cekungan Bandung -WP Priangan
Timur-Pangandaran, meliputi :

1. Pembangunan jalan Tol Cileunyi-Nagreg-Ciamis-Banjar;

2. Peningkatan keandalan sistem jaringan jalur KA lintas
selatan yang menghubungkan kota-kota Bandung-
Tasikmalaya-Banjar;

3. Peningkatan jalan poros timur di jalur Pangandaran-
Ciamis-Cikijing-Cirebon; dan
4. Peningkatan kapasitas dan kondisi ruas jalan strategis.

c. WP KK Cekungan Bandung -WP Sukabumi dan sekitarnya- WP
Priangan Timur-Pangandaran, meliputi :

1. Pembangunan jalan lintas selatan;

2. Peningkatan status jalan lintas selatan menjadi jalan
nasional;

3. Peningkatan kapasitas dan kondisi ruas jalan strategis;

4. Penyelesaian penanganan jalan dan jembatan di bagian
selatan; dan

5. Pembangunan jalan poros tengah di jalur Bandung-
Pangalengan-Rancabuaya.

d. WP Bodebekpunjur-WP KK Cekungan Bandung -WP Sukabumi
dan sekitarnya, meliputi :
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. Pembangunan jalan Tol Ciawi-Sukabumi, jalan Tol

Sukabumi-Ciranjang, dan jalan Tol Ciranjang-Padalarang;
Peningkatan kapasitas dan kondisi ruas jalan strategis;

3. Pembangunan jalan poros barat di jalur Palabuhanratu-

Cikidang-Cibadak-Bogor-Depok-Jakarta; dan
Revitalisasi jalur KA Antar Kota Bandung-Sukabumi-Bogor.

BAB VIII
PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS PROVINSI
Pasal 61

(1) Penetapan KSP dilaksanakan dengan memperhatikan KSN,
yang meliputi:

Se me a0 T o

Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur;

Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung;

Kawasan Fasilitas Uji Terbang Roket Pameungpeuk;
Kawasan Stasiun Pengamat Dirgantara Pameungpeuk;
Kawasan Stasiun Pengamat Dirgantara Tanjung Sari;
Kawasan Stasiun 7elecommand,

Kawasan Stasiun Bumi Penerima Satelit Mikro;

. Kawasan Pangandaran-Kalipucang-Segara Anakan-

Nusakambangan (Pacangsanak); dan
Kawasan SKSD Palapa Klapanunggal.

(2) KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :

a.

T T QaQ Mmoo a0 o
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KSP Bandung Utara;

. KSP Hulu Sungai Citarum;

KSP Bogor-Puncak-Cianjur;

. KSP Jonggol;
. KSP Pangandaran dan sekitarnya;

KSP Sukabumi bagian selatan dsk;

. KSP koridor Bekasi-Cikampek;
. KSP koridor Purwakarta-Padalarang;

KSP pertanian berlahan basah dan beririgasi teknis Pantura
Jawa Barat;

. KSP Bandara Internasional Jawa Barat dan Kertajati

Aerocity;
KSP koridor Bandung-Cirebon;
KSP Garut Selatan dsk;

.KSP Observatorium Bosscha;

. KSP pendidikan Jatinangor;

. KSP perbatasan Jawa Barat-Jawa Tengah;
. KSP Pulau Nusa Manuk-Tasikmalaya;

. KSP pusat pemerintahan Gedung Sate;
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r. KSP kilang minyak Balongan;
s. KSP pesisir Pantura;
t. KSP Panas Bumi Wayang Windu;
u. KSP Panas Bumi Kamojang-Darajat-Papandayan;
Y

. KSP Panas Bumi dan Pertambangan Mineral Bumi Gunung
Salak-Pongkor;

w. KSP Panas Bumi Sangkanhurip; dan
X. KSP Panas Bumi Gunung Gede-Pangrango.

(3) Rencana Tata Ruang KSP sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(4) Arahan pengembangan KSP sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) tercantum dalam Lampiran VIII, yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH
Pasal 62
(1) Arahan pemanfaatan ruang wilayah ditujukan untuk :

a. Perwujudan struktur ruang, meliputi :

1. Pengembangan infrastruktur strategis;

2. Perwujudan ruang untuk kawasan perkotaan; dan

3. Perwujudan ruang untuk kawasan perdesaan.
b. Perwujudan pola ruang, meliputi :

1. Pencapaian kawasan lindung 45 %;

2. Penyediaan ruang ketahanan pangan;

3. Pelaksanaan prinsip mitigasi bencana; dan

4. Perwujudan ruang investasi sektor perekonomian.
c. Pentahapan pengembangan KSP.

(2) Arahan pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX, yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB X
ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 63

Arahan pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan melalui
penetapan :

a. Arahan Peraturan Zonasi Sistem Provinsi
b. Arahan Perizinan

c. Arahan Pemberian Insentif dan Disinsentif
d. Arahan Sanksi
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Paragraf 1
Arahan Peraturan Zonasi Sistem Provinsi

Pasal 64
Peraturan zonasi sistem provinsi sebagaimana dimaksud Pasal
63 huruf a yang memuat arahan zonasi struktur ruang untuk
sistem perkotaan dan infrastruktur wilayah serta arahan zonasi
pola ruang untuk kawasan lindung dan kawasan budidaya,
digunakan sebagai pedoman bagi Daerah dan Kabupaten/Kota
dalam menyusun peraturan zonasi.

Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan
Daerah Kabupaten/Kota sesuai kewenangan, berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Arahan Zonasi Struktur Ruang
Pasal 65

Arahan zonasi struktur ruang untuk sistem perkotaan dan sistem
infrastruktur wilayah, disusun dengan memperhatikan :

a.

Pengendalian pemanfaatan ruang di sekitar jaringan
infrastruktur wilayah nasional dan Daerah, serta untuk
mendukung berfungsinya sistem perkotaan nasional dan
Daerah;

. Ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang yang menyebabkan

gangguan terhadap fungsi sistem perkotaan dan sistem
infrastruktur wilayah nasional dan Daerah;

. Pembatasan intensitas pemanfaatan ruang agar tidak

mengganggu fungsi sistem perkotaan dan sistem infrastruktur
wilayah nasional dan Daerah.

Pasal 66

(1) Arahan zonasi untuk PKN dan PKNp disusun dengan

memperhatikan:

a. pengendalian pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi
berskala nasional dan regional/antar provinsi; dan

b. pengembangan fungsi kawasan perkotaan sebagai pusat
permukiman dengan intensitas pemanfaatan ruang tingkat
menengah hingga tinggi yang berkelanjutan, melalui
pengembangan hunian vertikal guna efisiensi lahan.

(2) Arahan zonasi untuk PKW dan PKWp disusun dengan

memperhatikan:

a. Pengendalian pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi
antar kabupaten/kota; dan

b. pengembangan fungsi kawasan perkotaan sebagai pusat
permukiman dengan intensitas pemanfaatan ruang tingkat
menengah yang berkelanjutan, melalui pengendalian
pengembangan hunian horisontal.
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Arahan zonasi untuk PKL disusun dengan memperhatikan
pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi berskala
kabupaten/kota, yang didukung dengan fasilitas dan
infrastruktur perkotaan.

Pasal 67

Arahan zonasi untuk jaringan jalan provinsi disusun
dengan memperhatikan :

a. Pengendalian pemanfaatan ruang di sepanjang jalan
provinsi dengan tingkat intensitas menengah hingga
tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya
dibatasi;

b. perlindungan terhadap fungsi kawasan lindung;
perlindungan terhadap kawasan pertanian pangan;

d. ketentuan pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi
lindung di sepanjang sisi jalan provinsi; dan

e. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan provinsi
yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan.

Arahan zonasi untuk jaringan jalur kereta api disusun
dengan memperhatikan :

a. pengendalian pemanfaatan ruang di sepanjang sisi
jaringan jalur kereta api, dilakukan dengan intensitas
menengah  hingga tinggi yang kecenderungan
pengembangan ruangnya dibatasi;

b. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang pengawasan
jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan
operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian;

C. pembatasan pemanfaatan ruang yang peka terhadap
dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di
sepanjang jalur kereta api;

d. pembatasan jumlah perlintasan sebidang antara jaringan
jalur kereta api dan jalan; dan

e. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur
kereta api dengan memperhatikan dampak lingkungan
dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api.

(3) Arahan zonasi untuk jaringan transportasi sungai, danau

dan penyeberangan disusun dengan memperhatikan :

a. ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat mengganggu
keselamatan dan keamanan pelayaran;

b. ketentuan pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di
atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur
pelayaran sungai, danau dan penyeberangan;

c. ketentuan pelarangan kegiatan di bawah perairan yang
berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai,
danau dan penyeberangan; dan
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pembatasan pemanfaatan perairan yang berdampak pada
keberadaan alur pelayaran sungai, danau dan
penyeberangan, termasuk pemanfaatan ruang di
pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan.

(4) Arahan zonasi untuk pelabuhan disusun dengan
memperhatikan :

a.

pengendalian pemanfaatan ruang untuk kebutuhan
operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan;

perlindungan terhadap fungsi kawasan lindung;
perlindungan terhadap lahan sawah beririgasi teknis;

ketentuan pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di
atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur
transportasi laut; dan

pembatasan pemanfaatan ruang di lingkungan kerja dan
kepentingan pelabuhan, yang telah mendapatkan izin
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Arahan zonasi untuk alur pelayaran, disusun dengan
memperhatikan :

d.

pengendalian pemanfaatan ruang pada badan air di
sepanjang alur pelayaran sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

pemanfaatan ruang pada kawasan pesisir dan pulau kecil
di sekitar badan air di sepanjang alur pelayaran yang
dilakukan dengan tidak mengganggu aktivitas pelayaran.

(6) Arahan zonasi untuk untuk bandara umum disusun dengan
memperhatikan :

da.

pengendalian pemanfaatan ruang untuk kebutuhan
operasional dan pengembangan kawasan bandara;

perlindungan terhadap fungsi kawasan lindung;
perlindungan terhadap lahan sawah beririgasi teknis;

pemanfaatan ruang di sekitar bandara sesuai dengan
kebutuhan  pengembangan  bandara  berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

penetapan batas-batas kawasan keselamatan operasi
penerbangan dan kawasan kebisingan.

(7) Arahan zonasi untuk untuk sistem jaringan energi disusun
dengan memperhatikan :

a.

pengendalian pemanfaatan ruang di sekitar jaringan pipa
minyak dan gas bumi yang memperhitungkan aspek
keamanan dan keselamatan kawasan di sekitarnya;

pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit listrik yang
memperhitungkan jarak aman dari kegiatan lain; dan

ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang bebas di
sepanjang jalur transmisi sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
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(8) Arahan  zonasi  untuk sistem jaringan telekomunikasi
disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang untuk
penempatan stasiun bumi dan menara pemancar
telekomunikasi secara terpadu yang memperhitungkan aspek
keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya.

Paragraf 3
Arahan Zonasi untuk Kawasan Lindung
Pasal 68

Arahan zonasi untuk kawasan hutan lindung, ditetapkan dengan
memperhatikan :

a. pengendalian pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa
mengubah bentang alam;

b. ketentuan  pelarangan seluruh kegiatan yang berpotensi
mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi.

Pasal 69

Arahan zonasi untuk kawasan resapan air/kawasan imbuhan air
tanah, ditetapkan dengan memperhatikan :

a. pengendalian pemanfaatan ruang secara terbatas untuk
kegiatan budidaya, yang memiliki kemampuan tinggi dalam
menahan limpasan air hujan harus sesuai dengan dayadukung
lingkungan;

b. pemanfaatan ruang wajib memelihara fungsi resapan air;

c. kegiatan penghijauan dan penyediaan sumur resapan dan/atau
waduk pada lahan terbangun yang sudah ada sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;

d. menjaga fungsi hidrogeologis kawasan kars, dengan
memperhatikan pelarangan kegiatan penambangan di kawasan
tersebut;

e. penerapan prinsip kemampuan tinggi dalam menahan limpasan
air hujan (zero delta Q policy) terhadap setiap kegiatan
budidaya terbangun yang diajukan izinnya;

f. ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat mengurangi daya
serap tanah terhadap air;
g. ketentuan pelarangan pemanfaatan hasil tegakan;

h. ketentuan pelarangan kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat
mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah,
fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta fungsi
lingkungan hidup; dan

i. ketentuan pelarangan kegiatan yang merusak kualitas dan
kuantitas air, kondisi fisik kawasan, dan daerah tangkapan air.

Pasal 70

Arahan zonasi untuk kawasan sempadan pantai, ditetapkan
dengan memperhatikan :
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a. Penetapan lebar sempadan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

b. pemanfaatan ruang untuk RTH;

C. pengembangan struktur alami dan buatan untuk mencegah
abrasi, akresi dan intrusi air laut;

d. ketentuan tanah timbul sebagai lahan milik negara dan
merupakan lahan bebas, diperuntukkan bagi perluasan
kawasan lindung;

e. pelarangan membuang secara langsung limbah padat, limbah
cair, limbah gas dan limbah B3; dan

f. ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat menurunkan fungsi
ekologis dan estetika kawasan dengan mengubah dan/atau
merusak bentang alam, kelestarian fungsi pantai dan akses
terhadap kawasan sempadan pantai.

Pasal 71
Arahan zonasi untuk kawasan sempadan sungai dan kawasan
sekitar waduk dan danau/sity, ditetapkan dengan

memperhatikan :

a. Penetapan lebar sempadan sungai, waduk/situ sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. pemanfaatan ruang untuk RTH;

c. ketentuan perizinan bangunan hanya untuk pengelolaan badan
air atau pemanfaatan air;

d. ketentuan tanah timbul sebagai lahan milik negara dan
merupakan lahan bebas, diperuntukkan bagi perluasan
kawasan lindung;

e. ketentuan pelarangan membuang secara langsung limbah
padat, limbah cair, limbah gas dan limbah B3;

f. ketentuan pengendalian budidaya perikanan air tawar sesuai
dayadukung dan dayatampung sungai dan waduk/situ; dan

g. ketentuan pelarangan kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat
mengganggu kelestarian sumberdaya air, keseimbangan fungsi
lindung, kelestarian flora dan fauna, serta pemanfaatan hasil
tegakan.

Pasal 72

Arahan zonasi untuk kawasan sekitar mata air, ditetapkan
dengan memperhatikan :

a. pemanfaatan ruang untuk RTH;

b. penetapan lebar sempadan mata air sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;

c. pelarangan membuang secara langsung limbah padat, limbah
cair, limbah gas dan limbah B3;
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d. ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat menurunkan fungsi
ekologis dan estetika kawasan dengan mengubah dan/atau
merusak bentang alam serta kelestarian fungsi mata air
termasuk akses terhadap kawasan mata air;

e. ketentuan pelarangan kegiatan pemanfaatan di sempadan
mata air dalam radius 200 meter dari lokasi pemunculan mata
air; dan

f. ketentuan pelarangan kegiatan yang mengubah dan/atau
merusak kondisi fisik kawasan mata air serta kelestarian mata
air.

Pasal 73

Arahan zonasi untuk RTH kota, ditetapkan dengan
memperhatikan:

a. Penetapan luas RTH sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;

b. pemanfaatan RTH sebagai fungsi ekologis, sosial, estetika dan
edukasi;

c. ketentuan pelarangan kegiatan yang mengubah dan/atau
merusak RTH;

d. ketentuan pendirian bangunan yang menunjang kegiatan
rekreasi dan fasilitas umum lainnya; dan

e. ketentuan pelarangan pendirian bangunan yang bersifat
permanen, selain ketentuan pada huruf d.

Pasal 74

Arahan zonasi untuk kawasan cagar alam dan suaka margasatwa,
ditetapkan dengan memperhatikan :

a. ketentuan pemanfaatan ruang untuk penelitian, pendidikan dan
wisata alam;

b. ketentuan pelarangan kegiatan selain ketentuan pada huruf a;

c. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan
penelitian, pendidikan dan wisata alam;

d. ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain ketentuan
pada huruf ¢; dan

e. ketentuan pelarangan terhadap penanaman flora dan
pelepasan satwa yang bukan merupakan flora dan satwa
dalam kawasan.

Pasal 75

Arahan zonasi untuk kawasan suaka alam dan suaka alam laut,
ditetapkan dengan memperhatikan:

a. pengendalian pemanfaatan ruang untuk kegiatan wisata alam;
b. ketentuan pembatasan pemanfaatan sumberdaya alam;
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c. ketentuan pelarangan kegiatan pemanfaatan biota yang
dilindungi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan

d. ketentuan pelarangan kegiatan yang mengubah bentang alam
dan ekosistem.

Pasal 76

Arahan zonasi untuk kawasan mangrove, ditetapkan dengan
memperhatikan :

a. pengendalian pemanfaatan ruang untuk pendidikan, penelitian,
dan wisata alam;

b. ketentuan pelarangan pemanfaatan kayu mangrove dan
vegetasi pantai;

c. ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat merusak,
mengurangi luas dan/atau mencemari ekosistem mangrove
dan vegetasi pantai; dan

d. ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat mengganggu
fungsi ekosistem mangrove, vegetasi pantai dan/atau tempat
perkembangbiakan biota laut.

Pasal 77

Arahan  zonasi  untuk kawasan taman nasional, ditetapkan
dengan memperhatikan :

a. pengendalian pemanfaatan ruang untuk pendidikan, penelitian
dan wisata alam tanpa mengubah bentang alam;

b. ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat mengubah bentang
alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi
hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian fungsi
lingkungan hidup; dan

C. penetapan zonasi penataan kawasan sesuai karakteristik
pengelolaannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 78

Arahan zonasi untuk kawasan taman hutan raya, ditetapkan
dengan memperhatikan :

a. pengendalian pemanfaatan ruang untuk penelitian, pendidikan
dan wisata alam;

b. ketentuan pelarangan kegiatan selain ketentuan pada
huruf a;

c. ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat mengganggu
bentang alam dan merusak koleksi tumbuhan dan satwa; dan

d. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan
penelitian, pendidikan dan wisata alam.
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Pasal 79

Arahan zonasi untuk kawasan taman wisata alam, ditetapkan
dengan memperhatikan :

a. pengendalian pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa
mengubah bentang alam;

b. ketentuan pelarangan kegiatan selain ketentuan pada huruf a;

c. pendirian bangunan dibatasi untuk menunjang kegiatan wisata
alam, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

d. ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain ketentuan
pada huruf c.

Pasal 80

Arahan zonasi untuk kawasan cagar budaya dan ilmu
pengetahuan, ditetapkan dengan memperhatikan :

a. pengendalian pemanfaatan ruang untuk pendidikan, penelitian,
dan pariwisata;

b. ketentuan pelarangan kegiatan dan pendirian bangunan yang
tidak sesuai dengan fungsi kawasan;

c. ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat merusak cagar
budaya;

d. ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat mengubah
bentukan geologi tertentu yang mempunyai manfaat untuk
pengembangan ilmu pengetahuan; dan

e. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang yang mengganggu
kelestarian lingkungan di sekitar cagar budaya dan ilmu
pengetahuan, meliputi peninggalan sejarah, bangunan
arkeologi, monumen nasional, serta wilayah dengan bentukan
geologi tertentu.

Pasal 81

(1) Arahan zonasi untuk kawasan rawan longsor, ditetapkan
dengan memperhatikan :

a. pengendalian pemanfaatan ruang dengan
mempertimbangkan tipologi dan tingkat kerawanan atau
risiko bencana;

b. penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman
penduduk serta penentuan relokasi untuk kawasan rawan
longsor dengan kerentanan tinggi, baik sebelum dan setelah
bencana; dan

C. pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk pemantauan
ancaman bencana.

(2) Arahan zonasi untuk kawasan rawan longsor dengan tingkat
kerawanan tinggi (kemiringan lebih besar dari 40%),
ditetapkan dengan memperhatikan :

a. ketentuan pelarangan adanya kegiatan permukiman
terutama pada kemiringan lebih besar dari 40%, tikungan
sungai, serta alur sungai kering di daerah pegunungan; dan
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b. ketentuan  pelarangan  melakukan penggalian dan
pemotongan lereng.

(3) Arahan zonasi untuk kawasan rawan longsor dengan tingkat
kerawanan sedang (kemiringan 20% sampai dengan 40%),
ditetapkan dengan memperhatikan :

a. ketentuan pelarangan membangun industri/pabrik;

b. izin pengembangan hunian terbatas, transportasi lokal dan
wisata alam dengan ketentuan tidak mengganggu
kestabilan lereng dan lingkungan, menerapkan sistem
drainase yang tepat, meminimalkan pembebanan pada
lereng, memperkecil kemiringan lereng, pembangunan jalan
mengikuti kontur lereng dan mengosongkan lereng dari
kegiatan manusia;

c. memperbolehkan  kegiatan pertanian, perkebunan,
perikanan, hutan kota dan hutan produksi dengan
penanaman vegetasi yang tepat, sistem terasering dan
drainase yang tepat, transportasi untuk kendaraan roda
empat ringan hingga sedang, kegiatan peternakan dengan
sistem kandang, menghindari pemotongan dan penggalian
lereng, serta mengosongkan lereng dari kegiatan manusia;
dan

d. kegiatan pertambangan diperbolehkan untuk bahan galian
golongan ¢, dengan memperhatikan kestabilan lereng dan
didukung upaya reklamasi lereng.

(4) Arahan zonasi untuk kawasan rawan longsor dengan tingkat
kerawanan rendah (kemiringan lebih kecil dari 20%),
ditetapkan sebagai kawasan tidak layak untuk industri, namun
dapat digunakan untuk kegiatan budidaya lainnya dengan
mengikuti persyaratan pencegahan longsor.

Pasal 82

Arahan zonasi untuk kawasan rawan gelombang pasang,
ditetapkan dengan memperhatikan :

a. pengendalian pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan
karakteristik, jenis, dan ancaman bencana; dan

b. pengendalian bangunan kecuali pendirian bangunan untuk
kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan
umum.

Pasal 83

Arahan zonasi untuk kawasan rawan banijir, ditetapkan dengan
memperhatikan :

a. penetapan batas dataran banjir;

b. pemanfaatan dataran banjir bagi RTH dan pengendalian
pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah;

c. ketentuan mengenai pelarangan kegiatan untuk fasilitas umum;
dan

d. pengendalian permukiman di kawasan rawan banijir.
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Pasal 84

(1) Arahan zonasi untuk kawasan cagar alam geologi, ditetapkan
dengan memperhatikan :

a.

b.

C.

penetapan wilayah yang secara geologis tertutup bagi
pengembangan wilayah yang membahayakan kehidupan
manusia dan kelestarian peninggalan proses geologi;

pengendalian pemanfaatan ruang hanya untuk
pertimbangan geologi terhadap setiap pengembangan
wilayah; dan

ketentuan pelarangan pendirian bangunan permanen,
prasarana umum dan permukiman penduduk.

(2) Arahan zonasi untuk kawasan Kkars, ditetapkan dengan
memperhatikan :

a.

penetapan kawasan dalam perlindungan tata air dan
kelestarian sumber air;

pengendalian izin kegiatan wisata alam, pendidikan,
penelitan  dalam rangka mengembangkan  ilmu
pengetahuan; dan

ketentuan pelarangan kegiatan pemanfaatan ruang yang
mengubah dan/atau merusak bentang alam.

Pasal 85

Arahan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam geologi,
ditetapkan dengan memperhatikan :

a. pengendalian pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan
karakteristik, jenis, dan ancaman bencana;

b. penetapan mitigasi bencana, melalui penentuan lokasi dan
jalur evakuasi dari permukiman penduduk; dan

c. pengendalian pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan
pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum.

Pasal 86

(1) Kawasan rawan bencana gunung api dapat dikembangkan
untuk kegiatan budidaya dan infrastruktur, sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Zonasi kawasan rawan bencana gunung api yang berisiko
rendah, ditetapkan dengan memperhatikan :

a.

pengendalian izin kegiatan permukiman perkotaan dan
perdesaan;

. pembatasan kegiatan perdagangan dan perkantoran dengan

kepadatan rendah-tinggi;

. persyaratan kegiatan industri dengan konstruksi bangunan

tahan gempa; dan

. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang untuk kegiatan

pertanian lahan basah dan beririgasi serta pertanian tadah
hujan, perikanan, perkebunan, pariwisata agrokultur dan
sosiokultur, serta pertambangan rakyat (batu dan pasir).
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(3) Zonasi kawasan rawan bencana gunung api yang berisiko
sedang, ditetapkan dengan memperhatikan :

a. pengendalian kegiatan permukiman dengan konstruksi
beton bertulang, kepadatan bangunan sedang-rendah, dan
pola permukiman menyebar;

b. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang untuk kegiatan
pertanian lahan basah dan kering, perikanan, perkebunan,
pariwisata biotis dan abiotis, dan pertambangan rakyat
(batu dan pasir); dan

c. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang sebagai
kawasan hutan produksi dan kawasan pemanfaatan hutan.

(4) Zonasi kawasan rawan bencana gunung api yang berisiko
tinggi, ditetapkan dengan peruntukan :

a. sebagai kawasan lindung; dan

b. pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kehutanan dan
pariwisata geofisik.

(5) Kabupaten/Kota yang memiliki kawasan rawan bencana
gunung api, menetapkan dan menandai jalur aliran lahar serta
jalur evakuasi yang harus diketahui penduduk yang terkena
pengaruh bencana gunung api.

Pasal 87

Zonasi kawasan rawan gempa bumi dengan tingkat kerentanan
rendah, sedang dan tinggi, ditetapkan dengan memperhatikan
persyaratan pengembangan kegiatan budidaya dan infrastruktur
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 88

Arahan zonasi untuk kawasan taman buru, ditetapkan dengan
memperhatikan :

a. kegiatan perburuan secara terkendali;
b. penangkapan dan pengembangbiakan satwa untuk perburuan;

c. ketentuan pelarangan perburuan satwa yang tidak ditetapkan
sebagai perburuan;

d. penerapan standar keselamatan bagi pemburu dan masyarakat
di sekitarnya; dan

e. ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi
tempat wisata buru.

Pasal 89

Arahan zonasi untuk kawasan perlindungan plasma nutfah,
ditetapkan dengan memperhatikan :

a. pengendalian pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa
mengubah bentang alam;

b. pelestarian flora, fauna dan ekosistem unik kawasan;
c. pembatasan pemanfaatan sumberdaya alam; dan
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d. ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi
kawasan dalam melindungi plasma/genetik.

Pasal 90

Arahan zonasi untuk kawasan terumbu karang, ditetapkan
dengan memperhatikan :

a. pengendalian pemanfaatan ruang untuk pariwisata bahari;

b. ketentuan pelarangan kegiatan penangkapan ikan dan
pengambilan terumbu karang; dan

c. ketentuan pelarangan kegiatan selain ketentuan pada huruf b
yang dapat menimbulkan pencemaran air dan merusak
ekosistem terumbu karang.

Pasal 91

Arahan zonasi untuk kawasan koridor bagi satwa atau biota
laut yang dilindungi, ditetapkan dengan memperhatikan :

a. pengendalian pemanfaatan ruang untuk kegiatan wisata alam;

b. ketentuan pelarangan penangkapan biota laut yang dilindungi
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

c. pengendalian kegiatan pemanfaatan sumberdaya kelautan
untuk mempertahankan makanan bagi biota laut yang
bermigrasi.

Paragraf 4
Arahan Zonasi Kawasan Budidaya
Pasal 92

Arahan  zonasi untuk kawasan hutan produksi dan hutan
rakyat, ditetapkan dengan memperhatikan :

a. pengendalian pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga
kestabilan neraca sumberdaya kehutanan;

b. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan
pemanfaatan hasil hutan;

c. ketentuan jarak penebangan pohon yang diperbolehkan di
kawasan hutan produksi lebih besar dari 500 meter dari tepi
waduk, lebih besar dari 200 meter dari tepi mata air dan Kiri
kanan sungai di daerah rawa, lebih besar dari 100 meter dari
tepi kiri kanan sungai, 50 meter dari kiri kanan tepi anak
sungai, lebih besar dari 2 kali kedalaman jurang dari tepi
jurang, lebih besar dari 130 kali selisih pasang tertinggi dan
pasang terendah dari tepi pantai;

d. ketentuan penebangan pohon di kawasan hutan rakyat
dilakukan dengan tetap memperhatikan fungsi lindung
kawasan;

e. ketentuan konversi hutan produksi dengan skor lebih kecil dari
124 di luar hutan suaka alam dan hutan konservasi, serta
secara ruang dicadangkan untuk pengembangan infrastruktur,
pertanian dan perkebunan;
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f. ketentuan luas kawasan hutan dalam setiap DAS atau pulau,
paling rendah 30% dari luas daratan; dan

g. ketentuan luas hutan lebih kecil dari 30% perlu menambah luas
hutan, dan luas hutan lebih besar dari 30% tidak boleh secara
bebas mengurangi luas kawasan hutan di kabupaten/kota.

Pasal 93

Arahan zonasi untuk kawasan pertanian pangan, ditetapkan
dengan memperhatikan :

a. pola tanam monokultur, tumpangsari dan tumpang gilir;

b. tindakan konservasi berkaitan dengan vegetatif dan sipil teknis
(pembuatan pematang, terasering dan saluran drainase);

c. ketentuan pelarangan konversi lahan sawah beririgasi teknis
yang telah ditetapkan sebagai lahan sawah berkelanjutan;

d. ketentuan pengendalian secara ketat konversi lahan sawah
beririgasi non teknis, untuk keperluan infrastruktur strategis;
dan

e. ketentuan pelarangan tumbuhnya kegiatan perkotaan di
sepanjang jalur transportasi yang menggunakan lahan sawah
beririgasi teknis yang dikonversi.

Pasal 94

Arahan zonasi untuk kawasan perkebunan, ditetapkan dengan

memperhatikan :

a. ketentuan kemiringan lahan 0% sampai dengan 8% untuk pola
monokultur, tumpangsari, interkultur atau campuran melalui
konservasi vegetatif mencakup tanaman penutup tanah,
penggunaan mulsa, dan pengelolaan tanah minimum;

b. ketentuan kemiringan lahan 8% sampai dengan 15% untuk
pola tanam monokultur, tumpangsari, interkultur atau
campuran, tindakan konservasi vegetatif dan tindakan
konservasi sipil teknis;

c. ketentuan kemiringan lahan 15% sampai dengan 40% untuk
pola tanam monokultur, interkultur atau campuran, melalui
tindakan konservasi vegetatif dan tindakan konservasi sipil
teknis, serta menggunakan tanaman tahunan perkebunan yang
bersifat konservasi; dan

d. ketentuan komoditas berdasarkan kesesuaian lahan, serta luas
minimum dan maksimum penggunaan lahan untuk perkebunan
dan pemberian hak atas areal sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 95

Arahan zonasi untuk kawasan peternakan, ditetapkan dengan
memperhatikan :
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. ketentuan tatacara budidaya ternak yang baik dengan tidak

mengganggu ketertiban umum sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

pengendalian pemanfaatan ruang untuk segala aspek yang
berkaitan dengan peternakan, termasuk penyediaan Ilahan
untuk kawasan penggembalaan umum yang harus
dipertahankan keberadaan dan kemanfaatannya secara
berkelanjutan;

ketentuan perubahan lahan peternakan dan kesehatan hewan
akibat perubahan tata ruang harus disediakan lahan pengganti
terlebih dahulu di tempat lain yang sesuai dengan persyaratan
peternakan dan kesehatan hewan serta agroekosistem, kecuali
dalam hal lahan peternakan dan kesehatan hewan untuk
kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan;

. ketentuan persyaratan baku mutu air yang dipergunakan untuk

kepentingan peternakan dan kesehatan hewan sesuai dengan
peruntukannya;

pengelolaan peternakan dan kesehatan hewan yang
memperhatikan penyakit hewan, cemaran biologik, kimiawi,
fisik, maupun kesalahan dalam pengelolaan dan pengurusan
ternak; dan

pengendalian pemanfaatan ruang untuk pengembangan atau
pengusahaan peternakan bekerjasama dengan pengusahaan
tanaman pangan, holtikultura, perikanan, perkebunan, dan
kehutanan serta bidang lainnya dalam memanfaatkan lahan di
kawasan tersebut sebagai sumber pakan ternak murah.

Pasal 96

Arahan zonasi untuk kawasan pesisir, laut dan pulau kecil
ditetapkan dengan memperhatikan :

a.

pengendalian pemanfaatan ruang untuk permukiman
petani/nelayan dengan kepadatan rendah;

pengendalian pemanfaatan ruang untuk kawasan pemijahan
dan/atau kawasan sabuk hijau;

pengendalian pemanfaatan sumberdaya perikanan tidak
melebihi potensi lestari;

pengendalian kawasan budidaya tambak udang/ikan dengan
atau tanpa unit pengolahannya sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

ketentuan perlindungan alur migrasi ikan dan biota laut;

ketentuan pemanfaatan pulau kecil dan perairan di sekitarnya
untuk tujuan observasi, penelitian dan kompilasi data dalam
rangka pengembangan ilmu pengetahuan waijib melibatkan
lembaga dan/atau instansi terkait dan/atau pakar setempat;

ketentuan memenuhi syarat pengelolaan lingkungan,
memperhatikan kemampuan sistem tata air setempat serta
menggunakan teknologi yang ramah lingkungan untuk kegiatan
selain kegiatan konservasi, pendidikan dan pelatihan, penelitian
dan pengembangan di pulau kecil; dan
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h. ketentuan pemanfaatan barang muatan kapal tenggelam di
wilayah laut kewenangan provinsi, sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 97

Arahan zonasi untuk kawasan perikanan, ditetapkan dengan
memperhatikan :

a. pengendalian pemanfaatan ruang untuk pembudidaya ikan air
tawar dan jaring apung;

b. pengendalian pemanfaatan ruang untuk kawasan penangkapan
ikan di perairan umum;

c. pengendalian pemanfaatan sumberdaya perikanan dengan
memperhatikan kelestariannya; dan

d. pengendalian kawasan budidaya ikan di kolam air tenang,
kolam air deras, kolam jaring apung, sawah dan tambak sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 98

Arahan  zonasi untuk kawasan pertambangan, ditetapkan
dengan memperhatikan :

a. keseimbangan biaya dan manfaat serta keseimbangan risiko
dan manfaat;

b. pengendalian bangunan di sekitar instalasi dan peralatan
kegiatan pertambangan yang berpotensi menimbulkan bahaya
dengan memperhatikan kepentingan wilayah sekitarnya;

c. ketentuan pelarangan kegiatan penambangan terbuka di dalam
kawasan lindung;

d. ketentuan pelarangan kegiatan penambangan di kawasan
rawan bencana dengan tingkat kerentanan tinggi;

e. ketentuan pelarangan  kegiatan  penambangan  yang
menimbulkan kerusakan lingkungan;

f. ketentuan pelarangan lokasi pertambangan pada kawasan
perkotaan;

g. penetapan lokasi pertambangan yang berada pada kawasan
perdesaan harus mematuhi ketentuan mengenai radius
minimum terhadap permukiman dan tidak terletak di daerah
resapan air untuk menjaga kelestarian sumber air dan
kelengkapan lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan

h. ketentuan pelarangan lokasi penggalian pada lereng curam
lebih besar dari 40% dan kemantapan lerengnya kurang stabil,
untuk menghindari bahaya erosi dan longsor.

Pasal 99

(1) Arahan zonasi untuk kawasan industri, ditetapkan dengan
memperhatikan :

a. penetapan persyaratan AMDAL/dokumen lingkungan;
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arahan zonasi peruntukan kawasan industri lainnya yang
mengacu pada standar teknis kawasan industri
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

ketentuan persyaratan pengelolaan limbah sesuai standar
internasional;

penyediaan RTH pada kawasan industri paling sedikit 20%
dari luas kawasan;

ketentuan jarak dari permukiman dan sungai, sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;

lokasi pembangunan perumahan baru bagi pekerja industri
dengan harga terjangkau untuk kawasan industri yang
luasnya lebih dari 200 ha;

ketentuan pelarangan pengembangan kawasan industri
yang menyebabkan kerusakan kawasan resapan air;

ketentuan pelarangan pengambilan air tanah di zona
pemanfaatan air tanah kritis dan rusak; dan

pengembangan kawasan industri yang tidak
mengakibatkan kerusakan atau alih fungsi kawasan
lindung serta pertanian pangan.

(2) Zonasi industri di luar kawasan industri ditetapkan dengan
memperhatikan :

d.

penetapan lokasi sesuai dayadukung dan dayatampung
lingkungan;

ketentuan persyaratan melakukan produksi bersih,
penerapan manajemen quality control, hemat air dan
ramah lingkungan;

kemampuan penggunaan teknologi, potensi sumberdaya
alam dan sumberdaya manusia di sekitarnya;

. penetapan persyaratan AMDAL/dokumen lingkungan;

ketentuan persyaratan pengelolaan limbah berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

penyediaan RTH pada zona industri paling sedikit 30% dari
luas kawasan;

. ketentuan pembatasan pembangunan perumahan baru di

sekitar lokasi industri;

. ketentuan pelarangan pengembangan zona industri yang

menyebabkan kerusakan kawasan resapan air;

ketentuan pelarangan pengambilan air tanah di zona
pemanfaatan air tanah kritis dan rusak; dan

pengembangan zona industri yang tidak mengakibatkan
kerusakan atau alih fungsi kawasan lindung serta
pertanian pangan.

Pasal 100

Arahan zonasi untuk kawasan perdagangan dan jasa, ditetapkan
dengan memperhatikan :
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. pengendalian pertumbuhan dan penyebaran sarana dan

prasarana perdagangan dan jasa yang mengganggu fungsi
kawasan lindung;

pelarangan pengembangan kawasan perdagangan dan jasa
yang menyebabkan kerusakan kawasan resapan air dan
pelarangan pengambilan air tanah di daerah yang telah
ditetapkan sebagai zona pemanfaatan air tanah kritis dan
rusak;

lokasi pasar penunjang yang berfungsi menampung produk
pertanian dan didirikan berdekatan dengan sumber pasokan,
serta tidak mengganggu fungsi kawasan lindung;

kegiatan perdagangan perkulakan hanya boleh berlokasi pada
akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor primer atau
arteri sekunder;

hypermarket dan pusat perbelanjaan hanya boleh berlokasi
pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor dan tidak
boleh berada pada lahan pelayanan lokal atau lingkungan di
dalam kota/perkotaan;

supermarket dan departement store tidak boleh berlokasi pada
sistem jaringan jalan lingkungan dan tidak boleh berada pada
kawasan pelayanan lingkungan di dalam kota/perkotaan;

ketentuan pelarangan penyelenggaraan perdagangan
supermarket dan departement store pada lokasi sistem jaringan
jalan lingkungan dan berlokasi di kawasan pelayanan
lingkungan permukiman;

. ketentuan penyediaan areal parkir yang memadai dan fasilitas

sarana umum lainnya di pusat perbelanjaan serta toko modern;
dan

ketentuan jarak tempuh lokasi pendirian pasar modern atau
toko modern terhadap pasar tradisional paling sedikit 2 km.

Pasal 101

Arahan zonasi untuk kawasan pariwisata, ditetapkan dengan
memperhatikan:

a.
b.
C.

pengembangan budaya masyarakat;
pengendalian pemanfaatan potensi alam;

penentuan lokasi wisata alam dan wisata minat khusus yang
tidak mengganggu fungsi kawasan lindung;

. pengendalian pertumbuhan sarana dan prasarana penunjang

wisata yang mengganggu fungsi kawasan lindung, terutama
resapan air;

perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa
lampau dan peninggalan sejarah;

ketentuan pemanfaatan taman nasional, taman hutan raya dan
taman wisata alam untuk kegiatan wisata dilaksanakan sesuai
asas konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistem serta
luas lahan untuk pembangunan sarana dan prasarana paling
luas 10% dari luas zona pemanfaatan dan penerapan eco
architecture,
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g. ketentuan pelarangan mengubah dan/atau merusak bentuk
arsitektur setempat, bentang alam dan pemandangan visual;

h. persyaratan AMDAL sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;

i. pelestarian lingkungan hidup dan cagar budaya yang dijadikan
kawasan pariwisata sesuai prinsip-prinsip pemugaran; dan

j. ketentuan pengembangan kawasan pariwisata sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 102
Arahan zonasi untuk kawasan permukiman perkotaan dan
perdesaan, ditetapkan dengan memperhatikan :

a. ketentuan penggunaan lahan permukiman baru disesuaikan
dengan karakteristik serta dayadukung lingkungan untuk
kawasan perkotaan;

b. ketentuan tingkat kepadatan bangunan pada kawasan
permukiman horizontal paling banyak 50 bangunan per hektar,
dengan dilengkapi utilitas yang memadai;

c. ketentuan pemanfaatan ruang di kawasan permukiman
perdesaan yang sehat dan aman dari bencana alam, serta
kelestarian lingkungan hidup;

d. penyediaan sarana pendidikan dan kesehatan sesuai kriteria
yang ditentukan;

e. penyediaan kebutuhan sarana ruang terbuka, taman dan
lapangan olahraga;

penyediaan kebutuhan sarana perdagangan dan niaga; dan
g. peremajaan kawasan permukiman kumuh di perkotaan.

Pasal 103

Arahan zonasi untuk kawasan pertahanan dan keamanan,
ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Arahan Perizinan
Pasal 104
(1) Arahan perizinan sebagaimana dimaksud Pasal 63 huruf b
merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam
pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana
struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan

Daerah ini.

(2) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat
Pemerintah Daerah yang berwenang.

(3) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut
prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(4) Setiap pejabat Pemerintah Daerah yang berwenang
menerbitkan izin pemanfaatan ruang dilarang menerbitkan
izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
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Izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan dan/atau diperoleh
dengan tidak melalui prosedur yang benar batal demi hukum.

Izin pemanfaatan ruang yang diperoleh melalui prosedur
yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan
RTRW, dibatalkan oleh Pemerintah Daerah.

Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan izin
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat dimintakan
penggantian yang layak kepada instansi pemberi izin.

Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai lagi akibat adanya
perubahan RTRW dapat dibatalkan oleh Pemerintah Daerah
dengan memberikan ganti kerugian yang layak.

Arahan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sebagai alat pengendali pemanfaatan ruang meliputi :

a. Izin yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

b. Rekomendasi terhadap izin pemanfaatan ruang yang
dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota pada KSP.

(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur perolehan izin dan

(1)

(2)

(3)

tata cara penggantian yang layak ditetapkan dengan
Peraturan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Bagian Keempat
Arahan Pemberian Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1

Insentif

Pasal 105
Insentif sebagaimana dimaksud Pasal 63 huruf c dapat
diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah
Kabupaten/Kota, dunia wusaha dan masyarakat yang
melaksanakan pembangunan sesuai dengan RTRWP yang
telah ditetapkan, berupa aspek pengaturan atau kebijakan,
aspek ekonomi dan aspek pembangunan.
Insentif kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:

a. kompensasi;

b. kerjasama pendanaan;

c. dukungan program serta kegiatan pembangunan,
d. penyediaan infrastruktur; dan/atau

e. penghargaan.

Insentif kepada dunia usaha dan masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:

a. keringanan retribusi Daerah;
b. kompensasi;
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C. kerjasama pendanaan;
d. penyediaan infrastruktur;
e. kemudahan prosedur perizinan; dan/atau
f. penghargaan.

Pasal 106

Dalam rangka pengelolaan kawasan lindung berbasis DAS dan
pemanfaatan  sumberdaya air, Pemerintah  Daerah
meningkatkan upaya untuk memperoleh insentif dan
pembagian peran dalam pembiayaan (role sharing) dari
provinsi yang berbatasan.

Pasal 107

(1) Untuk mewujudkan 45% kawasan lindung, Pemerintah Daerah
dapat memberikan bantuan keuangan dan/atau jasa
lingkungan kepada kabupaten/kota dengan pertimbangan
proporsi luas kawasan lindung dan apresiasi terhadap upaya
perwujudan program pencapaian luas kawasan lindung di
wilayahnya.

(2) Dalam rangka pengelolaan kawasan lindung berbasis DAS dan
pemanfaatan  sumberdaya air, Pemerintah Daerah
memfasilitasi pengaturan insentif dan pembagian peran dalam
pembiayaan (role sharing) antar kabupaten/kota yang secara
geografis terletak di daerah hulu dan hilir DAS, yang
ditetapkan melalui pola kerjasama antardaerah.

Pasal 108

(1) Untuk mewujudkan kawasan pertanian pangan berkelanjutan,
Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada
masyarakat petani.

(2) Pemberian insentif kepada masyarakat petani sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk :

a. keringanan retribusi Daerah;

b. kompensasi biaya sosial petani;

C. pengembangan infrastruktur pertanian;
d

. pembiayaan penelitian serta pengembangan benih dan
varietas unggul;

)

. penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian;
f. penghargaan.

Pasal 109

Tata cara dan mekanisme pemberian insentif sebagaimana
dimaksud pada Pasal 105 sampai dengan Pasal 108, diatur oleh
Gubernur.
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Paragraf 2
Disinsentif
Pasal 110

(1) Disinsentif sebagaimana dimaksud Pasal 63 huruf c dibebankan
kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, dunia usaha dan
masyarakat yang dalam melaksanakan pembangunan tidak
sesuai dengan RTRWP.

(2) Disinsentif kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dapat diberikan
dalam bentuk :

a. penyediaan infrastruktur secara terbatas;
b. pengenaan kompensasi; dan/atau
c. pembatalan insentif.

(3) Disinsentif kepada dunia usaha dan masyarakat dapat diberikan
dalam bentuk :

a. penyediaan infrastruktur secara terbatas;
b. pengenaan kompensasi;

c. pembatalan insentif;

d. rekomendasi pencabutan izin; dan/atau
e. sanksi administratif.

(4) Tata cara dan mekanisme pemberian disinsentif sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan (3), diatur oleh Gubernur.

BAB XI
KELEMBAGAAN
Pasal 111

(1) Dalam rangka koordinasi penyelenggaraan penataan ruang di
Daerah, dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah.

(2) Pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh
Keputusan Gubernur.

BAB XII
PERAN MASYARAKAT
Pasal 112
Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:

a. mengetahui rencana tata ruang;

b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan
ruang;

b. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang
timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai
dengan rencana tata ruang;

C. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap
pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di
wilayahnya;
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d. mengajukan mengajukan tuntutan pembatalan izin dan
penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana
tata ruang kepada pejabat berwenang; dan

e. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah
dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang
tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan
kerugian.

Pasal 113
Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:

a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;

b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang
dari pejabat yang berwenang;

c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin
pemanfaatan ruang; dan

d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan
peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik
umum.

Pasal 114

(1) Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah
Daerah dengan melibatkan peran masyarakat.

(2) Peran masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan, antara lain, melalui:

a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan bentuk peran

masyarakat dalam penataan ruang mengacu pada peraturan
perundangan.

Pasal 115

(1) Masyarakat yang dirugikan akibat penyelenggaraan penataan
ruang dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan.

(2) Dalam hal masyarakat mengajukan gugatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), tergugat dapat membuktikan bahwa
tidak terjadi penyimpangan dalam penyelenggaraan penataan
ruang.

BAB XIII
PENINJAUAN KEMBALI DAN PENYEMPURNAAN
Pasal 116

(1) RTRWP berlaku untuk jangka waktu 20 (duapuluh) tahun dan
dapat ditinjau kembali 5 (lima) tahun sekali.
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(2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan
dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas
teritorial wilayah provinsi yang ditetapkan dengan peraturan
perundang-undangan, RTRWP dapat ditinjau kembali lebih dari
1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

(3) Peninjauan kembali dilakukan juga apabila terjadi perubahan
kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi
pemanfaatan ruang provinsi dan/atau dinamika internal
provinsi.

Pasal 117

Peraturan Daerah tentang RTRWP Jawa Barat Tahun 2009-2029
dilengkapi dengan Dokumen Materi Teknis dan Album Peta dengan
tingkat ketelitian minimal 1 : 250.000, dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XIV
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 118

(1) Untuk menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan
penataan ruang di Daerah sebagaimana dimaksud pada
Pasal 3, dilakukan pembinaan, pengawasan dan
pengendalian terhadap kinerja pengaturan dan
pelaksanaan penataan ruang di kabupaten/kota.

(2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sosialisasi, pemantauan,
evaluasi, pelaporan dan penertiban.

(3) Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan oleh Pemerintah
Daerah sesuai dengan kewenangannya, dengan melibatkan
peranserta masyarakat.

Pasal 119

(1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan mengamati dan
memeriksa kesesuaian antara penyelenggaraan penataan
ruang di Daerah dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(2) Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terbukti terjadi penyimpangan
administratif dalam penyelenggaraan penataan ruang
Daerah, Bupati/Walikota yang bersangkutan mengambil
langkah penyelesaian sesuai kewenangannya.

(3) Dalam hal Bupati/Walikota tidak melaksanakan langkah
penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur
mengambil langkah penyelesaian sesuai kewenangannya.
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Pasal 120

(1) Pengendalian terhadap pemanfaatan ruang wilayah dilakukan
terhadap  penerbitan izin pemanfataan ruang di
Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

(2) Pemerintah Daerah memberikan rekomendasi atas izin
pemanfaatan ruang yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota di
KSP.

(3) Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang yang telah
mendapatkan izin harus memenuhi peraturan zonasi yang
berlaku di lokasi kegiatan pemanfaatan ruang.

BAB XV
LARANGAN
Pasal 121
Setiap orang dan/atau Badan dilarang :
1. melanggar ketentuan arahan peraturan zonasi di Daerah;

2. memanfaatkan ruang tanpa izin dan/atau tidak sesuai dengan
izin berdasarkan RTRWP;

3. melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin
yang diterbitkan berdasarkan RTRWP;

4. memanfaatkan ruang dengan izin yang diperoleh dengan
prosedur yang tidak benar;

5. memanfaatkan ruang yang menghalangi akses terhadap
kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan
dinyatakan sebagai milik umum;

6. melakukan kegiatan penambangan terbuka di dalam kawasan
lindung;

7. melakukan kegiatan penambangan di kawasan rawan bencana
dengan tingkat kerentanan tinggi;

8. melakukan kegiatan penambangan yang menimbulkan
kerusakan lingkungan;

9. melakukan kegiatan penambangan pada kawasan perkotaan;

10. mengembangkan kawasan industri yang menyebabkan
kerusakan kawasan resapan air;

11. mengambil air tanah di lokasi industri yang termasuk zona
pemanfaatan air tanah kritis dan rusak;

12. melakukan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung;

13. melakukan kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan dan
keamanan pelayaran;

14. melakukan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan
yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai,
danau dan penyeberangan;

15. melakukan kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada
keberadaan alur pelayaran sungai, danau dan penyeberangan;

16. melakukan kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air
yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi laut;



17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

24,

25.

26.

27.

28.
29.
30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

91

memanfaatkan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi
sistem jaringan energi;

melakukan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan
terhadap fungsi sistem perkotaan dan sistem infrastruktur
wilayah nasional dan Daerah;

melakukan kegiatan yang berpotensi mengurangi luas
kawasan hutan dan tutupan vegetasi;

memanfaatkan hasil tegakan di kawasan resapan air/kawasan
imbuhan air tanah;

melakukan kegiatan pemanfaatan ruang vyang dapat
mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah,
fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta fungsi
lingkungan hidup di kawasan lindung;

merusak koleksi tumbuhan dan satwa di kawasan taman hutan
raya;

melakukan kegiatan yang merusak kualitas dan kuantitas air,
kondisi fisik kawasan, dan daerah tangkapan air;

membuang secara langsung limbah padat, limbah cair, limbah
gas dan limbah B3;

melakukan kegiatan yang dapat menurunkan fungsi ekologis
dan estetika kawasan dengan mengubah dan/atau merusak
bentang alam serta kelestarian fungsi mata air termasuk akses
terhadap kawasan mata air;

melakukan kegiatan pemanfaatan di sempadan mata air dalam
radius 200 meter dari lokasi pemunculan mata air;

melakukan kegiatan yang mengubah dan/atau merusak,
kondisi fisik kawasan mata air serta kelestarian mata air;

melakukan kegiatan yang mengubah dan/atau merusak RTH;
memanfaatkan kayu mangrove dan vegetasi pantai;

melakukan kegiatan yang dapat merusak, mengurangi luas
dan/atau mencemari ekosistem mangrove dan vegetasi pantai;

melakukan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi ekosistem
mangrove, vegetasi pantai dan/atau tempat
perkembangbiakan biota laut;

melakukan kegiatan di atas tanah timbul, kecuali untuk
perluasan kawasan lindung;

melakukan konversi lahan sawah beririgasi teknis yang telah
ditetapkan sebagai lahan sawah berkelanjutan;

secara melawan hukum menguasai tanah yang berasal dari
tanah timbul, baik berupa daratan yang terbentuk secara alami
maupun buatan karena proses pengendapan di sungai, situ,
pantai dan/atau pulau timbul;

melakukan kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai
dan merusak fungsi kawasan cagar budaya dan ilmu
pengetahuan;

melakukan kegiatan yang dapat mengubah bentukan geologi
tertentu yang mempunyai manfaat untuk pengembangan ilmu
pengetahuan;
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memanfaatkan ruang yang mengganggu kelestarian
lingkungan di sekitar cagar budaya dan ilmu pengetahuan,
meliputi peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, monumen
nasional, serta wilayah dengan bentukan geologi tertentu;

melakukan kegiatan permukiman terutama pada kemiringan
lebih besar dari 40%, tikungan sungai, serta alur sungai kering
di daerah pegunungan di kawasan rawan longsor dengan
tingkat kerawanan tinggi (kemiringan lebih besar dari 40%);

melakukan penggalian dan pemotongan lereng di kawasan
rawan longsor dengan tingkat kerawanan tinggi (kemiringan
lebih besar dari 40%);

membangun industri/pabrik di kawasan rawan longsor dengan
tingkat kerawanan sedang (kemiringan 20% sampai dengan
40%);

mendirikan bangunan permanen, prasarana umum dan
permukiman penduduk di kawasan cagar alam geologi;

memanfaatkan ruang yang mengubah dan/atau merusak
bentang alam di kawasan kars;

berburu satwa yang tidak ditetapkan sebagai perburuan di
kawasan taman buru;

melakukan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi kawasan
dalam melindungi plasma/genetik di kawasan perlindungan
plasma nutfah;

melakukan kegiatan penangkapan ikan dan pengambilan
terumbu karang di kawasan terumbu karang;

menangkap biota laut yang dilindungi ketentuan peraturan
perundang-undangan di kawasan koridor bagi satwa atau biota
laut yang dilindungi;

melakukan pengembangan kawasan perdagangan dan jasa
yang menyebabkan kerusakan kawasan resapan air dan
pelarangan pengambilan air tanah di daerah yang telah
ditetapkan sebagai zona pemanfaatan air tanah kritis dan
rusak;

menyelenggarakan perdagangan supermarket dan
departement store pada lokasi sistem jaringan jalan
lingkungan dan kawasan pelayanan lingkungan di dalam
kota/perkotaan;

mengubah dan/atau merusak bentuk arsitektur setempat,
bentang alam dan pemandangan visual di kawasan pariwisata.

BAB XVI
ARAHAN SANKSI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 122

Arahan sanksi sebagaimana dimaksud Pasal 63 huruf d merupakan
acuan dalam pengenaan sanksi terhadap:



(1)

(2)

(3)

(4)
(5)

(6)
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pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur
ruang dan pola ruang;

pelanggaran ketentuan arahan peraturan zonasi sistem
provinsi;

pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang
diterbitkan berdasarkan RTRWP;

pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan
ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRWP;

pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin
pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRWP;
pemanfataan ruang yang menghalangi akses terhadap
kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan
dinyatakan sebagai milik umum; dan

pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan
prosedur yang tidak benar.

Bagian Kedua
Sanksi
Pasal 123

Setiap orang dan/atau badan hukum vyang melanggar
ketentuan Pasal 121, dapat dikenakan sanksi administratif dan
sanksi pidana.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikenakan untuk pelanggaran administratif berbentuk :

a. peringatan tertulis;

. penghentian sementara kegiatan;
penghentian sementara pelayanan umum;
. penutupan lokasi;

. pencabutan izin;

pembatalan izin;

. pembongkaran bangunan;

o KQ "o a0 o

. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
i. denda administratif.

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), dikenakan pada pelanggaran Pasal 121 angka 20, 32
dan 48.

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pengenaan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengenaan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat
(5), dikenakan pada pelanggaran sebagaimana dimaksud pada
Pasal 121 angka 1, 2, 3,4, 5,6, 7,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33,
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, dan 49.



(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)
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Bagian Ketiga
Biaya Paksaan Penegakan Hukum
Pasal 124

Dalam hal orang dan/atau badan hukum menolak untuk
ditertibkan dan/atau membongkar sebagaimana dimaksud
pada Pasal 123 ayat (2) huruf g, Pemerintah Daerah
menertibkan dan/atau membongkar bangunan, dan kepada
yang bersangkutan dapat dikenakan pembebanan biaya
paksaan penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Biaya paksaan penegakan hukum sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah dan disetorkan
ke Kas Daerah.

Bagian Keempat
Ketentuan Pidana
Pasal 125

Barang siapa melakukan pelanggaran terhadap ketentuan
Pasal 121 angka 1, 2, 3, 4, 5,6, 7, 8,9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, dan
49, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan
atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh
juta rupiah).

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
pelanggaran.

Dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan
pidana yang lebih tinggi dari ancaman pidana dalam
Peraturan Daerah ini, maka diancam pidana yang lebih tinggi,
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
penerimaan Daerah dan disetorkan ke Kas Daerah.

Pasal 126

Bupati/Walikota dan Pejabat Pemerintah yang menerbitkan izin
tidak sesuai dengan RTRWP, diancam pidana sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Penegakan Peraturan Daerah
Pasal 127

Penegakan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Satuan Polisi
Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sesuai
dengan kewenangannya, berkoordinasi dengan Kepolisian,
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.



(1)

(2)
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BAB XVII
PENYIDIKAN
Pasal 128

Selain Pejabat Penyidik POLRI yang bertugas menyidik tindak
pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud
dalam Peraturan Daerah ini, dapat dilakukan oleh Pejabat
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah
Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan tugas penyidikan, Pejabat Penyidik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang
adanya tindak pidana;

b. menindak pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan
pemeriksaan;

c. menghentikan seseorang tersangka dan memeriksa tanda
pengenal diri tersangka;

d. menyita benda dan/atau surat;
e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

memanggil seseorang untuk dijadikan tersangka atau
saksi;

g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya
dengan pemeriksaan perkara;

h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari
Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau
peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan
selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal
tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka dan
keluarganya; dan/atau

i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat
dipertanggungjawabkan.

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 129

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua

peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan
ruang yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan
Peraturan Daerah ini.

(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

a. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah
sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap
berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
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b. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi
tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini
berlaku ketentuan :

1) untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya,
izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan
berdasarkan Peraturan Daerah ini;

2) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya,
pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin terkait
habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian
dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan
Daerah ini; dan

3) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya
dan tidak memungkinkan  untuk  dilakukan
penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan
Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan
dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul
sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat
diberikan penggantian yang layak.

c. Izin pemanfaatan ruang yang sudah habis masa
berlakunya dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini
dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini;
dan

d. pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan
tanpa izin ditentukan sebagai berikut :

1) yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan
Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan
ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah
ini; dan

2) yang sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan
Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang

diperlukan.
BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 130

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah
Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 2
Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 131

Paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan
Daerah ini, Peraturan Gubernur tentang petunjuk pelaksanaan
Peraturan Daerah harus telah ditetapkan.
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Pasal 132

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini
sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan oleh
Gubernur.

Pasal 133
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 30 November 2010

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN
Diundangkan di Bandung
pada tanggal 30 November 2010
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

LEX LAKSAMANA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2010 NOMOR 22 SERI E



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 22 TAHUN 2010
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2009-2029

UMUM

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang telah
mengamanatkan asas penyelenggaraan penataan ruang, yaitu keterpaduan,
keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keberlanjutan, keberdayagunaan dan
keberhasilgunaan, keterbukaan, kebersamaan dan kemitraan, perlindungan
kepentingan umum, kepastian hukum dan keadilan, serta akuntabilitas.
Penetapan asas tersebut tentunya dilaksanakan demi mencapai dan mewujudkan
keharmonisan antara lingkungan alam dan buatan, keterpaduan dalam
penggunaan sumberdaya alam dan sumberdaya buatan dengan memperhatikan
sumberdaya manusia, serta perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak
negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang, sesuai dengan tujuan
penyelenggaraan penataan ruang, yaitu mewujudkan ruang wilayah nasional
yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan
Nusantara dan ketahanan nasional. Untuk itu, dalam rangka menyelaraskan dan
menjabarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang telah
ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 diperlukan
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Jawa Barat yang
mengakomodasikan kepentingan nasional, regional dan lokal dalam satu
kesatuan penataan ruang.

Ruang Wilayah Daerah adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut,
ruang udara dan termasuk juga ruang di dalam bumi, sebagai tempat masyarakat
Daerah melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya, serta
merupakan suatu sumberdaya yang harus ditingkatkan upaya pengelolaannya
secara bijaksana. Dengan demikian RTRWP sangatlah strategis untuk menjadi
pedoman dalam penyelenggaraan penataan ruang, serta untuk menjaga kegiatan
pembangunan agar tetap sesuai dengan kaidah-kaidah pembangunan
berkelanjutan, sekaligus mampu mewujudkan ruang yang produktif dan berdaya
saing menuju Jawa Barat sebagai Provinsi Termaju di Indonesia.

Hal ini ditegaskan pula oleh Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
(RPJPN) yang menetapkan kedudukan Rencana Tata Ruang sebagai acuan utama
pembangunan sektoral dan wilayah, dan telah ditindaklanjuti dengan Peraturan
Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025. Sebagai matra
spasial pembangunan, maka RTRWP disusun berdasarkan pencermatan terhadap
kepentingan-kepentingan jangka panjang, serta dengan memperhatikan dinamika
yang terjadi, baik dalam lingkup eksternal maupun internal.



Sehubungan dengan itu, dalam proses penyusunannya tidak terlepas dari hasil
evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2003
tentang RTRW Provinsi Jawa Barat, sebagai dasar dalam perumusan strategi dan
rencana tata ruang ke depan. Hal ini terutama dikaitkan dengan kinerja penataan
ruang, yang pada kenyataannya masih terdapat penyimpangan, baik dalam aspek
struktur maupun pola ruang. Selanjutnya dari sisi dinamika pembangunan, telah
diperhatikan pula beberapa perubahan yang perlu diantisipasi dan direspon
dalam suatu substansi rencana tata ruang yang mampu menjamin
keberlangsungan pelaksanaannya di lapangan, serta terlebih penting lagi dalam
rangka pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang.

Dalam konteks penataan ruang wilayah provinsi, dinamika eksternal mencakup
pengaruh tataran global, regional dan nasional, seperti tuntutan sistem
kepemerintahan yang baik (good governance), tuntutan pasar dunia (global
market forces), dan tuntutan setiap orang untuk memenuhi hak hidupnya, bebas
menyatakan pendapat, mencapai kehidupan yang lebih baik, serta memenuhi
nilai-nilai agama dan kepercayaan yang dianut. Dinamika eksternal ini juga
dipengaruhi oleh perkembangan paradigma baru dalam penataan ruang
sehubungan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Nasional, serta Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008
tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang,
Bekasi, Puncak, Cianjur (Jabodetabekpunjur) dan ketentuan peraturan
perundang-undangan lainnya yang terkait termasuk Norma Standar Pedoman dan
Manual yang telah diterbitkan oleh Pemerintah.

Sedangkan dalam konstelasi global Indonesia digambarkan sebagai sebuah
negara berkembang yang memiliki berbagai tantangan dari segi perekonomian
dan pembangunan, di antaranya berupa rendahnya prosentase aliran masuk
Foreign Direct Investment (FDI) ke Indonesia, rendahnya posisi Indonesia dalam
rangking Global Competitiveness Index (GCI), serta rendahnya total nilai
perdagangan Indonesia dalam kegiatan perdagangan intra ASEAN. Fenomena
dinamika global juga dipengaruhi faktor urbanisasi dan munculnya lebih banyak
Megacities/Conurbation, revolusi teknologi yang mengurangi peranan faktor
jarak, waktu, dan lokasi di dalam penentuan kegiatan-kegiatan ekonomi/bisnis
serta sosial-politik yang membaurkan arti batas-batas antarnegara, serta proses
perdagangan dalam hal mempercepat masuknya peranan aktor-aktor pasar untuk
menguasai sumberdaya alam, energi, air bersih, dan bahan-bahan mineral di
seluruh dunia, sehingga berimplikasi pada sejauhmana penataan ruang mampu
memanfaatkan tantangan yang ada, sebagai peluang untuk meningkatkan
pertumbuhan ekonomi wilayah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dari sisi konservasi lingkungan, isu global warming memberikan pengaruh
yang besar terhadap kebijakan penataan ruang dan pengembangan di Indonesia
termasuk Daerah. Dengan adanya isu tersebut, tentu kebijakan penataan ruang
yang dihasilkan harus sejalan dengan konservasi dan preservasi lingkungan
secara global, serta upaya-upaya mitigasi bencana. Atau dengan kata lain,
kegiatan pembangunan harus tetap dalam koridor dayadukung lingkungan, dan
oleh karenanya keseimbangan alokasi ruang antara kawasan budidaya dan
kawasan lindung merupakan prasyarat yang tetap dibutuhkan.



Daerah menghadapi pula berbagai tantangan dan dinamika pembangunan
yang bersifat internal. Dinamika internal tersebut lebih menggambarkan kinerja
yang mempengaruhi penataan ruang Daerah, yaitu perubahan fisik, politik,
ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya yang berasal dari dalam wilayah
tersebut. Isu internal terutama tingginya pertumbuhan jumlah penduduk yang
saat ini (data tahun 2007) sudah mencapai 41,48 juta jiwa dan dalam waktu 20
tahun mendatang (tahun 2029) diperkirakan berjumlah 54,1 juta jiwa.

Hal ini tentu akan berimplikasi pada semakin tingginya kebutuhan akan
sumberdaya lahan, air, energi, ketahanan pangan, kesempatan kerja, dan
sebagainya.

Selain dari aspek kependudukan, dinamika internal juga ditunjukkan oleh
masih belum optimalnya pencapaian target Indeks Pembangunan Manusia (IPM),
target alokasi luasan Kawasan Lindung sebesar 45%, realisasi pembangunan
infrastruktur wilayah, ketersediaan sarana dan prasarana dasar, meningkatnya
permasalahan lingkungan dan konflik pemanfaatan ruang, rendahnya kinerja
Pusat Kegiatan Nasional (PKN) — Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), kerjasama
pengelolaan daerah perbatasan, serta upaya-upaya dalam mitigasi bencana yang
masih membutuhkan peningkatan lebih lanjut.

Berdasarkan penjelasan di atas, perumusan substansi RTRWP yang memuat
tujuan, kebijakan dan strategi, rencana, arahan pemanfaatan dan pengendalian,
ditujukan untuk dapat menjaga sinkronisasi dan konsistensi pelaksanaan
penataan ruang serta mengurangi penyimpangan implementasi indikasi program
utama yang ditetapkan yang diharapkan akan lebih mampu merespon tantangan
dan menjamin keberlanjutan pembangunan, melalui berbagai pembenahan serta
pembangunan ruang yang produktif dan berdaya saing tinggi, demi terwujudnya
masyarakat yang lebih sejahtera.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman
pengertian dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Asas RTRWP disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang.

Pasal 3

Tujuan penataan ruang wilayah Daerah disesuaikan dengan visi dan misi
pembangunan Daerah.

Pasal 4
Huruf a
Deskripsi Penentuan 45% Kawasan Lindung Jawa Barat, terdiri atas kawasan
lindung hutan dan kawasan lindung di luar kawasan hutan negara.

Kawasan lindung hutan meliputi kawasan hutan konservasi dan hutan lindung
sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan.



Kawasan lindung di luar kawasan hutan negara meliputi :

1. Parameter pembentuk KL Non Hutan memanfaatkan tematik Peta
Konservasi Air Tanah (Resapan Air), Perlindungan Geologi (Karst Kelas I),
Daerah Bahaya Gunung Api, Daerah, Daerah Rawan Gerakan Tanah
(Menengah dan Tinggi), serta Daerah Rawan Tsunami.

2. Kawasan budidaya di luar kawasan hutan negara yang setelah di-overlay
dengan Peta Hujan-Tanah-Lereng ternyata berada pada skor > 175,
diklasifikasikan menjadi Kawasan yang sesuai untuk Hutan Lindung.

Huruf b
Cukup jelas

Huruf ¢
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Pasal 5
Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 6
Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Ayat (1)

Huruf a
Yang dimaksud dengan pendekatan partisipatif adalah pendekatan yang
mengikutsertakan masyarakat dalam penataan ruang dalam hal
perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian
pemanfaatan ruang serta terdapat transparansi dalam proses tersebut.



Huruf b
Cukup jelas

Huruf ¢
Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a
Peran kelembagaan dan peranserta masyarakat dalam perencanaan tata

ruang dilakukan melalui penyelenggaraan forum dialog, penyebaran angket
dan kesepakatan yang melibatkan unsur pemerintah daerah dan DPRD di
tingkat provinsi dan kabupaten/kota, perguruan tinggi, lembaga swadaya
masyarakat dan dunia usaha.

Huruf b
Cukup jelas

Huruf ¢
Cukup jelas

Huruf d
Dalam proses penyusunan RTRWP Jawa Barat, telah dilakukan konsultasi

dengan pemerintah daerah provinsi yang berbatasan dengan Jawa Barat.

Huruf e
Penyusunan rencana tata ruang KSP akan ditetapkan tersendiri.

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Ayat (1)
Kebijakan pengembangan wilayah ditujukan untuk meminimalisasi
kesenjangan kesejahteraan masyarakat antarwilayah, dalam hal ini
kesenjangan antarwilayah kabupaten/kota maupun antara kawasan perkotaan
dan perdesaan.

Keterkaitan fungsional antarwilayah pengembangan merupakan strategi yang
ditujukan untuk meningkatkan sinergitas dan integrasi pengembangan wilayah
antar WP dan KK untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 11
Ayat (1)
Huruf a
Kecamatan di Kabupaten Cianjur yang merupakan bagian dari WP
Bodebekpunjur, meliputi Kecamatan Cugenang, Kecamatan Pacet,
Kecamatan Sukaresmi, dan Kecamatan Cipanas.



Huruf b
Cukup jelas

Huruf ¢
Kecamatan di Kabupaten Sumedang yang merupakan bagian dari WP
Ciayumajakuning, meliputi Kecamatan Buahdua, Cibugel, Cimalaka,
Cisarua, Cisitu, Conggeang, Darmaraja, Ganeas, Jatigede, Jatinunggal,
Paseh, Rancakalong, Situ Gede, Sumedang Selatan, Sumedang Utara,
Surian, Tanjungkerta, Tanjungmedar, Tomo, Ujungjaya, dan Wado.

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Kecamatan di Kabupaten Cianjur yang merupakan bagian dari WP
Sukabumi dsk, meliputi Kecamatan Agrabinta, Bojongpicung, Campaka,
Campakamulya, Cianjur, Cibeber, Cibinong, Cidaun, Cijati, Cikadu,
Cikalongkulon, Cilaku, Ciranjang, Haurwangi, Kadupandak, Karangtengah,
Leles, Gekbrong, Made, Naringgul, Pagelaran, Pasirkuda, Sindangbarang,
Sukaluyu, Sukanagara, Takokak, Tanggeung, dan Warungkondang.

Huruf f
Kecamatan di Kabupaten Sumedang yang merupakan bagian dari KK
Metropolitan Bandung Raya, meliputi Kecamatan Jatinangor, Kecamatan
Tanjungsari, Kecamatan Cimanggung, Kecamatan Sukasari, dan Kecamatan

Pamulihan.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 12
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan dikendalikan perkembangannya adalah membatasi
perkembangan kegiatan budidaya yang dapat meningkatkan terjadinya alih
fungsi lahan kawasan lindung dan pertanian lahan basah beririgasi teknis
yang dapat mengganggu keberlanjutan ekosistem wilayah, serta
dayadukung dan dayatampung lingkungan.
Huruf b
Yang dimaksud dengan didorong perkembangannya adalah memfasilitasi
berkembangnya kegiatan budidaya yang dapat meningkatkan
kesejahteraan masyarakat, tanpa mengabaikan fungsi lingkungan yang
merupakan karakteristik khusus wilayah tersebut.
Huruf ¢

Yang dimaksud dengan dibatasi perkembangannya adalah bahwa
pengembangan kota-kota di wilayah tersebut perlu memperhatikan
keseimbangan dayadukung lingkungan sesuai dengan kondisi dan
karakteristik yang dimiliki. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah
kerentanan terhadap risiko bencana alam seperti gempa, letusan gunung
berapi, gerakan tanah, dan bahaya geologi lainnya; gangguan terhadap
hulu DAS yang ada di Jawa Barat; serta dalam rangka menghindari alih
fungsi lahan lindung dan lahan pertanian sawah produktif.



Huruf d
Yang dimaksud dengan ditingkatkan perkembangannya adalah memberikan
prioritas fasilitasi pembangunan yang dapat meningkatkan kesejahteraan
masyarakat menuju cita-cita yang diinginkan, tanpa mengabaikan fungsi
lingkungan yang harus dijaga di wilayah tersebut.

Ayat (2)
Pembangunan dan peningkatan infrastruktur wilayah yang mendukung fungsi
masing-masing kawasan, meliputi infrastruktur jalan, perhubungan,
sumberdaya air dan irigasi, energi dan Kkelistrikan, telekomunikasi, dan
permukiman.

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf ¢
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Kriteria PKL perkotaan adalah kawasan perkotaan yang berperan sebagai
pusat kegiatan lokal dengan fungsi ekonomi utama berupa perdagangan
dan jasa.

Huruf g
Kriteria PKL perdesaan adalah kawasan perkotaan yang berperan sebagai
pusat kegiatan lokal dengan fungsi ekonomi utama berbasis pertanian,
pariwisata, pertambangan, dan perkebunan/kehutanan.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas



Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Huruf a
Penetapan luas kawasan lindung sebesar 45% adalah berdasarkan
pertimbangan telah terjadi penurunan dayadukung lingkungan. Untuk
mengembalikan fungsi hidroorologis serta menjaga kestabilan tanah dan
erosi, serta pemanfaatan ruang di masa datang lebih diorientasikan kepada
kemampuan dayatampung wilayah sesuai dengan kemampuan dayadukung
sumberdaya alam yang tersedia, maka disusun kebijakan pengaturan pola
pemanfaatan ruang 45% kawasan lindung.

Huruf b
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas

Ayat (8)
Cukup jelas

Ayat (9)
Cukup jelas

Ayat (10)
Cukup jelas



Pasal 16

Ayat (1)
Huruf a

Pengendalian pemanfaatan ruang di Daerah diselenggarakan melalui
kegiatan pengawasan dan penertiban, sedangkan di wilayah
kabupaten/kota pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan melalui
kegiatan pengawasan, penertiban dan mekanisme perizinan pemanfaatan
ruang. Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/kota melakukan
koordinasi dalam penyelenggaraan pengendalian pemanfaatan ruang.

Yang dimaksud dengan penertiban adalah tindakan menertibkan yang
dilakukan melalui pemeriksaan dan penyidikan atas semua pelanggaran
terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRWP.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf ¢

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)
RTRWP menetapkan sistem perkotaan di Daerah yang meliputi PKN, PKNp,
PKW, PKWp, serta PKL perkotaan dan PKL perdesaan, sesuai dengan konteks
kebijakan dan strategi pembangunan wilayah Daerah dan berdasarkan
pertimbangan teknis yang telah dilakukan dalam proses penyusunan RTRWP.

Huruf a

Fasilitas minimum yang tersedia di PKN adalah:

a. Perhubungan : pelabuhan udara dan/atau pelabuhan laut dan/atau
terminal tipe A

b. Ekonomi : pasar induk antar wilayah

c. Kesehatan : rumah sakit umum tipe A atau B

d. Pendidikan : perguruan tinggi

Huruf b

Fasilitas minimum yang tersedia di PKNp adalah pusat bisnis kegiatan
utama yang akan dikembangkan berskala nasional maupun internasional,
serta akan diusulkan menjadi PKN.

Huruf c

Fasilitas minimum yang tersedia di PKW adalah:
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a. Perhubungan : pelabuhan udara dan/atau pelabuhan laut dan/atau
terminal tipe B

b. Ekonomi : pasar induk regional

c. Kesehatan : rumah sakit umum tipe B

d. Pendidikan : perguruan tinggi

Huruf d
Fasilitas minimum yang tersedia di PKWp adalah sesuai fasilitas minimum
untuk PKW, serta diusulkan menjadi PKW.

Huruf e
Penetapan PKL perkotaan diarahkan pada pertimbangan teknis bahwa
kota-kota yang ditetapkan memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai
kawasan perkotaan dengan kegiatan-kegiatan yang berciri perkotaan,
seperti industri, permukiman perkotaan, perdagangan dan jasa, dan
lainnya.

Huruf f
PKL pedesaan diarahkan untuk menjadi pusat kegiatan koleksi dan
distribusi bagi wilayah-wilayah belakangnya dan ditetapkan sebagai
kawasan yang dapat dikembangkan secara terbatas untuk kegiatan industri
berbasis pertanian.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 20
Ayat (1)
Huruf a

Sistem jaringan jalan primer disusun berdasarkan rencana tata ruang dan

pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah

di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi

yang berwujud pusat-pusat kegiatan sebagai berikut :

a. Menghubungkan secara menerus PKN, PKW, PKL;

b. Menghubungkan antarpusat kegiatan nasional.

Jaringan jalan primer terdiri atas:

a. Jalan arteri primer menghubungkan secara berdayaguna antar PKN atau
antara PKN dengan PKW dan antarkota yang melayani kawasan
berskala besar dan/atau cepat berkembang dan/atau pelabuhan utama;

b. Jalan kolektor primer menghubungkan secara berdayaguna antar PKW
atau antara PKW dengan PKL dan atau kawasan-kawasan berskala kecil
dan/atau pelabuhan regional dan pelabuhan pengumpan lokal;

c. Jalan lokal primer menghubungkan secara berdayaguna PKN dengan
PKL, PKW dengan PKL, antar PKL atau PKL dengan pusat kegiatan
lingkungan serta antarpusat kegiatan lingkungan.



Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 25
Ayat (1)

Rencana pola ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya yang diatur

11

dalam Peraturan Daerah ini adalah kawasan lindung dan budidaya yang
menjadi kewenangan provinsi, bersifat lintas wilayah kabupaten/kota yang
berpotensi menimbulkan masalah antarwilayah, serta bernilai strategis bagi

provinsi.
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Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 26
Rencana pola ruang kawasan lindung Daerah ditujukan untuk menjaga
keberlanjutan pembangunan wilayah dengan mempertimbangkan dayadukung
dan dayatampung lingkungan, dengan berpegang pada kenyataan bahwa dalam
pembangunan Daerah telah menimbulkan masalah lingkungan, seperti bencana
dan berkurangnya ketersediaan air baku dan irigasi, serta tingginya alih fungsi
lahan berfungsi lindung untuk kegiatan budidaya.

Huruf a
Pemerintah Daerah menegaskan target pencapaian luasan kawasan lindung
45% dari luas Daerah pada tahun 2018, dengan memprioritaskan kegiatan-
kegiatan yang mendukung upaya mempertahankan kawasan lindung yang
masih ada, dan merevitalisasi kawasan lindung yang telah berubah fungsi.

Huruf b
Cukup jelas

Huruf ¢
Untuk mengatasi masalah berkurangnya ketersediaan air baku di Daerah, baik
untuk keperluan rumah tangga maupun kegiatan ekonomi, ditetapkan rencana
pola ruang yang dapat mempertahankan kawasan resapan air.

Huruf d
Untuk menghindari alih fungsi lahan hutan lindung, maka rencana pola ruang
mengatur pengendalian kegiatan di luar dan sekitar kawasan hutan yang dapat
mendorong terjadinya alih fungsi lahan untuk kegiatan non lindung.

Pasal 27
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan kawasan hutan yang berfungsi lindung adalah
kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan
perlindungan kepada kawasan sekitar maupun bawahannya sebagai pengatur
tata air, pencegah banjir dan erosi, serta memelihara kesuburan tanah.
Kawasan hutan yang berfungsi lindung terdiri dari hutan konservasi dan hutan
lindung.

Yang dimaksud dengan hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri
khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman
tumbuhan dan satwa, serta ekosistemnya.

Yang dimaksud dengan hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai
fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk
mengatur tata air, mencegah bencana banjir, erosi, longsor, mencegah intrusi
air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

Perlindungan terhadap kawasan hutan yang berfungsi lindung dilakukan untuk
mencegah terjadinya erosi, bencana banjir, sedimentasi, dan menjaga fungsi
hidroorologis tanah untuk menjamin ketersediaan unsur hara, air tanah, dan
air permukaan.

Ayat (2)
Cukup jelas



Pasal 28
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Huruf a

1.

Kriteria kawasan hutan lindung, meliputi :

a) Kawasan hutan dengan faktor-faktor kelerengan lapangan, jenis tanah,
dan curah hujan dengan nilai skor lebih dari 125; dan/atau

b) Kawasan hutan yang mempunyai kelerengan lapangan 40% atau lebih,
dan pada daerah yang keadaan tanahnya peka terhadap erosi, dengan
kelerengan lapangan lebih dari 25%; dan/atau

c) Kawasan hutan yang mempunyai ketinggian 2.000 meter atau lebih di
atas permukaan laut.

. Kriteria kawasan resapan air adalah :

a) Kawasan dengan curah hujan rata-rata lebih dari 1.000 mm per tahun;
b) Lapisan tanahnya berupa pasir halus berukuran minimal 1/16 mm;

¢) Mempunyai kemampuan meluluskan air dengan kecepatan lebih dari 1
meter per hari;

d) Kedalaman muka air tanah lebih dari 10 meter terhadap muka tanah
setempat;

e) Kelerengan kurang dari 15 persen;

f) Kedudukan muka air tanah dangkal lebih tinggi dari kedudukan muka
air tanah dalam.

Yang dimaksud dengan kawasan resapan air adalah kawasan yang
mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga
merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai
sumber air. Perlindungan terhadap kawasan resapan air, dilakukan untuk
memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan pada daerah
tertentu untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan
pengendalian banjir, baik untuk kawasan bawahannya maupun kawasan
yang bersangkutan.

Huruf b

1.

Kriteria sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian pantai yang
lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, sekurang-
kurangnya 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Sempadan pantai adalah kawasan tertentu sepanjang pantai yang
mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi
pantai. Perlindungan terhadap sempadan pantai dilakukan untuk
melindungi wilayah pantai dari kegiatan yang mengganggu kelestarian
fungsi pantai.

Kriteria sempadan sungai adalah :

a) Sekurang-kurangnya 5 meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul di
luar kawasan perkotaan dan 3 meter di sebelah luar sepanjang kaki
tanggul di dalam kawasan perkotaan;

b) Sekurang-kurangnya 100 meter di kanan kiri sungai besar dan 50 meter
di kanan kiri sungai kecil yang tidak bertanggul di luar kawasan
perkotaan;

c) Sekurang-kurangnya 10 meter dari tepi sungai untuk sungai yang
mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 meter;
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d) Sekurang-kurangnya 15 meter dari tepi sungai untuk sungai yang
mempunyai kedalaman lebih dari 3 meter sampai dengan 20 meter;

e) Sekurang-kurangnya 30 meter dari tepi sungai untuk sungai yang
mempunyai kedalaman lebih dari 20 meter;

f) Sekurang-kurangnya 100 meter dari tepi sungai untuk sungai yang
terpengaruh pasang surut air laut, dan berfungsi sebagai jalur hijau.

g)Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai,
termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer, yang mempunyai
manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.

h) Perlindungan terhadap sempadan sungai dilakukan untuk melindungi
fungsi sungai dari kegiatan budidaya yang dapat mengganggu dan
merusak kondisi sungai dan mengamankan aliran sungai.

3. Kriteria kawasan sekitar waduk dan danau/situ adalah daratan sepanjang
tepian waduk dan danau/situ yang lebarnya proporsional dengan bentuk
dan kondisi fisik waduk dan danau/situ, sekurang-kurangnya 50 meter dari
titik pasang tertinggi ke arah darat.

Kawasan sekitar waduk dan danau/situ adalah kawasan tertentu di
sekeliling waduk atau danau/situ yang mempunyai manfaat penting untuk
mempertahankan kelestarian fungsi waduk atau danau/situ. Perlindungan
terhadap kawasan sekitar waduk dan danau/situ dilakukan untuk
melindungi waduk dan danau/situ dari kegiatan budidaya yang dapat
mengganggu kelestarian fungsinya.

4. Kriteria kawasan sekitar mata air adalah kawasan dengan radius sekurang-
kurangnya 200 meter sekitar mata air.

Kawasan sekitar mata air adalah kawasan di sekeliing mata air yang
mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi
mata air. Perlindungan terhadap kawasan sekitar mata air, dilakukan untuk
melindungi mata air dari kegiatan budidaya yang dapat merusak kualitas
dan kelestarian mata air serta kondisi fisik kawasan sekitarnya.

5. Kriteria RTH di kawasan perkotaan adalah:
a) Lahan dengan luas paling sedikit 2.500 meter persegi;

b) Berbentuk satu hamparan, berbentuk jalur, atau kombinasi dari bentuk
satu hamparan dan jalur; dan

¢) Didominasi komunitas tumbuhan.
Komponen RTH yang termasuk dalam kawasan lindung adalah:

a) Komponen dalam kawasan lindung adalah kawasan yang memberikan
perlindungan kawasan bawahannya, meliputi hutan lindung;

b) Kawasan suaka alam, meliputi kawasan cagar alam;
¢) Kawasan pelestarian alam, meliputi taman wisata alam;

d) Kawasan perlindungan setempat, meliputi waduk, bendungan dan
sempadannya, kawasan mata air, sempadan sungai dan sempadan
pantai; dan

e) Hutan kota.
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Huruf ¢
1. Kriteria kawasan cagar alam adalah :

a) Kawasan darat dan atau perairan yang ditunjuk mempunyai luas
tertentu yang menunjang pengelolaan yang efektif dengan daerah
penyangga cukup luas serta mempunyai kekhasan jenis tumbuhan,
satwa atau ekosistemnya;

b) Kondisi alam, baik biota maupun fisiknya masih asli dan tidak atau
belum diganggu manusia.

Kawasan cagar alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan
alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan satwa dan ekosistemnya atau
ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya
berlangsung secara alami.

Perlindungan terhadap kawasan cagar alam dilakukan untuk melindungi
kekhasan biota, tipe ekosistem, gejala dan keunikan alam bagi
kepentingan plasma nutfah, ilmu pengetahuan dan pembangunan pada
umumnya.

2. Kriteria kawasan suaka margasatwa adalah :

a) Kawasan yang ditunjuk merupakan tempat hidup dan perkembangan
dari suatu jenis satwa yang perlu dilakukan upaya konservasinya;

b) Memiliki keanekaragaman dan/atau keunikan satwa;

c) Mempunyai luas yang cukup sebagai habitat jenis satwa yang
bersangkutan.

Kawasan suaka margasatwa adalah kawasan suaka alam yang ditunjuk
merupakan tempat hidup dan perkembangbiakan dari suatu jenis satwa
yang perlu dilakukan upaya konservasinya, memiliki keanekaragaman dan
populasi satwa yang tinggi, dan/atau merupakan tempat dan kehidupan
jenis satwa migran tertentu.

Perlindungan terhadap kawasan suaka margasatwa dilakukan untuk
melindungi keanekaragaman dan/atau keunikan jenis satwa.

3. Kriteria kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya adalah kawasan
berupa perairan laut, perairan darat, wilayah pesisir, muara sungai,
gugusan karang dan atol yang mempunyai ciri khas berupa keragaman
dan/atau keunikan ekosistem.

Kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya adalah daerah yang
mewakili ekosistem khas di lautan maupun perairan lainnya, yang
merupakan habitat alami yang memberikan tempat maupun perlindungan
bagi perkembangan keanekaragaman tumbuhan dan satwa yang ada.

Perlindungan terhadap kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya
dilakukan untuk melindungi keanekaragaman biota, tipe ekosistem, gejala
dan keunikan alam bagi kepentingan plasma nutfah, keperluan pariwisata,
dan ilmu pengetahuan.

4. Kriteria kawasan mangrove adalah minimal 130 kali nilai rata-rata
perbedaan air pasang tertinggi dan terendah tahunan diukur dari garis air
surut terendah ke arah darat.
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Kawasan mangrove adalah kawasan pesisir laut yang merupakan habitat
alami yang berfungsi memberi perlindungan kepada perikehidupan pantai
dan lautan. Perlindungan terhadap kawasan pantai berhutan bakau
dilakukan untuk melestarikan hutan bakau sebagai pembentuk ekosistem
hutan bakau dan tempat berkembangbiaknya berbagai biota laut disamping
sebagai pelindung pantai dan pengikisan air laut serta pelindung usaha
budidaya di belakangnya.

Huruf d

1. Kriteria taman nasional adalah :

a) Kawasan darat dan/atau perairan yang ditunjuk relatif luas, tumbuhan
dan/atau satwanya memiliki sifat spesifik dan endemik serta berfungsi
sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan
keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta pemanfaatan secara
lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya;

b) Dikelola dengan sistem zonasi yang terdiri dari atas zona inti, zona
pemanfaatan, dan zona lain sesuai dengan keperluan.

Taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yang dikelola dengan
sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan pengembangan ilmu
pengetahuan, pendidikan, pariwisata, dan rekreasi. Perlindungan terhadap
taman nasional dilakukan untuk melindungi keaslian ekosistem dan
dimanfaatkan untuk pengembangan pendidikan, ilmu pengetahuan,
rekreasi, dan pariwisata serta peningkatan kualitas lingkungan sekitarnya
dan perlindungan dari pencemaran.

2. Kriteria taman hutan raya adalah :
a) Kawasan vyang ditunjuk mempunyai luas tertentu, yang dapat
merupakan kawasan hutan dan/atau kawasan bukan hutan;
b) Memiliki bentang alam dan akses yang baik untuk kepentingan
pariwisata.

Taman hutan raya adalah kawasan pelestarian yang terutama
dimanfaatkan untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa, alami atau
buatan, jenis asli dan/atau bukan asli, pengembangan ilmu pengetahuan,
pendidikan dan latihan, budaya pariwisata dan rekreasi.

Perlindungan terhadap taman hutan raya dilakukan untuk melindungi
koleksi tumbuhan yang alami atau buatan, jenis asli dan/atau bukan asli,
yang dimanfaatkan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, pendidikan,
menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi.

3. Kriteria taman wisata alam adalah :
a) Kawasan darat dan/atau perairan yang ditunjuk mempunyai luas yang
cukup dan lapangannya tidak membahayakan serta memiliki keadaan
yang menarik dan indah, baik secara alamiah maupun buatan;

b) Memenuhi kebutuhan rekreasi dan/atau olahraga serta mudah
dijangkau.

Taman wisata alam adalah kawasan pelestarian alam di darat maupun di
laut yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam.
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Perlindungan terhadap taman wisata alam dilakukan untuk melindungi
bentang alam dan gejala alam yang menarik dan indah, baik secara
alamiah maupun buatan bagi kepentingan pariwisata dan rekreasi.

Huruf e
Kriteria kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan adalah :

1. Benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa
kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya, yang
berumur sekurang-kurangnya 50 tahun atau mewakili masa gaya yang
khas dan sekurang-kurangnya 50 tahun serta dianggap mempunyai nilai
penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan;

2. Lokasi yang mengandung atau diduga mengandung benda cagar budaya.

Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan adalah kawasan yang
merupakan lokasi bangunan hasil budaya manusia yang bernilai tinggi maupun
bentukan geologi alami yang khas.

Perlindungan terhadap kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan
dilakukan untuk melindungi kekayaan budaya bangsa berupa peninggalan
sejarah, bangunan arkeologi, bangunan monumental dan adat istiadat yang
berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dari ancaman kepunahan
yang disebabkan oleh kegiatan alam maupun manusia.

Huruf f
1. Kriteria kawasan rawan tanah longsor adalah kawasan berbentuk lereng
yang rawan terhadap perpindahan material pembentuk lereng berupa
batuan, bahan rombakan, tanah atau material campuran.

2. Kriteria kawasan rawan gelombang pasang adalah kawasan sekitar pantai
yang rawan terhadap gelombang pasang dengan kecepatan antara 10
sampai dengan 100 kilometer per jam yang timbul akibat angin kencang
atau gravitasi bulan atau matahari.

3. Kriteria kawasan rawan banjir adalah daerah yang diidentifikasi sering dan
berpotensi tinggi mengalami bencana banjir.

Kawasan rawan banjir adalah kawasan yang diidentifikasi sering dan
berpotensi tinggi terjadi banjir. Perlindungan terhadap kawasan rawan
banjir dilakukan untuk mengatur kegiatan manusia pada kawasan rawan
banjir untuk menghindari terjadinya bencana akibat perbuatan manusia.

Huruf g
1. Kawasan kars merupakan bentang alam yang unik dan langka. Karena
terbentuk dengan proses yang berlangsung lama dan hanya dijumpai pada
daerah-daerah tertentu, sudah tentu kawasan kars menjadi objek
eksplorasi dan eksploitasi manusia.

2. Kriteria kawasan rawan bencana alam geologi, terdiri atas :
a) Kawasan rawan letusan gunung berapi adalah:
1) Wilayah di sekitar kawah atau kaldera; dan/atau

2) Wilayah yang sering terlanda awan panas, aliran lava, aliran lahar
lontaran atau guguran bau pijar dan/atau aliran gas beracun.

b) Kriteria kawasan rawan gempa bumi tektonik adalah kawasan yang
berpotensi dan/atau pernah mengalami gempa bumi dengan skala VII
sampai dengan XII Modified Mercally Intensity (MMI)
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c) Kriteria kawasan rawan gerakan tanah adalah daerah dengan
kerentanan tinggi untuk terpengaruh gerakan tanah, terutama jika
kegiatan manusia menimbulkan gangguan pada lereng di kawasan ini.

Kawasan rawan gerakan tanah adalah kawasan yang berdasarkan
kondisi geologi dan geografi dinyatakan rawan longsor atau kawasan
yang mengalami kejadian longsor dengan frekuensi cukup tinggi.

Perlindungan terhadap kawasan rawan gerakan tanah dilakukan untuk
mengatur kegiatan manusia pada kawasan rawan gerakan tanah untuk
menghindari terjadinya bencana akibat perbuatan manusia.

d) Zona patahan aktif adalah sempadan dengan lebar paling sedikit 250
meter dari tepi jalur patahan aktif.

e) Kawasan rawan tsunami adalah pantai dengan elevasi rendah dan/atau
berpotensi atau pernah mengalami tsunami.

f) Kawasan rawan abrasi adalah pantai yang berpotensi dan/atau pernah
mengalami abrasi.

3. Kriteria kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah,
meliputi kriteria kawasan imbuhan air tanah, yaitu :

a) Memiliki jenis fisik batuan tanah dengan kemampuan meluluskan air
dengan jumlah yang berarti;

b) Memiliki lapisan penutup tanah berupa pasir sampai lanau;

¢) Memiliki hubungan hidrogeologis yang menerus dengan daerah lepasan;
dan/atau

d) Memiliki muka air tanah tidak tertekan yang letaknya lebih tinggi
daripada muka air tanah yang tertekan.

Huruf h
Kriteria taman buru adalah :

1. Areal yang ditunjuk mempunyai luas yang cukup dan lapangannya tidak
membahayakan; dan atau

2. Kawasan yang terdapat satwa buru yang dikembangbiakkan sehingga
memungkinkan perburuan secara teratur dengan mengutamakan segi
rekreasi, olahraga, dan kelestarian satwa.

Yang dimaksud dengan taman buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan
sebagai tempat wisata berburu.

Huruf i
Kriteria kawasan perlindungan plasma nutfah eks-situ adalah :

1. Areal yang ditunjuk memiliki jenis plasma nutfah tertentu yang belum
terdapat di dalam kawasan konservasi yang telah ditetapkan;

2. Merupakan areal tempat pemindahan satwa yang merupakan tempat
kehidupan baru bagi satwa tersebut mempunyai luas cukup dan
lapangannya tidak membahayakan.

3. Kawasan perlindungan plasma nutfah eks-situ adalah kawasan di luar
kawasan suaka alam dan pelestarian alam yang diperuntukkan bagi
pengembangan dan pelestarian pemanfaatan plasma nutfah tertentu.

Perlindungan terhadap kawasan perlindungan plasma nutfah eks-situ dilakukan
untuk melindungi dan mengembangkan jenis plasma nutfah tertentu di luar
kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam.
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Huruf j
Kriteria kawasan terumbu karang adalah:

1. Berupa kawasan yang berbentuk dari koloni masif dari hewan kecil yang
secara bertahap membentuk terumbu karang;

2. Terdapat di sepanjang pantai dengan kedalaman paling dalam 40 meter;
dan

3. Dipisahkan oleh laguna dengan kedalaman antara 40 sampai dengan 75
meter.

Huruf k
Kriteria kawasan koridor bagi satwa atau biota laut yang dilindungi adalah:

1. Berupa kawasan yang memiliki ekosistem unik, biota endemik, atau proses-
proses penunjang kehidupan; dan

2. Mendukung alur migrasi biota laut.

Huruf |

Kawasan yang sesuai untuk hutan lindung adalah kawasan yang saat ini tidak
berfungsi lindung, namun berdasarkan kriteria teknis digolongkan ke dalam
kawasan lindung (skor diatas 175), sehingga kegiatan budidaya di dalam
kawasan ini perlu diawasi secara ketat untuk mencegah alih fungsi lahan
menjadi kegiatan budidaya yang dapat merusak karakteristik fisik kawasan.
Kawasan yang sesuai untuk hutan lindung ini terletak di luar kawasan hutan
negara.

Pasal 29
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Lokasi kawasan resapan air yang tersebar di kabupaten/kota diatur di dalam
RTRW kabupaten/kota yang bersangkutan.

Pasal 30
Huruf a
Kawasan sempadan pantai, mengikuti aturan :
1. perlindungan terhadap gempa dan/atau tsunami;

2. perlindungan pantai dari erosi dan abrasi;

3. perlindungan sumberdaya buatan di pesisir dari badai, banjir dan bencana
alam;

4. perlindungan terhadap ekosistem pesisir seperti lahan basah, mangrove,
terumbu karang, padang lamun, gumuk pasir estuaria dan delta;

5. pengaturan akses publik; dan
6. pengaturan untuk saluran air limbah.
Huruf b

Kawasan sempadan sungai diatur lebih lanjut oleh kabupaten/kota yang
bersangkutan.
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Huruf ¢
Lokasi kawasan sekitar waduk dan danau/situ diatur lebih lanjut oleh
kabupaten/kota yang bersangkutan.

Huruf d
Kawasan sekitar mata air ditetapkan oleh kabupaten/kota yang bersangkutan.

Huruf e
RTH di kawasan perkotaan ditetapkan oleh kabupaten/kota yang
bersangkutan.

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Huruf a
Angka 1
Cukup jelas

Angka 2
Klasifikasi kawasan kars ditinjau dari segi pemanfaatannya dibagi menjadi 3
kelas, yaitu Kawasan Kars Kelas I, Kawasan Kars Kelas II, dan Kawasan
Kars Kelas III. RTRWP menetapkan Kawasan Kars Kelas I dan II yang
memenuhi persyaratan, sebagai bagian dari komponen kawasan konservasi
lingkungan geologi dalam kawasan lindung.

Kawasan Kars Kelas I merupakan kawasan lindung sumberdaya alam, yang
penetapannya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kawasan Kars Kelas I memiliki salah satu, atau lebih kriteria berikut ini :

a. berfungsi sebagai penyimpan air bawah tanah secara tetap (permanen)
dalam bentuk akuifer, sungai bawah tanah, telaga atau danau bawah
tanah yang keberadaannya mencukupi fungsi umum hidrologi;

b. mempunyai gua dan sungai bawah tanah aktif yang kumpulannya
membentuk jaringan baik mendatar maupun tegak yang sistemnya
mencukupi fungsi hidrologi dan ilmu pengetahuan;

C. gua mempunyai speleotem aktif dan/atau peninggalan sejarah
sehingga berpotensi untuk dikembangkan menjadi objek wisata dan
budaya;

d. mempunyai kandungan flora dan fauna khas yang memenuhi arti dan
fungsi sosial, ekonomi, budaya serta pengembangan ilmu pengetahuan.

Pemanfaatan dan perlindungan Kawasan Kars Kelas I :
a. Di dalam Kawasan Kars Kelas I tidak boleh ada kegiatan pertambangan.
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b. Di dalam Kawasan Kars Kelas I dapat dilakukan kegiatan lain, asal tidak
berpotensi mengganggu proses karstifikasi, merusak bentuk-bentuk kars di
bawah dan di atas permukaan, serta merusak fungsi kawasan kars.

Kawasan Kars Kelas II merupakan kawasan yang memiliki salah satu atau
semua kriteria berikut ini :

a. berfungsi sebagai pengimbuh air bawah tanah, berupa daerah tangkapan
air hujan yang mempengaruhi naik-turunnya muka air bawah tanah di
kawasan kars, sehingga masih mendukung fungsi umum hidrologi;

b. mempunyai jaringan lorong bawah tanah hasil bentukan sungai dan gua
yang sudah kering, mempunyai speleotem yang sudah tidak aktif atau
rusak, serta sebagai tempat tinggal tetap fauna yang semuanya memberi
nilai dan manfaat ekonomi.

Pemanfaatan dan perlindungan Kawasan Kars Kelas II dapat dilakukan
kegiatan usaha pertambangan dan kegiatan lain, yaitu setelah kegiatan
tersebut dilengkapi dengan studi lingkungan (Amdal atau UKL dan UPL) sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b
Cukup jelas

Huruf ¢
Yang dimaksud dengan kawasan imbuhan air tanah adalah kawasan
resapan air yang mampu menambah air tanah secara alamiah pada CAT.

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Ayat (1)

Kriteria kawasan hutan produksi adalah:
1. Memiliki faktor kemiringan lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan
dengan jumlah skor paling besar 174;

2. Merupakan kawasan yang apabila dikonversi mampu mempertahankan
dayadukung dan dayatampung lingkungan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas
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Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 43
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 44
Ayat (1)
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Lahan yang memenuhi persyaratan teknis untuk pengembangan peternakan
adalah hamparan tanah yang sesuai dengan keperluan budidaya ternak,
antara lain tersedianya sumber air, topografi, agroklimat, dan bebas dari
bakteri patogen yang membahayakan ternak.

Yang dimaksud dengan rumah potong hewan adalah suatu bangunan atau
kompleks bangunan beserta peralatannya dengan desain yang memenuhi
persyaratan sebagai tempat menyembelih hewan, termasuk kelengkapan
instalasi pengolahan limbah, sehingga memenuhi kaidah kesehatan
masyarakat dan sanitasi lingkungan. Rumah potong hewan dapat
diselenggarakan setelah mendapat izin usaha dari Bupati/Walikota.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 45
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)

Prinsip pengembangan

permukiman

prinsip

keberlanjutan, keharmonisan, faktor hukum dan peraturan, dayadukung
lingkungan, kondisi eksisting, profil demografi, kondisi fisik lingkungan,
kebutuhan, pelayanan sosial, kepuasan penghuni, supply demand, visi masa
depan, isu strategis, konsultasi publik, monitoring dan review program.
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Huruf a

Kerusakan pesisir di wilayah pesisir utara meliputi abrasi, akresi, dan intrusi
air laut. Bencana pesisir di wilayah pesisir utara adalah banjir dan
gelombang pasang.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (4)
Huruf a

Pengembangan kawasan di  bidang perikanan laut dilakukan melalui
konsep pengembangan perikanan Pantura dan muara Pantai Selatan yang
berkelanjutan, dan mengintegrasikan antara pelestarian kawasan lindung
berupa zona green belt (200 m), zona pemanfaatan berupa kawasan
budidaya, usaha budidaya berwawasan lingkungan serta integrasi antara
lingkungan-bisnis-infrastruktur.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Penempatan lokasi industri maritim berdasarkan pertimbangan kadar
maksimum limbah yang diperbolehkan menurut peraturan yang berlaku,
dan berdasarkan klasifikasi menurut limbah yang dibuang.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Pengembangan jasa kelautan diarahkan pada penumbuhan dan
pengawasan perikanan komersial di Pansela dan Pantura, penumbuhan dan
pengembangan bisnis input, teknologi komunikasi kelautan, jaringan
usaha; pertumbuhan dan pengembangan bisnis pasca panen, penguatan
captive demand: serta melakukan penumbuhan, pencegahan dan
pengawasan pada bisnis laboratorium penunjang.

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)
Kriteria kawasan perikanan adalah:

1.

2.

Wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan penangkapan, budidaya,
dan industri pengolahan hasil perikanan; dan/atau

Tidak mengganggu kelestarian lingkungan hidup.

Ayat (2)
Cukup jelas
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Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 47

Ayat (1)
Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Daerah dengan kerentanan bencana tinggi adalah daerah rawan bencana
alam dan bencana alam geologi yang mempunyai tingkat potensi
kerusakan, kecederaan, dan kehancuran yang tinggi terhadap kondisi fisik
(infrastruktur), sosial kependudukan, dan ekonomi.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (2)
Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Kegiatan pertambangan di kawasan pertambangan wajib meninggalkan
warisan pasca penutupan tambang berupa kehidupan sosial yang lebih baik
bagi masyarakat sekitar kawasan pertambangan, melalui penyelenggaraan
program-program pemberdayaan masyarakat untuk pembangunan
berkelanjutan serta penyelenggaraan program-program penyediaan
fasilitas kesehatan, pendidikan dan prasarana lainnya. Selain itu
meningkatkan perbaikan kondisi perekonomian setempat dengan
menyediakan kesempatan kerja bagi penduduk dan menyediakan dana
bagi kesejahteraan masyarakat.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas
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Huruf f

Penanggulangan kerusakan lahan eks pertambangan merupakan upaya
mengembalikan fungsi lingkungan hidup di bekas daerah pertambangan
menjadi daerah yang berdayaguna. Penanggulangan kerusakan lahan eks
pertambangan dapat dilakukan dengan memperbaiki hutan yang terganggu
oleh kegiatan pertambangan. Pelaksanaan penanggulangan kerusakan
lahan eks pertambangan dan rehabilitasi hutan dilaksanakan oleh
perusahaan pertambangan sebagai bagian yang terpadu dalam kegiatan
penambangan. Selain itu penanggulangan kerusakan lahan eks
pertambangan dilakukan pula melalui upaya rehabilitasi lahan kritis di luar
areal pertambangan dan di DAS sebagai bagian dari upaya untuk
mengurangi efek rumah kaca.

Huruf g
Cukup jelas

Huruf h
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 48
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan
kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang
yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah
memiliki Izin Usaha Kawasan Industri dengan luasan lahan paling rendah 50
hektar dalam satu hamparan.

Huruf a

Perusahaan industri yang wajib berlokasi di kawasan industri meliputi
perusahaan industri yang akan melakukan perluasan dengan menambah
lahan melebihi ketersediaan lahan sesuai rencana tata ruang setempat.

Perusahaan industri yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di kawasan
industri meliputi:

1) Perusahaan industri yang menggunakan bahan baku dan/atau proses
produksinya memerlukan lokasi khusus, antara lain industri semen,
industri pupuk, industri kertas, industri galangan kapal;

2) Industri mikro, kecil, dan menengah;

3) Perusahaan industri yang akan menjalankan industri dan berlokasi di
daerah kabupaten/kota yang belum memiliki kawasan industri atau yang
telah memiliki kawasan industri namun seluruh kaveling industri dalam
kawasan industrinya telah habis.
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Huruf b
Syarat teknis meliputi karakteristik lokasi dan kesesuaian lahan, meliputi:

1) kemiringan lereng: kemiringan lereng yang sesuai untuk kegiatan industri
berkisar 0 persen sampai dengan 25 persen, pada kemiringan lebih besar
dari 25 persen sampai dengan 45 persen dapat dikembangkan kegiatan
industri dengan perbaikan kontur serta ketinggian tidak lebih dari 1.000
meter di atas permukaan laut;

2) hidrologi: bebas genangan, dekat dengan sumber air permukaan,
drainase baik sampai sedang;

3) klimatologi: lokasi berada pada kecenderungan minimum arah angin
yang menuju permukiman penduduk;

4) geologi: dapat menunjang konstruksi bangunan, tidak berada di daerah
rawan bencana longsor dan bahaya gunung api;

5) lahan: area cukup luas, karakteristik tanah bertekstur sedang sampai
kasar, berada pada tanah tidak produktif untuk pertanian.

Huruf ¢
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Ayat (2)
Huruf a

Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan industri kreatif adalah proses peningkatan nilai
tambah hasil eksploitasi kekayaan intelektual berupa kreativitas, keahlian,
dan bakat individu menjadi produk vyang dapat dijual sehingga
meningkatkan kesejahteraan bagi pelaksana dan orang yang terlibat.

Industri kreatif membutuhkan transformasi agar dapat menjadi produk
bernilai ekonomi. Dalam peta industri kreatif, model berdasarkan pada
individu kreatif dengan lima pilar utama, meliputi industri yang terlibat
dalam produksi industri kreatif, teknologi sebagai pendukung mewujudkan
kreativitas individu, sumberdaya seperti sumberdaya alam dan lahan,
kelembagaan mulai dari nhorma dan nilai di masyarakat, asosiasi industri,
dan komunitas pendukung hingga perlindungan atas kekayaan intelektual,
serta lembaga intermediasi keuangan.
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Terdapat 14 industri yang diidentifikasi sebagai industri kreatif, yaitu
arsitektur, desain, kerajinan, layanan komputer dan peranti lunak, mode,
musik, pasar seni dan barang antik, penerbitan dan percetakan, periklanan,
permainan interaktif, riset dan pengembangan, seni pertunjukan, televisi
dan radio, serta video, film, dan fotografi.

Yang dimaksud dengan industri telematika adalah industri yang
berhubungan dengan penggunakan komputer dalam sistem telekomunikasi.
Yang termasuk dalam telematika adalah layanan dia/ up ke internet maupun
semua jenis jaringan yang didasarkan pada sistem telekomunikasi untuk
mengirimkan data. Internet merupakan salah satu contoh telematika.

Istilah telematika sering dipakai untuk beberapa macam bidang, seperti :

1. Integrasi antara sistem telekomunikasi dan informatika yang dikenal
sebagai Teknologi Komunikasi dan Informatika atau ICT (Information and
Communications Technology). Secara lebih spesifik, ICT merupakan ilmu
yang berkaitan dengan pengiriman, penerimaan dan penyimpanan
informasi dengan menggunakan peralatan telekomunikasi;

2. Teknologi Sistem Navigasi/Penempatan Global atau GPS (Global/
Positioning System) sebagai bagian integral dari komputer dan teknologi
komunikasi berpindah (mobile communication technology);

3. Bidang kendaraan dan lalulintas (road vehicles dan vehicle telematics).

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan manajemen mutu adalah semua aktivitas dari
keseluruhan fungsi manajemen yang menetapkan kebijakan mutu, tujuan,
dan tanggungjawab perusahaan, serta melaksanakannya dengan cara
seperti perencanaan mutu, pengendalian mutu, pemastian mutu, dan
peningkatan mutu di dalam sistem mutu.

Yang dimaksud dengan pengendalian mutu adalah pengendalian yang
dilakukan selama proses produksi.

Yang dimaksud dengan Clean Development Mechanism (CDM) adalah
mekanisme dibawah Protokol Kyoto sebagai hasil Konvensi Perubahan
Iklim, yang dimaksudkan untuk :

1. membantu negara maju/industri memenuhi sebagian kewajibannya
menurunkan emisi gas rumah kaca;

2. membantu negara berkembang dalam upaya menuju pembangunan
berkelanjutan dan kontribusi terhadap pencapaian tujuan Konvensi
Perubahan Iklim.

Produksi Bersih merupakan suatu strategi untuk menghindari timbulnya
pencemaran industri melalui pengurangan timbulan limbah pada setiap
tahap dari proses produksi untuk meminimalkan atau mengeliminasi limbah
sebelum segala jenis potensi pencemaran terbentuk. Istilah seperti
pencegahan pencemaran, pengurangan pada sumber, dan minimasi
limbah, sering disertakan dengan istilah produksi bersih.
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Produksi bersih berfokus pada usaha pencegahan terbentuknya limbah.
Dimana limbah merupakan salah satu indikator inefisiensi, karena itu usaha
pencegahan tersebut harus dilakukan mulai dari awal, pengurangan
terbentuknya limbah dan pemanfaatan limbah yang terbentuk melalui daur
ulang. Keberhasilan upaya ini akan menghasilkan penghematan yang luar
biasa karena penurunan biaya produksi yang signifikan sehingga
pendekatan ini menjadi sumber pendapatan.

Huruf f
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 49
Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Ayat (1)
Huruf a

Pengembangan permukiman perkotaan di kawasan rawan bencana alam
dan bencana alam geologi, dilaksanakan dengan persyaratan teknis yang
ditinjau dari tingkat kerentanan, meliputi :

1. kerentanan tinggi
- konstruksi bangunan beton tidak bertulang dengan kepadatan
bangunan tinggi (lebih besar dari 60 unit/ha) dan sedang (30
sampai dengan 60 unit/ha)
- konstruksi bangunan beton bertulang dengan kepadatan bangunan
tinggi (lebih besar dari 60 unit/ha)

2. kerentanan sedang
- konstruksi bangunan beton bertulang dengan kepadatan bangunan
sedang (30 sampai 60 unit/ha) dan rendah (lebih kecil dari 30
unit/ha), semi permanen dengan kepadatan bangunan tinggi (lebih
besar dari 60 unit/ha) dan sedang (30 sampai dengan 60 unit/ha)
- konstruksi bangunan tradisional dengan kepadatan bangunan tinggi
(lebih besar dari 60 unit/ha)

3. kerentanan rendah
- konstruksi bangunan semi permanen dengan kepadatan bangunan
rendah (lebih kecil dari 30 unit/ha)
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- konstruksi tradisional dengan kepadatan sedang (30 sampai dengan
60 unit/ha) dan rendah (lebih kecil dari 30 unit/ha)

Huruf b
Kawasan permukiman perkotaan yang berada di luar kawasan yang
ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana gunung api adalah kawasan
yang tidak diindikasikan berpotensi bencana gunung api atau yang
dipekirakan tidak akan terjadi bencana gunung api.

Huruf ¢
Cukup jelas

Huruf d
Yang dimaksud dengan prasarana permukiman adalah kelengkapan dasar
yang dibutuhkan agar permukiman dapat berfungsi secara optimal seperti
jalan akses atau jalan lingkungan, drainase, jaringan limbah, dan
persampahan.

Yang dimaksud dengan sarana permukiman adalah fasilitas yang berfungsi
untuk menunjang kegiatan permukiman seperti fasilitasi pendidikan,
fasilitas ibadah, fasilitas ekonomi, fasilitas sosial, fasilitas kesehatan,
fasilitas olahraga, dan fasilitas rekreasi.

Yang dimaksud dengan utilitas pendukung adalah fasilitas bangunan
permukiman, berupa jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan telepon,
jaringan gas dan pembuangan sampah.

Huruf e
Cukup jelas

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Yang dimaksud dengan kota inti PKN adalah kota yang berperan sebagai
pusat kegiatan ekonomi, pemerintahan dan kebudayaan dalam sistem
wilayah perkotaan metropolitan (PKN).

Huruf c
Yang dimaksud dengan kota mandiri adalah kota baru yang direncanakan
dan dikembangkan tersendiri yang walaupun fungsinya mempunyai kaitan
dengan kota-kota yang telah tumbuh dan berkembang, namun kota-kota
ini dikembangkan dengan fungsi khusus yang berkaitan dengan potensi
tertentu.

Yang dimaksud dengan kota satelit adalah kota baru yang direncanakan
dan dikembangkan dalam kaitannya dengan suatu kota yang telah tumbuh
dan berkembang, dan dimaksudkan sebagai suatu upaya untuk membantu
memecahkan permasalahan yang terjadi pada kota yang telah ada
tersebut. Misalnya untuk memecahkan masalah kekurangan perumahan
atau dalam rangka perluasan kota.

Huruf d
Cukup jelas
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Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 52
Ayat (1)
Huruf a

Yang dimaksud dengan RTH privat, adalah RTH milik institusi tertentu atau
orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara
lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta
yang ditanami tumbuhan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan RTH publik, adalah RTH yang dimiliki dan dikelola
oleh Pemerintah Daerah kota/kabupaten yang digunakan untuk
kepentingan masyarakat secara umum.

Yang dimaksud dengan sabuk hijau (green belt) adalah RTH yang memiliki
tujuan utama untuk membatasi perkembangan suatu penggunaan lahan
atau membatasi aktivitas satu dengan aktivitas lainnya agar tidak saling
mengganggu.

Yang dimaksud dengan pulau jalan atau disebut dengan pulau lalulintas
adalah bagian jalan yang tidak dapat dilalui oleh kendaraan, dapat berupa
marka jalan atau bagian jalan yang ditinggikan. Pulau lalulintas berfungsi
untuk meningkatkan keselamatan lalulintas pada ruas jalan ataupun di
persimpangan jalan melalui pemisahan arus.

Pulau jalan dapat berupa :

1. kanalisasi arus pada persimpangan untuk memisahkan arus lalulintas;
2. pulau pemisah jalan pada tempat penyeberangan pejalan kaki;

3. median jalan;

4. bundaran lalu lintas;

5. marka di persimpangan.

Yang dimaksud dengan median jalan adalah suatu pemisah fisik jalur
lalulintas yang berfungsi untuk menghilangkan konflik lalulintas dari arah
yang berlawanan, sehingga pada gilirannya akan meningkatkan
keselamatan lalulintas. Berbagai bentuk median yang digunakan seperti :

1. Jalur hijau yang mempunyai lebar antara 2 sampai 20 meter atau lebih
sepanjang ruangnya tersedia;

2. Pulau jalan yang dilengkapi dengan kerb;
3. Beton pemisah.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 53
Ayat (1)
Kriteria kawasan pertahanan dan keamanan adalah:

1. Kawasan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga dan/atau laut
lepas termasuk pulau-pulau kecil terluar; dan


http://id.wikipedia.org/wiki/Keselamatan
http://id.wikipedia.org/wiki/Ruas_jalan
http://id.wikipedia.org/wiki/Persimpangan
http://id.wikipedia.org/wiki/Lalu_lintas
http://id.wikipedia.org/wiki/Pejalan_kaki
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2. Kawasan yang telah menjadi basis militer, daerah latihan militer, daerah
pembuangan amunisi dan peralatan pertahanan lainnya, gudang amunisi,
daerah uji coba sistem persenjataan, dan/atau kawasan industri sistem
pertahanan

Yang dimaksud dengan kawasan militer dan kepolisian lainnya adalah markas
komando militer dan kepolisian.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 54
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan industri manufaktur adalah industri yang mengolah
berbagai material dan dirakit hingga menjadi benda yang dipergunakan sehari-
hari. Misalnya industri semen dan industri barang galian non logam (seperti
industri keramik, industri perhiasan dari batu), industri kertas dan barang
cetakan, industri barang kayu dan hasil hutan, dan industri barang lainnya.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Huruf a

Secara teknis, peningkatan jalan terdiri atas peningkatan struktur dan
peningkatan kapasitas. Peningkatan struktur merupakan kegiatan
penanganan untuk dapat meningkatkan kemampuan ruas-ruas jalan dalam
kondisi tidak mantap atau kritis agar ruas-ruas jalan tersebut memiliki
kondisi pelayanan mantap sesuai dengan umur rencana yang ditetapkan
dan disesuaikan dengan perkembangan jumlah dan beban lalulintas.

Peningkatan kapasitas merupakan penanganan jalan dengan pelebaran
perkerasan, baik menambah maupun tidak menambah jumlah lajur.

Yang dimaksud dengan ruas jalan strategis adalah jalan yang diprioritaskan
untuk melayani kepentingan provinsi berdasarkan pertimbangan untuk
membangkitkan pertumbuhkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Huruf b

Pengembangan pelabuhan laut di Kabupaten Bekasi tidak boleh
dilaksanakan di kawasan hutan lindung dan pertanian lahan basah beririgasi
teknis, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengembangan angkutan massal perkotaan merupakan bentuk pelayanan
Pemerintah Daerah dalam penyediaan angkutan umum alternatif yang lebih
nyaman dan aman bagi masyarakat, serta dalam upaya mengantisipasi
kemacetan lalulintas di perkotaan.

Fasilitas dan prasarana lalulintas angkutan jalan antara lain terdiri dari
rambu lalulintas (perintah, larangan, dan petunjuk), alat pengendali
lalulintas (antara lain traffic light dan warning light), alat pengarah lalulintas
(antara lain marka jalan, delinator), alat pengaman jalan (antara lain guard
rail), serta perlengkapan jalan lainnya (antara lain jembatan penyeberangan
orang, penerangan jalan umum). Fasilitas dan prasarana lalulintas ini
termasuk fasilitas tempat pemberhentian sementara (rest area) bagi
kendaraan besar.
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Huruf c

Yang dimaksud dengan revitalisasi fungsi danau/situ adalah mengembalikan
fungsi danau/situ seperti sedia kala.

Yang dimaksud dengan optimalisasi fungsi danau/situ adalah peningkatan
fungsi situ melalui peningkatan kapasitas tampung danau/situ.

Huruf d

Yang dimaksud dengan pengembangan pemanfaatan sampah sebagai
energi di TPA adalah memanfaatkan gas yang dihasilkan dari sampah untuk
pembangkit listrik di TPA yang menggunakan sistem sanitary landfill (gas
sanitary landfill/LFG).

LFG merupakan produk sampingan dari proses dekomposisi dari timbunan
sampah yang terdiri dari unsur 50% metan (CH4), 50% karbon dioksida
(CO2) dan <1% non-methane organic compound (NMOCs). LFG harus
dikontrol dan dikelola dengan baik, untuk menghindari timbulnya smog
(kabut gas beracun), pemanasan global dan kemungkinan terjadi ledakan
gas.

TPA dengan sistem sanitary /andfill dilakukan dengan cara memasukkan
sampah ke dalam lubang, selanjutnya diratakan dan dipadatkan kemudian
ditutup dengan tanah yang gembur, demikian seterusnya hingga
membentuk lapisan-lapisan.

Untuk memanfatkan gas yang sudah terbentuk, proses selanjutnya adalah
memasang pipa-pipa penyalur untuk mengeluarkan gas. Gas selanjutnya
dialirkan menuju tabung pemurnian sebelum pada akhirnya dialirkan ke
generator untuk memutar turbin.

Dalam penerapan sistem sanitary landfill, perlu memperhatikan luas area,
tanah gembur untuk penutup, kedalaman permukaan tanah dan lokasi yang
ekonomis berdekatan dengan sampah sehingga biaya transportasi untuk
mengangkut tanah tidak terlalu tinggi.

Yang dimaksud dengan desa mandiri energi adalah desa yang dapat
menyediakan energi bagi desa itu sendiri sehingga dapat membuka
lapangan kerja, mengurangi kemiskinan dan menciptakan kegiatan
produktif.

Konsep kemandirian energi mencakup 3 macam kemandirian, yaitu :

1. kemandirian di bidang listrik, merupakan kemampuan menyediakan
listrik bagi desa itu sendiri dengan menggunakan sumber-sumber energi
terbarukan yang tersedia di desa tersebut, dapat berupa sinar matahari,
tenaga air, panas bumi, biomassa, dan angin.

2. kemandirian dalam bidang energi primer, merupakan kemampuan
menyediakan energi primer bagi desa itu sendiri dengan memanfaatkan
berbagai sumber energi baru dan terbarukan yang tersedia misalnya
kaliandra, lamtorogung, limbah peternakan, jarak, sawit, kelapa, dan
lain-lain.

3. kemandirian di bidang market, merupakan kemampuan desa yang tidak
memiliki sumber energi terbarukan tetapi memiliki kemampuan finansial
sehingga dapat mengimpor energi untuk memenuhi kebutuhan
energinya, seperti briket, batubara, LPG, kerosin, dan listrik dari PLN.
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Huruf e

Yang dimaksud dengan hunian vertikal adalah bangunan atau gedung yang
berlantai banyak. Pembangunan hunian vertikal merupakan solusi dalam
mengatasi kepadatan penduduk dan keterbatasan lahan perumahan bertipe
rumah mendatar (/anded house).

Bangunan vertikal mendukung upaya menjaga daerah resapan air dan
mendukung upaya pelestarian kawasan perkotaan, karena lebih hemat
lahan sehingga cenderung menyisakan lahan sisanya untuk RTH, baik yang
disediakan sendiri oleh privat maupun yang disediakan pemerintah untuk
publik. Selain itu bangunan vertikal dapat menciptakan konsep hunian ideal
di perkotaan yang di dalamnya dilengkapi prasarana dan sarana dasar
dengan kualitas memadai.

Yang dimaksud dengan kawasan siap bangun adalah sebidang tanah yang
fisiknya telah dipersiapkan untuk pembangunan perumahan dan
permukiman skala besar yang terbagi dalam satu lingkungan siap bangun
atau lebih, yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dengan lebih
dahulu dilengkapi dengan jaringan primer dan sekunder prasarana
lingkungan sesuai dengan rencana tata ruang lingkungan yang ditetapkan
oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan memenuhi persayaratan pembakuan
pelayanan prasarana dan sarana lingkungan.

Yang dimaksud dengan lingkungan siap bangun adalah sebidang tanah yang
merupakan bagian dari kawasan siap bangun yang telah dipersiapkan dan
dilengkapi dengan prasarana lingkungan dan selain itu juga sesuai dengan
persyaratan pembakuan tata lingkungan tempat tinggal atau lingkungan
hunian dan pelayanan lingkungan untuk membangun kaveling tanah
matang.

Yang dimaksud dengan pengendalian permukiman di kawasan Puncak untuk
mendukung fungsi konservasi kawasan melalui penerapan prinsip eco-
architecture, yaitu arsitektur yang berwawasan lingkungan dalam wujud
bangunan, utilitas bangunan, kawasan dan utilitas kawasan.

Huruf f
Cukup jelas

Pasal 55
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Yang dimaksud dengan industri non-polutif adalah industri yang tidak
menghasilkan limbah cair dan/atau tidak membutuhkan air dalam jumlah
banyak, contohnya industri tekstil.

Yang dimaksud dengan industri non-ekstraktif adalah industri yang
mengambil bahan baku dari tempat lain atau yang disediakan industri lain,
contohnya industri sepatu di Bandung dengan bahan baku kulit berasal
dari Surabaya.
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Huruf ¢
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Yang dimaksud dengan koordinasi pemanfaatan gas alam di Kabupaten
Karawang dan Kabupaten Subang adalah penyiapan regulasi dan pranata
dalam pengembangan dan pemanfaatan gas alam, termasuk migas.

Huruf d
Yang dimaksud dengan infrastruktur pengendali banjir antara lain tanggul
sungai, bangunan dan saluran pengelak, serta saluran pengumpul
(collector drain).

Infrastruktur pengendali banjir merupakan bagian dari infrastruktur
pengendali daya rusak air. Pengendalian daya rusak air dilakukan pada
sungai, danau, waduk dan/atau bendungan, rawa, cekungan air tanah,
sistem irigasi, air hujan, dan air laut yang berada di darat.

Pengendalian daya rusak air mencakup upaya :

- Pencegahan
Pencegahan dilakukan baik melalui kegiatan fisik dan/atau nonfisik,

maupun melalui penyeimbangan hulu dan hilir wilayah sungai.
Pencegahan lebih diutamakan pada kegiatan nonfisik.

- Penanggulangan
Penanggulangan dilakukan dengan mitigasi bencana

- Pemulihan
Pemulihan dilakukan dengan memulihkan kembali fungsi lingkungan

hidup dan sistem prasarana sumber daya air.

Yang dimaksud dengan peningkatan jaringan irigasi adalah kegiatan
meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau
menambah luas aral pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada,
dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi.

Huruf e

Pengelolaan persampahan di permukiman dapat dilakukan melalui konsep
pengelolaan 3 R, yaitu reduce (mengurangi volume), reuse (menggunakan
kembali) dan recycle (mendaur ulang). Konsep 3 R ini bersifat melengkapi
atau menyempurnakan konsep pengelolaan sampah yang dilakukan oleh
Pemerintah sehingga diperoleh hasil yang optimal. Kombinasi konsep 3 R
dapat mengembangkan paradigma pengelolaan sampah menjadi
meminimalkan, mengumpulkan, memilah, mengangkut dan membuang
sisanya.
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Yang dimaksud dengan prasarana dasar permukiman adalah kelengkapan
dasar yang dibutuhkan agar permukiman dapat berfungsi secara optimal
seperti jalan akses atau jalan lingkungan, air bersih, drainase, jaringan
limbah, dan persampahan.

Pembangunan infrastruktur dasar permukiman di perdesaan diprioritaskan
untuk penyediaan air minum dan sanitasi bagi daerah rawan air, tertinggal,
terpencil, terluar maupun kawasan perbatasan, guna mendukung
perekonomian di wilayah perdesaan serta melancarkan arus barang dan
jasa melalui pembangunan terminal sementara untuk angkutan barang.

Huruf f

Pasal 56

Cukup jelas

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Pengembangan agribisnis dan agroindustri di Kabupaten Indramayu dilakukan
dengan pengembangan kawasan industri hasil pertanian tanaman pangan dan
holtikultura (rice estate).

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 57

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 58

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan ternak ruminansia adalah ternak memamah biak,
terdiri dari ternak sapi dan kerbau (ruminansia besar) serta kambing dan
domba (ruminansia kecil).

Ayat (3)
Lokasi PLTA Pump Storage Cisokan meliputi Kabupaten Cianjur dan Kabupaten
Bandung Barat.

Pasal 59

Ayat (1)
Cukup jelas
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Ayat (2)
Peran provinsi dalam mengatur kawasan industri dalam bentuk penetapan
lokasi kawasan industri lintas Kabupaten/Kota, termasuk pengaturan mengenai
kriteria teknis.

Ayat (3)
Lokasi Terminal Tipe A di KK Metropolitan Bandung Raya diprioritaskan di
wilayah timur dan barat.

Pusat kebudayaan dapat digunakan sebagai ruang pameran (eksibisi).

Pasal 60

Yang dimaksud dengan jalan kolektor primer lintas utara adalah jalan nasional
yang sejajar dengan jalan arteri primer lintas utara Jawa Barat, berlokasi dari
Kabupaten Bekasi sampai Kabupaten Subang.

Yang dimaksud dengan jalan poros tengah di jalur Bandung-Pangalengan-
Rancabuaya adalah ruas jalan provinsi yang merupakan salah satu jalur vertikal di
bagian selatan yang diprioritaskan untuk ditingkatkan, untuk mendukung
pengembangan Jawa Barat Bagian Selatan.

Pasal 61
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
KSP ditetapkan dengan kriteria :

a. Kawasan yang memiliki potensi pengembangan yang bersifat lintas
kabupaten/kota;

b. Kawasan yang membutuhkan sinergitas koordinasi penanganan lintas
kabupaten/kota, baik yang bersifat fisik lingkungan, kebencanaan maupun
ekonomi;

c. Kawasan yang diprioritaskan menjadi kawasan yang dapat mendorong
perekonomian Jawa Barat;

d. Kawasan yang terletak di perbatasan provinsi dan memerlukan sinkronisasi
penataan ruang dan pengembangan wilayah dengan kawasan yang
berbatasan;

e. Kawasan yang memiliki nilai sejarah dan vital untuk dipertahankan sebagai
simbol Jawa Barat; dan

f. Kawasan yang memiliki fungsi pertahanan dan keamanan.

KSP Bogor-Puncak-Cianjur ditetapkan berdasarkan isu penanganan rehabilitasi
dan revitalisasi kawasan serta pembatasan dan pengendalian pembangunan.
Termasuk didalamnya konservasi kawasan sebagai kawasan resapan air dan
optimalisasi Taman Safari Indonesia serta Kebun Raya Cibodas sebagai
kawasan perlindungan alam plasma nutfah di Jawa Barat.

Penanganan Observatorium Bosscha diatur dalam pengendalian pemanfaatan
ruang Kawasan Bandung Utara melalui upaya-upaya pelestarian dan penataan
lingkungan.
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KSP Pesisir pantura meliputi kawasan daratan (kecamatan) di bagian utara
Jawa Barat, mencakup pesisir dan perairan pantai sepanjang 417,5 km yang
membentang dari Kabupaten Bekasi sampai Kabupaten Cirebon. Isu
penanganan di KSP Pesisir Pantura berupa pengendalian pemanfaatan
sumberdaya alam yang melebihi dayadukung lingkungan, rehabilitasi atau
revitalisasi kawasan hutan mangrove, pengembangan atau peningkatan
kegiatan ekonomi pesisir, serta peningkatan kualitas pemukiman nelayan.
Dalam hal ini rehabilitasi atau revitalisasi kawasan hutan mangrove merupakan
salah satu upaya perlindungan kawasan pesisir dari bencana serta upaya
peningkatan luasan kawasan lindung berupa RTH.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 62
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Ayat (1)
Arahan peraturan zonasi sistem Daerah digunakan sebagai pedoman bagi
pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam hal :

a. Arahan peraturan zonasi terkait antara kepentingan perizinan yang menjadi
wewenang provinsi dengan pola ruang wilayah provinsi, termasuk dalam
kategori ini adalah arahan peraturan zonasi pada kawasan lindung dan
budidaya strategis provinsi;

b. Arahan peraturan zonasi terkait antara kepentingan perizinan yang
kewenangan perizinannya berada pada Pemerintah Kabupaten/Kota, sedangkan
yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang strategis nasional dan provinsi
berada pada kewenangan provinsi.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas
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Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 67
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Arahan zonasi kawasan pelabuhan mencakup arahan zonasi kawasan pelabuhan
umum dan kawasan pelabuhan khusus.

Arahan zonasi kawasan pelabuhan umum mencakup arahan zonasi untuk
kawasan pelabuhan utama, pengumpan dan pengumpul. Sedangkan arahan
zonasi kawasan pelabuhan khusus mencakup arahan zonasi untuk kawasan
terminal khusus dan kawasan terminal untuk kepentingan sendiri.

Ketentuan dalam pengembangan terminal khusus dan terminal untuk
kepentingan sendiri, memperhatikan :

1. pengendalian pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional dan
pengembangan kawasan terminal khusus, untuk kepentingan sendiri
menunjang kegiatan usaha pokoknya;

2. perlindungan terhadap fungsi kawasan lindung;
3. perlindungan terhadap lahan sawah beririgasi teknis;

4. ketentuan pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang
berdampak pada keberadaan jalur transportasi laut;

5. pembatasan pemanfaatan ruang di lingkungan kerja dan kepentingan
terminal khusus, yang telah mendapatkan izin sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

6. pengembangan terminal khusus dilakukan diluar Daerah Lingkungan Kerja
dan Daerah Lingkungan Kepentingan Tertentu dari pelabuhan umum terdekat
dengan maksud sebagai penunjang kegiatan usaha pokok dari pelabuhan
umum tersebut;

7. pengembangan terminal untuk kepentingan sendiri dilakukan didalam Daerah
Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan umum
yang sudah ada dengan maksud sebagai penunjang kegiatan tertentu dari
pelabuhan tersebut; dan

8. ketentuan pelarangan kegiatan pengangkutan muatan atau barang milik
pihak lain dan/atau mengangkut muatan atau barang umum kecuali dalam
hal keadaan tertentu berdasarkan izin sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas
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Ayat (7)
Cukup jelas

Ayat (8)
Penempatan stasiun bumi dan menara pemancar telekomunikasi secara
terpadu dilakukan melalui proses pemberian rekomendasi dari provinsi kepada
kabupaten/kota.

Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69
Cukup jelas

Pasal 70
Cukup jelas

Pasal 71
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas
Huruf ¢

Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Pengendalian budidaya perikanan  air tawar sesuai dayadukung dan
dayatampung sungai dan waduk/situ, khususnya pada kawasan perairan
umum yang memiliki turbin pembangkit listrik tenaga air.

Huruf g
Cukup jelas

Pasal 72
Cukup jelas

Pasal 73

RTH memiliki peran penting sebagai sarana pembangunan sosial budaya seperti,
pendidikan masyarakat, katup pengaman dan pengkayaan budaya kota, tempat
berbagai aktivitas sosial masyarakat, pembentuk citra kota, tempat utilitas dan
fasilitas pendukung kegiatan masyarakat, memberikan fungsi estetika dan
edukasi, filter berbagai gas pencemar dan debu, pengikat karbon, pengatur iklim
mikro dan konservasi sumberdaya genetis secara eks situs yang memiliki nilai
intangible bagi masyarakat kota itu sendiri.

Selain itu, turut berperan dalam membantu fungsi hidroorologi dalam hal
penyerapan air dan mereduksi potensi banjir.
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Pasal 74
Cukup jelas

Pasal 75
Cukup jelas

Pasal 76
Cukup jelas

Pasal 77
Cukup jelas

Pasal 78
Cukup jelas

Pasal 79
Cukup jelas

Pasal 80
Cukup jelas

Pasal 81
Ayat (1)
Bangunan untuk pemantauan ancaman bencana, seperti bangunan pemantau
dan menara pengawas.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan pelarangan membangun industri/pabrik adalah untuk
industri/pabrik berskala besar.

Kegiatan budidaya lainnya mencakup kegiatan budidaya selain kegiatan
industri.

Pasal 82
Cukup jelas

Pasal 83
Huruf a
Yang dimaksud dengan dataran banjir adalah dataran di sekitar sungai yang
dibatasi oleh genangan debit banjir paling sedikit periode 50 (limapuluh)
tahunan.

Huruf b
Cukup jelas

Huruf ¢
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas



Pasal 84
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 85
Cukup jelas

Pasal 86
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 87
Cukup jelas

Pasal 88
Cukup jelas

Pasal 89
Cukup jelas

Pasal 90
Cukup jelas

Pasal 91
Cukup jelas

Pasal 92
Cukup jelas

Pasal 93
Cukup jelas

Pasal 94
Huruf a
Cukup jelas

41
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Huruf b

Yang dimaksud dengan tindakan konservasi vegetatif adalah kegiatan
penggunaan tanaman atau tumbuhan dan sisa-sisanya untuk mengurangi daya
rusak hujan yang jatuh, mengurangi jumlah dan daya rusak aliran permukaan
dan erosi. Tindakan konservasi vegetatif menggunakan teknik seperti dalam
penanaman kembali di kawasan hutan (reboisasi) dan penanaman di luar
kawasan hutan (penghijauan). Aspek-aspek persyaratan tanaman yang perlu
diperhatikan dalam teknologi vegetatif ini adalah perakaran, pertumbuhan,
evapotranspirasi, ekonomi dan penyuburan tanah.

Yang dimaksud dengan tindakan konservasi sipil teknis adalah rekayasa
fisik/teknis dalam perlakuan terhadap tanah terutama panjang dan kemiringan
lahan, yakni dengan pembuatan bangunan untuk mengurangi aliran
permukaan dan erosi serta meningkatkan kemampuan penggunaan tanah.
Tindakan konservasi sipil teknis dapat berupa pengolahan tanah, pengolahan
tanah menurut kontur (contour cultivation), teras, saluran pembuangan air,
dam pengendali (check dam), dam penahan, gully erosi, rorak, tanggul, waduk
(kolam).

Huruf ¢
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Pasal 95
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Penyediaan lahan untuk kawasan penggembalaan umum harus dilakukan oleh
Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menyediakan lahan penggembalaan umum,
antara lain misalnya tanah pangangonan, tanah titisara atau tanah kas desa.

Kawasan penggembalaan umum berfungsi sebagai :
1. penghasil tumbuhan pakan;

2. tempat perkawinan alami, seleksi, kastrasi, dan pelayanan inseminasi
buatan;

3. tempat pelayanan kesehatan hewan; dan/atau

4. tempat atau objek penelitian dan pengembangan teknologi peternakan dan
kesehatan hewan.

Huruf ¢
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas
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Pasal 96
Cukup jelas

Pasal 97
Cukup jelas

Pasal 98
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Secara garis besar penambangan dapat dibagi menjadi 2 (dua) kelompok,
yaitu penambangan terbuka (open pit) dan penambangan dalam/bawah tanah
(underground mining). Pada prinsipnya di kawasan hutan tidak dapat
dilakukan pola pertambangan terbuka. Pola pertambangan terbuka
dimungkinkan dapat dilakukan di kawasan hutan produksi dengan ketentuan
khusus dan secara selektif.

Daerah yang berada di kawasan lindung, yang di bawah permukaannya
memiliki cadangan mineral yang memiliki nilai ekonomis dimungkinkan
melaksanakan penambangan dengan metode tambang bawah tanah dan tetap
memperhatikan pengelolaan lingkungan, sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
Cukup jelas

Huruf h
Cukup jelas

Pasal 99
Ayat (1)

Ketentuan jarak terdekat dengan sungai yang memiliki mutu air yang
diperuntukkan bagi kegiatan industri. Klasifikasi mutu air ditetapkan menjadi 4
(empat) kelas :

a. Kelas satu, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air baku air
minum, dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang
sama dengan kegunaan tersebut;

b. Kelas dua, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk prasarana/sarana
rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi
pertanian, dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang
sama dengan kegunaan tersebut;
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c. Kelas tiga, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk pembudidayaan
ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanian dan/atau
peruntukan lain yang mempersyaratkan air yang sama dengan kegunaan
tersebut;

d. Kelas empat, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi
pertanian dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang
sama dengan kegunaan tersebut, termasuk untuk kegiatan industri.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 100
Cukup jelas

Pasal 101

Jenis usaha pariwisata yang diperbolehkan di kawasan taman nasional, taman
hutan raya dan taman wisata alam adalah akomodasi (pondok wisata, bumi
perkemahan, karavan, penginapan), makanan dan minuman, sarana wisata tirta,
angkutan wisata, cinderamata, serta sarana wisata budaya.

Yang dimaksud dengan pemugaran atau pembongkaran adalah kegiatan
membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian bangunan gedung,
komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarananya.

Prinsip-prinsip pemugaran terdiri atas :
a. bangunan tidak laik fungsi dan tidak dapat diperbaiki;

b. bangunan dapat menimbulkan bahaya dalam pemanfaatan bangunan gedung
dan/atau lingkungannya;

c. bangunan tidak memiliki izin mendirikan bangunan;

d. dilakukan berdasarkan hasil pengkajian teknis, kecuali untuk rumah tinggal,
dilakukan oleh pengkaiji teknis dan pengadaannya menjadi kewajiban pemilik
bangunan gedung; dan

e. pembongkaran bangunan gedung yang mempunyai dampak luas terhadap
keselamatan umum dan lingkungan harus dilaksanakan berdasarkan rencana
teknis pembongkaran yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 102
Utilitas adalah fasilitas bangunan, berupa jaringan air bersih, jaringan listrik,
jaringan telepon, jaringan gas, dan pembuangan sampah.

Pasal 103
Cukup jelas

Pasal 104
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas
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Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas

Ayat (8)
Cukup jelas

Ayat (9)
Cukup jelas

Ayat (10)
Cukup jelas

Pasal 105
Ayat (1)
Insentif merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan
terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud retribusi adalah retribusi yang merupakan kewenangan
provinsi.

Tatacara kemudahan prosedur perizinan akan diatur dalam peraturan
tersendiri.

Pasal 106
Cukup jelas

Pasal 107
Ayat (1)
Kawasan lindung yang menghasilkan jasa lingkungan air, udara bersih,
penyerapan karbon, dan wisata alam, harus dilindungi dari kegiatan yang
merusak fungsinya, serta harus diberikan insentif berupa dana kompensasi
oleh pengguna jasa lingkungan yang berada di wilayah Kabupaten/Kota lain
untuk membiayai upaya konservasi kawasan yang menyediakan jasa
lingkungan.

Ayat (2)
Cukup jelas
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Pasal 108
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 109
Cukup jelas

Pasal 110
Ayat (1)

Disinsentif merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan,
atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 111
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 112
Cukup jelas

Pasal 113
Cukup jelas

Pasal 114
Cukup jelas

Pasal 115
Cukup jelas

Pasal 116
Ayat (1)
Peninjauan kembali dan/atau penyempurnaan RTRWP dapat dipengaruhi oleh
perubahan peraturan atau rujukan baru mengenai sistem penataan ruang,
perubahan kebijakan baik yang dilakukan oleh Pemerintah, Daerah maupun
sektor, perubahan-perubahan dinamis akibat kebijakan maupun pertumbuhan
ekonomi, adanya paradigma baru pembangunan dan/atau penataan ruang,
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan bencana alam yang dapat
mengubah struktur dan pola ruang yang ada.
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Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)

Dinamika internal yang mempengaruhi perlunya peninjauan kembali dan/atau
penyempurnaan RTRWP adalah substansi RTRWP yang tidak dapat lagi
mewadahi perkembangan dan pertumbuhan kegiatan sosial ekonomi yang
cepat dan dinamis, terbatasnya pengertian dan komitmen aparat yang
berkaitan dengan tugas penataan ruang mengenai fungsi dan kegunaan
RTRWP dalam pelaksanaan pembangunan, adanya perubahan atau pergeseran
nilai-nilai yang berlaku di masyarakat setempat tentang kualitas tata ruang,
dan lain-lain.

Pasal 117
Cukup jelas

Pasal 118
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 119
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 120
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 121
Angka 1
Cukup jelas

Angka 2
Cukup jelas



Angka 3
Cukup jelas

Angka 4
Cukup jelas

Angka 5
Cukup jelas

Angka 6
Cukup jelas

Angka 7
Cukup jelas

Angka 8
Cukup jelas

Angka 9
Cukup jelas

Angka 10
Cukup jelas

Angka 11
Cukup jelas

Angka 12
Cukup jelas

Angka 13
Cukup jelas

Angka 14
Cukup jelas

Angka 15
Cukup jelas

Angka 16
Cukup jelas

Angka 17
Cukup jelas

Angka 18
Cukup jelas

Angka 19
Cukup jelas

Angka 20
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Hasil tegakan berupa vegetasi tanaman kehutanan yang terdapat dalam

kawasan air/kawasan imbuhan air tanah.



Angka 21
Cukup jelas

Angka 22
Cukup jelas

Angka 23
Cukup jelas

Angka 24
Cukup jelas

Angka 25
Cukup jelas

Angka 26
Cukup jelas

Angka 27
Cukup jelas

Angka 28
Cukup jelas

Angka 29
Cukup jelas

Angka 30
Cukup jelas

Angka 31
Cukup jelas

Angka 32
Cukup jelas

Angka 33
Cukup jelas

Angka 34
Cukup jelas

Angka 35
Cukup jelas

Angka 36
Cukup jelas

Angka 37
Cukup jelas

Angka 38
Cukup jelas
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Angka 39
Cukup jelas

Angka 40
Cukup jelas

Angka 41
Cukup jelas

Angka 42
Cukup jelas

Angka 43
Cukup jelas

Angka 44
Cukup jelas

Angka 45
Cukup jelas

Angka 46
Cukup jelas

Angka 47
Cukup jelas

Angka 48
Cukup jelas

Angka 49
Cukup jelas

Pasal 122
Cukup jelas

Pasal 123
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas
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Pasal 124
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 125
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 126
Cukup jelas

Pasal 127
Cukup jelas

Pasal 128
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 129
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 130
Cukup jelas

Pasal 131
Cukup jelas

Pasal 132
Cukup jelas

Pasal 133
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 86
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LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR : 22 TAHUN 2010
TANGGAL  : 30 NOVEMBER 2010
TENTANG  : RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI JAWA BARAT

ARAHAN PEMBAGIAN WILAYAH PENGEMBANGAN (WP)

I. KAWASAN ANDALAN SISTEM NASIONAL

No Kawasan Andalan Sektor Unggulan

Pertanian
Pariwisata
Industri
Perikanan
Perikanan
Pertanian
Pariwisata
Perkebunan
Pertanian
Industri
Pariwisata
Perikanan
Industri
Pertanian
Pariwisata
Perkebunan
Pertanian
Industri
Perikanan
Pertambangan
Pertanian
Industri
Perkebunan
Pariwisata
Perikanan

1 Kawasan Bogor-Puncak-Cianjur (Bopunjur
dan Sekitarnya)

2 Kawasan Sukabumi dan Sekitarnya

3 Kawasan Purwakarta, Subang, Karawang
(Purwasuka)

4 Kawasan Cekungan Bandung

5 Kawasan Cirebon-Indramayu-Majalengka-
Kuningan)

6 Kawasan Priangan Timur-Pangandaran




II. ARAHAN PEMBAGIAN WILAYAH PENGEMBANGAN (WP)

iiaval Tem Un selI(t(r’lrd n

Pengembangan Penge;b:ngan Arah Pengembangan Fokus Pengembangan Iggtl:e:siala

(WP) Wi
ilayah

WP Mengendalikan Melengkapi fasilitas — Kota Bogor, Kota Depok dan | Pariwisata, industri

Bodebekpunjur perkembangan fisik pendukung PKNp dan PKL Kota Bekasi diarahkan manufaktur,
wilayah Mengembangkan sebagai kota terdepan perikanan,

infrastruktur strategis ibukota Negara yang perdagangan,
Mengembangkan merupakan bagian dari jasa,
perdagangan jasa, industri pengembangan KSN pertambangan,
non polutan dan industri Jabodetabekpunjur untuk agribisnis dan
kreatif, pariwisata mendorong pengembangan | agrowisata
- PKN kawasan perkotaan
Investasi padat modal yg Jabodetabek, menjadi
efisien lahan, air baku, simpul pelayanan dan jasa
energi, teknologi tinggi, non- perkotaan, serta
polutif mengembangkan sektor
Pengendalian pemanfaatan perdagangan, jasa dan
lahan di kaw. konservasi, industri padat tenaga kerja;
pelibatan swasta & _ — Kabupaten Bogor dan
masyarakat dalam kegiatan Bekasi diarahkan menjadi
ekonomi, peningkatan SDM kawasan penyangga dalam
lokal sistem PKN kawasan
Peningkatan produksi dan perkotaan Jabodetabek,
distribusi pangan (padi, serta untuk
jagung, kedelai dan protein mengembangkan sektor
hewani) industri ramah lingkungan
dan hemat penggunaan air
tanah, serta kegiatan
pertambangan mineral
logam dan non logam untuk
mendukung pembangunan
di Bodebekpunjur;
— Kawasan Puncak di
Kabupaten Bogor - Cianjur
diarahkan pada kegiatan
rehabilitasi dan revitalisasi
kawasan lindung di KSN
Jabodetabekpunjur.

WP Purwasuka Mendorong Melengkapi fasilitas — PKW Cikampek-Cikopo Pertanian,
pengembangan pendukung PKW dan PKL diarahkan untuk memenuhi perkebunan,
kawasan dengan fungsinya sebagai PKW kehutanan,
tetap mengendalikan | Mengembangkan dengan melengkapi sarana peternakan,

sawah di Pantura

infrastruktur strategis

Mengembangkan pertanian
tanaman pangan,
agroindustri, industri
manufaktur non polutif dan
non ekstraktif, industri
kreatif dan multimedia,
bisnis kelautan yang berdaya
saing tinggi dan berorientasi
ekspor

dan prasarana minimal yang
terintegrasi dengan wilayah
pengaruhnya;

— Kabupaten Purwakarta
diarahkan pada kegiatan
industri non-polutif dan non-
ekstraktif atau tidak
mengganggu irigasi dan
cadangan air, industri
kreatif, pariwisata dan
agroindustri, serta kegiatan
pertambangan mineral
logam dan non logam;

— Kabupaten Subang
diarahkan menjadi simpul
pendukung pengembangan
PKN Kawasan Perkotaan
Bandung Raya, diarahkan
pada kegiatan pertanian
lahan basah berkelanjutan,
industri non-polutif dan non-
ekstraktif atau tidak
mengganggu irigasi dan
cadangan air dan tidak
mengakibatkan alih fungsi
lahan sawah, bisnis
kelautan, serta kegiatan
pertambangan mineral non-
logam.

perikanan, bisnis
kelautan, industri
pengolahan,
pariwisata, dan
pertambangan.




Wilayah
Pengembangan
(WP)

Tema
Pengembangan

Arah Pengembangan

Fokus Pengembangan

Sektor
Unggulan dan
Potensial
Wilayah

— Kabupaten Karawang

diarahkan menjadi simpul
pendukung pengembangan
PKN Kawasan Perkotaan
Bodedek, untuk kegiatan
pertanian lahan basah
berkelanjutan, bisnis
kelautan, industri non-
polutif dan non-ekstraktif
atau tidak mengganggu
irigasi dan cadangan air,
serta agroindustri.

WP
Ciayumajakuning

Mendorong
pengembangan
wilayah gerbang
timur Jawa Barat

Melengkapi fasilitas
pendukung PKN, PKW dan
PKL

Mengembangkan
infrastruktur strategis

Pola ruang PKN dalam
bentuk ring (Ring 1: Jasa
perdagangan dan
transportasi, Ring 2: Industri
berbasis lokal, Ring 3:
Penyedia bahan baku)

Mengembangkan wisata
budaya, religi dan alam

Mendorong agribisnis yang
didukung sektor industri,
perikanan laut dan darat,
pertanian tanaman pangan,
kehutanan, perkebunan &
peternakan di kawasan

pinggiran

Mendorong pengembangan
hutan mangrove, rumput
laut dan perikanan tambak

Pengendalian perikanan
tangkap di kawasan pesisir

Kota Cirebon diarahkan
sebagai kota inti dari PKN
dengan sarana dan
prasarana minimal PKN
yang terintegrasi dengan
wilayah pengaruhnya, serta
menjadi simpul utama
pelayanan jasa dan
perdagangan, dan industri
di Daerah bagian timur,
serta untuk kegiatan wisata
budaya dan religi;
Kabupaten Cirebon
diarahkan sebagai bagian
dari PKN dengan sarana dan
prasarana minimal yang
terintegrasi, dan
mengarahkan kegiatan
utama pada sektor industri,
bisnis kelautan dan
pertanian, serta kegiatan
pertambangan mineral;
Kabupaten Indramayu
diarahkan menjadi PKW
dengan sarana dan
prasarana minimal yang
terintegrasi, serta diarahkan
kegiatan utama pada
pertanian lahan basah
berkelanjutan, bisnis
perikanan dan kelautan,
industri, pertambangan
terutama minyak dan gas;
Kabupaten Majalengka
diarahkan menjadi lokasi
Bandar udara Internasional
Jawa Barat dan Aerocity di
Kertajati, daerah konservasi
utama Taman Nasional
Gunung Ciremai, serta
untuk kegiatan agrobisnis
dan industri bahan
bangunan, serta kegiatan
pertambangan mineral,
serta pengembangan sarana
dan prasarana yang
terintegrasi di PKW
Kadipaten;

Kabupaten Kuningan
diarahkan sebagai PKL,
dengan sarana dan
prasarana pendukung
minimal, serta diarahkan
untuk menampung kegiatan
sektor pertanian, wisata
alam, agroindustri, dan
daerah konservasi utama
Taman Nasional Gunung
Ciremai termasuk
perlindungan sumberdaya
air; dan

Agribisnis,
agroindustri,
perikanan,
pertambangan,
periwisata




Sektor

P Wilazah Tema Arah P b Fokus P b Unggulan dan
engembangan Pengembangan rah Pengembangan okus Pengembangan Potensial
(WP) Wilayah
— Kabupaten Sumedang
diarahkan sebagai PKL,
dengan sarana dan
prasarana minimal, serta
untuk kegiatan utama
agrobisnis dan industri,
serta kegiatan
pertambangan mineral.
WP Priatim - Mendorong Melengkapi fasilitas Kota Tasikmalaya Pertanian,
Pangandaran perkembangan PKW | pendukung PKW dan PKL diarahkan sebagai bagian perkebunan,
Tasikmalaya dan dari PKW dengan sarana perikanan
PKNp Pangandaran, dan prasarana minimal PKW | tangkap,
serta Mengembangkan yang terintegrasi, serta pariwisata, industri
pengembangan infrastruktur strategis _pusat p_engembangan pengolahan,
secara terbatas industri kerajinan, pertambangan
kawasan Daerah perdagangan dan jasa; mineral

bagian Selatan.

Mengembangkan pariwisata
Pangandaran dsk

Mengembangkan sektor dan
komoditas unggulan dengan
meningkatkan akses sentra-
sentra produksi

Kabupaten Tasikmalaya
diarahkan untuk kegiatan
sektor pertanian dan
agroindustri, perikanan dan
industri pengolahan
perikanan, pusat
pengembangan industri
kerajinan, wisata alam, dan
kegiatan pertambangan
mineral logam dan non
logam ;

Kabupaten Garut diarahkan
untuk kegiatan pertanian
dan industri pengolahan
pertanian, perikanan dan
industri pengolahan
perikanan, wisata alam dan
minat khusus, serta
kegiatan pertambangan
mineral logam dan non
logam;

Rancabuaya di Kabupaten
Garut diarahkan sebagai
PKWp dengan sarana dan
prasarana minimal yang
terintegrasi, serta kegiatan
wisata minat khusus;
Kabupaten Ciamis diarahkan
untuk kegiatan sektor
pertanian, industri
pengolahan hasil pertanian,
wisata pantai, perikanan
dan industri pengolahan
perikanan, serta kegiatan
pertambangan mineral non
logam;

Pangandaran di Kabupaten
Ciamis diarahkan sebagai
PKW dan PKNp dengan
sarana dan prasarana
minimal yang terintegrasi
serta diarahkan sebagai
daerah tujuan wisata
nasional dan internasional;
Kota Banjar diarahkan
sebagai PKWp dengan
sarana dan prasarana
minimal yang terintegrasi,
serta kegiatan sektor
perdagangan, jasa, dan
sebagai pintu gerbang
Daerah berbatasan dengan
Provinsi Jawa Tengah.




Sektor

P Wilazah Tema Arah P b Fokus P b Unggulan dan
engembangan Pengembangan rah Pengembangan okus Pengembangan Potensial
(WP) Wi
ilayah
WP Sukabumi dsk | Mendorong Melengkapi fasilitas Kota Sukabumi diarahkan Pertanian,
perkembangan pendukung PKW dan PKL untuk pengembangan perkebunan,
koridor Sukabumi- Mengembanakan agribisnis, pengembangan peternakan,
Cianjur dan PKNp infragtrukturgstrate i pusat pengolahan hasil perikanan
Palabuhanratu, serta 9 peternakan, wisata agro, tangkap,

membatasi
perkembangan di
bagian selatan
Kabupaten
Sukabumi dan
Kabupaten Cianjur.

Mengembangkan agribisnis,
industri non-polutif dan tidak
mengganggu resapan air,
wisata pantai dan agro, dan
wisata minat khusus.

Pengembangan bisnis
kelautan yang berwawasan
lingkungan dengan
memanfaatkan modal
investasi untuk
menghasilkan daya saing
global

industri non-polutif dan
tidak mengganggu resapan
air, serta perdagangan dan
jasa yang mendukung
fungsi PKW Sukabumi;
Kabupaten Sukabumi
diarahkan untuk
pengembangan agribisnis,
pengembangan kawasan
pengembalaan umum
ternak ruminansia, wisata
pantai, wisata agro, wisata
minat khusus, industri non-
polutif dan tidak
mengganggu resapan air,
perdagangan dan jasa yang
mendukung fungsi PKW
Palabuhanratu dan simpul
layanan wilayah sekitarnya,
pengembangan wilayah
pesisir selatan melalui
pengembangan wisata
pantai dan wisata minat
khusus serta perikanan
tangkap, serta
pertambangan mineral
logam dan non logam;
Palabuhanratu di Kabupaten
Sukabumi diarahkan pula
sebagai PKNp, dengan
sarana dan prasarana
minimal yang terintegrasi,
serta diarahkan untuk
kegiatan bisnis kelautan
skala nasional dan
internasional; dan
Kabupaten Cianjur
diarahkan untuk
pengembangan agribisnis
tanaman pangan,
pengembangan kawasan
pengembalaan umum
ternak ruminansia, wisata
agro, wisata alam, industri
kreatif, pengembangan
wilayah pesisir untuk
perikanan tangkap, wisata
minat khusus, serta
kegiatan pertambangan
mineral logam dan non
logam.

pariwisata, industri
pengolahan, bisnis
kelautan, dan
pertambangan
mineral.

WP KK Cekungan
Bandung

Mengendalikan
pembangunan
dengan
mengoptimalkan
fungsi pemerintahan
di tingkat pusat dan
daerah

Melengkapi fasilitas
pendukung PKN, PKW dan
PKL

Mengendalikan
pengembangan kegiatan di
kawasan perkotaan

Mengembangkan kawasan
pinggiran PKN dengan tetap
menjaga fungsi lindung
kawasan

Mengembangkan
pembangunan dan hunian
vertikal

Kota Bandung diarahkan
sebagai kota inti dari PKN
dengan kegiatan utama
perdagangan dan jasa,
industri kreatif dan teknologi
tinggi, pariwisata, dan
transportasi;

Kabupaten Bandung
diarahkan sebagai bagian
dari PKN, dengan kegiatan
utama industri non-polutif,
wisata alam, pertanian dan
perkebunan;

Kabupaten Bandung Barat
diarahkan sebagai bagian
dari PKN dengan kegiatan
utama industri non-polutif,
pertanian, industri kreatif,
dan teknologi tinggi;

Pertanian
hortikultura,
industri non-
polutif, industri
kreatif,
perdagangan dan
jasa, pariwisata,
perkebunan
dengan
meningkatkan
manajemen
pembangunan
yang berkarakter
lintas
Kabupaten/Kota
yang secara
kolektif berbagi
peran membangun
dan percepatan
perwujudan




Wilayah
Pengembangan
(WP)

Tema
Pengembangan

Arah Pengembangan

Fokus Pengembangan

Sektor
Unggulan dan
Potensial
Wilayah

Kota Cimahi diarahkan
sebagai kota inti dari PKN
dengan kegiatan utama
perdagangan dan jasa,
industri kreatif dan teknologi
tinggi; dan

Kabupaten Sumedang
diarahkan sebagai PKL,
dilengkapi sarana dan
prasarana pendukung
minimal, serta pusat
pendidikan tinggi di
kawasan Jatinangor,
agrobisnis dan industri.

PKN Metropolitan
Bandung Raya

GUBERNUR JAWA BARAT,
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LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
: 22 TAHUN 2010

NOMOR

TANGGAL
TENTANG

A. SISTEM PERKOTAAN PROVINSI

: 30 NOVEMBER 2010
: RENCANA TATA RUANG WILAYAH

PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2009-2029

PKL PKL
NO KAB./KOTA PKN PKNp PKW PKWp PERKOTAAN PERDESAAN
1 Kota Bekasi
2 Kab Bekasi
3 Kota Bogor Bodebek
4 Kab Bogor
5 Kota Depok
6 Kota Sukabumi Sukabumi
7 Kab Sukabumi Palabuhanratu Palabuhanratu Cibadak Jampang kulon
Sagaranten
Jampang tengah
8 Kab Cianjur Cianjur Sukanagara
Sindangbarang
9 Kab Purwakarta Cikopo- Purwakarta Wanayasa
Cikampek Plered
10 Kab Karawang Karawang Rengasdengklok
Cilamaya
11 Kota Bandung
12 Kab Bandung
13 Kab Bandung | Kawasan
Barat Perkotaan
14 Kota Cimahi Bandung
15 Kab Sumedang | Raya Sumedang Wado
Tomo
Conggeang
16 Kab Subang Pamanukan Ciasem
Subang Pagaden
Jalan Jagak Kalijati
Pusakanagara
17 Kab Indramayu Indramayu Jatibarang Karangampel
Kandanghaur
Patrol
Gantar
18 Kota Cirebon
. Cirebon
19 Kab Cirebon
20 Kab Kadipaten Majalengka Kertajati
Majalengka Jatiwangi
Rajagaluh
Cikijing
Talaga
21 Kab Kuningan Kuningan Cilimus
Ciawigebang
Luragung
Kadugede
22 Kab Garut Rancabuaya Garut Cikajang
Pameungpeuk Bungbulang
23 Kota Tasikmalaya
Tasikmalaya
24 Kab Singaparna Karangnunggal
Tasikmalaya
25 Kab Ciamis Pangandaran Pangandaran Ciamis Kawali
Banjarsari Cijeungjing
Parigi Cikoneng
Rancah
Panjalu
Pamarican
Cijulang
26 Kota Banjar Banjar




B. SISTEM PERKOTAAN PKN KAWASAN PERKOTAAN BODEBEK (BOGOR,
DEPOK, BEKASI)

PKN

Kota Hirarkhi I

Kota Hirarkhi II

Kota Hirarkhi III

Kawasan
Perkotaan Bodebek

Kota Bekasi

Cikarang

Tarumajaya
Tambun
Setu

Kota Bogor

Cibinong

Cileungsi
Jonggol
Parung
Semplak
Rumpin
Parungpanjang
Leuwiliang
Jasinga
Cigudeg

Kota Depok

Cimanggis

C. SISTEM PERKOTAAN PKN KAWASAN PERKOTAAN BANDUNG RAYA

PKN

Kota Hirarkhi I

Kota Hirarkhi II

Kota Hirarkhi III

Kawasan
Perkotaan
Bandung Raya

Kota Bandung

Soreang

Ciwidey
Banjaran
Majalaya
Ciparay
Cicalengka
Rancaekek
Cilengkrang

Padalarang

Cililin
Ngamprah
Cisarua
Lembang

Kota Cimahi

Tanjungsari

D. SISTEM PERKOTAAN PKN CIREBON

PKN

|  Kota Hirarkhi I

Kota Hirarkhi II

Kota Hirarkhi III

Cirebon

Kota Cirebon

Sumber

Arjawinangun
Palimanan
Lemahabang
Ciledug

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN



RENCANA PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH

NOMOR

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
: 22 TAHUN 2010
TANGGAL: 30 NOVEMBER 2010

TENTANG: RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2009-2029

I. Rencana Pengembangan Infrastruktur Jalan dan Perhubungan
No Infrastruktur Rencana Pengembangan Wilayah Arahan Pengembangan
1 | Infrastruktur 1. Pengembangan jaringan | WP Pembangunan jalan kolektor
Jalan jalan primer sebagai | Bodebekpunjur- primer lintas utara Daerah

penghubung antara pusat-
pusat kegiatan, baik antar
PKN, PKN dan PKW, antar
PKW, PKW dan PKL,
maupun dengan kawasan
strategis  nasional  dan
provinsi.

WP Purwasuka-
WP KK Cekungan
Bandung — WP
Ciayumajakuning

Peningkatan kapasitas  dan
kondisi ruas jalan strategis

WP
Ciayumajakuning-
WP KK Cekungan

Peningkatan jalan poros timur di
jalur ~ Pangandaran-  Ciamis—
Cikijing-Cirebon

Bandung — WP Peningkatan kapasitas  dan

Priatim — kondisi ruas jalan strategis

Pangandaran

WP Sukabumi Pembangunan jalan lintas selatan

dsk- WP KK Daerah

Cekungan Peningkatan status jalan lintas

Bandung, WP selatan Daerah menjadi jalan

Priatim — nasional

Pangandaran Peningkatan kapasitas  dan
kondisi ruas jalan strategis
Penyelesaian penanganan jalan
dan jembatan di Daerah bagian
selatan
Pembangunan jalan poros tengah
di jalur Bandung-Pangalengan-
Rancabuaya.

WP Peningkatan Status dan Fungsi

Bodebekpunjur- Ruas Jalan Strategis

WP KK Cekungan Peningkatan  kualitas  sarana

Bandung — WP prasarana dasar di daerah

Sukabumi dsk perbatasan Jabar-Banten dan

perbatasan Jabar - DKI

Optimasi Jalur Vertikal Pelabuhan
Ratu-Cikidang-Cibadak-Bogor-
Depok-Jakarta.

WP
Bodebekpunjur

Peningkatan kapasitas  dan
kondisi ruas jalan strategis.

WP Purwasuka

Pengembangan infrastruktur
jalan  mencakup peningkatan
kapasitas dan kondisi ruas jalan
strategis

Pembangunan  jalan lingkar
Karawang di Kabupaten
Karawang

WP Pembangunan  jalan  lingkar

Ciayumajakuning

selatan di Kota Cirebon dan jalan
lingkar Kadipaten di Kabupaten
Majalengka

Peningkatan kapasitas  dan
kondisi ruas jalan strategis.

WP Priatim-
Pangandaran

Peningkatan kapasitas  dan
kondisi ruas jalan strategis

WP Sukabumi dsk

Pembangunan  Jalan  Lingkar
Sukabumi di Kabupaten
Sukabumi dan Kota Sukabumi,
serta jalan lingkar Cianjur di
Kabupaten Cianjur




No Infrastruktur Rencana Pengembangan Wilayah Arahan Pengembangan
Peningkatan kapasitas  dan
kondisi ruas jalan strategis

WP KK Cekungan Pembangunan  jalan  lingkar
Bandung Majalaya dan Banjaran di
Kabupaten Bandung
Pembangunan jalan alternatif
Bandung-Lembang
Peningkatan kapasitas  dan
kondisi ruas jalan strategis.
2. Pengembangan jaringan | WP Pembangunan jalan Tol Cileunyi—
jalan  tol dalam kota | Bodebekpunjur- Sumedang-Dawuan
maupun antar kota sebagai | WP Purwasuka- (CISUMDAWU) dan jalan Tol
penghubung antar pusat- | WP KK Cekungan Cikopo/Cikampek-Palimanan
pusat kegiatan utama Bandung -WP (CIKAPALI)
Ciayumajakuning
WP Pembangunan jalan Tol Cileunyi-
Ciayumajakuning- Nagrek-Ciamis-Banjar
WP KK Cekungan
Bandung — WP
Priatim -
Pangandaran
WP Pembangunan Jalan Tol Ciawi-
Bodebekpunjur- Sukabumi, Sukabumi-Ciranjang,
WP KK Cekungan dan Ciranjang-Padalarang
Bandung — WP
Sukabumi dsk.
WP Pembangunan jalan tol Bogor
Bodebekpunjur Ring Road, Depok-Antasari,
Cinere-Jagorawi, Cimanggis-
Cibitung, Cikarang-Tanjungpriok,
Bekasi-Cikarang-Kp.Melayu, dan
Serpong-Cinere
Pembangunan  jalan  lingkar
Leuwiliang di Kabupaten Bogor
WP Pembangunan jalan tol Kanci -
Ciayumajakuning Pejagan di Kota Cirebon
WP KK Cekungan Pembangunan jalan tol Soreang-
Bandung Pasirkoja, jalan tol dalam Kota
Bandung (Terusan  Pasteur-
Ujungberung-Cileunyi) dan
Ujungberung-Gedebage-Majalaya
2 | Infrastruktur 1. Pengembangan jaringan WP Pembangunan jalur Kereta Api
Perhubungan kereta api yang berfungsi Bodebekpunjur- Antar Kota Rancaekek-
sebagai penghubung antar | WP Purwasuka- Jatinangor- Tanjungsari-

PKN, antara PKN dan PKW,
serta antar PKW.

WP KK Cekungan
Bandung-WP
Ciayumajakuning

Kertajati-Kadipaten-Cirebon.
Peningkatan keandalan sistem
jaringan jalur KA lintas selatan
yang menghubungkan kota-kota
Purwakarta-Bandung;
Pembangunan jalur KA cepat
lintas Jakarta-Bandung;
Pembangunan rel ganda parsial
jalur KA Cisomang-Cikadondong

WP
Ciayumajakuning-
WP KK Cekungan
Bandung-WP
Priangan Timur-
Pangandaran

Peningkatan keandalan sistem
jaringan jalur KA lintas selatan
yang menghubungkan kota-kota
Bandung-Tasikmalaya-Banjar

WP
Bodebekpunjur-
WP KK Cekungan
Bandung — WP
Sukabumi dsk.

Revitalisasi Jalur KA Antar Kota
Bandung-Sukabumi-Bogor

WP
Bodebekpunjur

Peningkatan/Pembangunan rel
ganda KA Perkotaan Manggarai-
Cikarang (lintas  Manggarai-
Jatinegara-Bekasi)




No

Infrastruktur

Rencana Pengembangan

Wilayah

Arahan Pengembangan

Peningkatan rel ganda KA
Perkotaan Parung Panjang-Tenjo
Pengembangan KA Perkotaan
Jabodetabek

Peningkatan jalur KA Antar Kota
Bogor-Sukabumi

Pembangunan shortcut jalur KA
Perkotaan  Parung  Panjang-
Citayam

WP Purwasuka

Pembangunan Shortcut Jalur KA
Antar Kota Cibungur-Tanjungrasa
di Kab. Karawang dan Kab.
Purwakarta

Peningkatan keandalan sistem
jaringan jalur KA lintas selatan
yang menghubungkan kota-kota
Cikampek-Purwakarta
Peningkatan jalur KA lintas
Cikampek-Padalarang, termasuk
peningkatan spoor emplasemen
Pembangunan rel ganda parsial
antara Purwakarta-Ciganea
Elektrifikasi rel ganda KA Antar
Kota Cikarang-Cikampek
Peningkatan keandalan sistem
jaringan KA lintas utara Jakarta-
Cikampek

Pembangunan jalur KA cepat
lintas Jakarta-Surabaya

WP
Ciayumajakuning

Pembangunan dan peningkatan
sistem jaringan jalur KA lintas

utara-selatan yang
menghubungkan Kota Indramayu
—Jatibarang

Pembangunan dan peningkatan
sistem jaringan jalur KA lintas
utara-selatan yang
menghubungkan Kota Kadipaten-
Cirebon

Reaktivasi jalur KA Antar Kota
Cirebon-Kadipaten-Kertajati
Peningkatan keandalan sistem
jaringan jalur KA lintas utara
yang menghubungkan kota-kota
Cikampek-Jatibarang-Cirebon

WP Priatim-
Pangandaran

Reaktivasi jalur KA Antar Kota
Banjar-Cijulang

Reaktivasi jalur KA Cikajang-
Cibatu

Pembangunan dan peningkatan
sitem jaringan jalur KA lintas
utara-selatan antara
Galunggung-Tasikmalaya

WP Sukabumi dsk

Pembangunan dan peningkatan
sistem jaringan jalur KA lintas

utara-selatan yang
menghubungkan kota-kota
Bogor-Sukabumi-Cianjur-
Padalarang
WP KK Cekungan Pembangunan jalur ganda KA
Bandung Perkotaan Kiaracondong-

Rancaekek-Cicalengka
Elektrifikasi jalur KA Perkotaan
Padalarang-Kiaracondong-
Cicalengka

Reaktivasi jalur KA Perkotaan
Rancaekek-Jatinangor-
Tanjungsari

Reaktivasi jalur KA Perkotaan
Cikudapateuh-Soreang-Ciwidey




No

Infrastruktur

Rencana Pengembangan

Wilayah

Arahan Pengembangan

Pembangunan/pengembangan
KA perkotaan di Kota Bandung;
Pembangunan DT  Bandung
Urban Railway Transport
Development, Electrification
Padalarang-Cicalengka Line

2. Pengembangan bandara
dan pelabuhan nasional
maupun internasional serta
terminal guna memenubhi
kebutuhan pergerakan dari
dan ke Jawa Barat dalam
skala regional, nasional,
maupun internasional

WP
Bodebekpunjur

Pengembangan Pelabuhan Laut
di Kabupaten Bekasi

Penyediaan terminal tipe A di
Kota Bogor, Kota Depok, dan
Kabupaten Bekasi

Optimalisasi fungsi Pangkalan
Udara Atang Sanjaya  di
Kabupaten Bogor

WP Purwasuka

Pembangunan Pelabuhan Laut
Internasional Cilamaya di
Kabupaten Karawang
Optimalisasi fungsi Pangkalan
Udara Kalijati di Kab. Subang
Penyediaan Terminal Tipe A di
Kabupaten Karawang

WP
Ciayumajakuning

Pembangunan Bandar udara
Internasional Jawa Barat (BIJB)
Kertajati di Kabupaten
Majalengka sebagai Pusat
Persebaran Sekunder
Optimalisasi fungsi Bandar udara
Cakrabuwana (Penggung) di
Kota Cirebon sebagai Pusat
Persebaran Tersier

Penyediaan terminal Tipe A di
Kota Cirebon, Terminal Tipe B di
Kabupaten Kuningan dan
Kabupaten Indramayu
Peningkatan kapasitas dan
fungsi Pelabuhan Internasional
Arjuna di Kota Cirebon

WP Priatim-
Pangandaran

Penyediaan terminal Tipe A di
Kota Tasikmalaya

Optimalisasi fungsi Bandar
udara Nusawiru di Pangandaran
sebagai Pusat Persebaran
Tersier dan Pangkalan Udara
Cibeureum di Kabupaten
Tasikmalaya

WP Sukabumi dsk

Penyediaan terminal tipe A di
Kota Sukabumi dan tipe B di
Palabuhanratu

Peningkatan kapasitas pelabuhan
laut perikanan samudera di
Palabuhanratu

Pembangunan Pangkalan Udara

Citarate di Kabupaten Sukabumi

WP KK Cekungan
Bandung

Pengembangan terminal Tipe A
di Kota Bandung dan Kabupaten
Bandung

Optimalisasi fungsi Bandar udara
Husein Sastranegara sebagai
Pusat Persebaran Tersier

3. Pengembangan transportasi
terpadu dalam rangka
mendukung  pengembangan
pusat-pusat kegiatan utama

WP
Bodebekpunjur

Pengembangan angkutan massal
perkotaan

Peningkatan fasilitas dan
prasarana lalu lintas angkutan
jalan.

WP Purwasuka

Peningkatan fasilitas dan
prasarana lalu lintas jalan




No

Infrastruktur

Rencana Pengembangan

Wilayah

Arahan Pengembangan

WP
Ciayumajakuning

Pengembangan sistem angkutan
umum massal di PKN Kawasan
Perkotaan Cirebon

Peningkatan fasilitas dan
prasarana lalu lintas angkutan
jalan

WP Priatim-
Pangandaran

Peningkatan fasilitas dan
prasarana lalu lintas angkutan
jalan.

WP Sukabumi dsk

Peningkatan sarana dan
prasarana lalu lintas angkutan
jalan

WP KK Cekungan
Bandung

Pengembangan sistem angkutan
umum massal perkotaan
Peningkatan fasilitas dan
prasarana lalu lintas angkutan
jalan.




II. Rencana Pengembangan Infrastruktur Sumberdaya Air dan Irigasi

No Infrastruktur Rencana Pengembangan Wilayah Arahan Pengembangan
1 | Infrastruktur 1. Pengembangan WP = Pembangunan Waduk di WS
Sumberdaya Air waduk/bendungan, situ, | Bodebekpunjur Cidanau-Ciujung-Cidurian-

dan embung dalam rangka

konservasi dan
pendayagunaan sumber
daya air

Cisadane-Ciliwung-Citarum,

meliputi :

1. Waduk Ciawi, Waduk
Narogong, Waduk Genteng,
Waduk Sodong, Waduk
Tanjung, Waduk Parung
Badak, Waduk Cijuray, dan
Waduk Cidurian di Kabupaten
Bogor,

2. Waduk Limo di Kota Depok

Revitalisasi dan optimalisasi
fungsi waduk dan danau/situ

Rehabilitasi hutan dan lahan kritis
di hulu DAS

WP Purwasuka

= Pembangunan Waduk di WS
Citarum, meliputi Waduk
Sadawarna, Waduk Cilame,
Waduk Talagaherang, Waduk
Cipunagara, Waduk Kandung dan
Waduk Bodas di Kabupaten
Subang

= Revitalisasi dan optimalisasi
fungsi waduk dan danau/situ

= Rehabilitasi hutan dan lahan kritis
di hulu DAS

WP
Ciayumajakuning

= Pembangunan Waduk di WS

Cimanuk Cisanggarung, meliputi :

1. Waduk Cipasang, Waduk
Kadumanik, Waduk Cipanas,
dan Waduk Cipanas Saat di
Kabupaten Sumedang

2. Waduk Lapangan Cinunjang di
Kabupaten Kuningan

= Revitalisasi dan optimalisasi
waduk dan danau/situ

= Rehabilitasi hutan dan lahan kritis
di hulu DAS

WP Priatim-
Pangandaran

= Pembangunan Waduk di WS
Citarum, yaitu Waduk Cibatarua di
Kabupaten Garut

= Pembangunan Waduk di WS
Citanduy, meliputi Waduk
Cikembang dan Waduk Leuwikeris
di Kabupaten Ciamis

= Pembangunan Waduk di WS

Ciwulan Cilaki, meliputi :

1. Waduk Lapangan Gagah Jurit,
Waduk Sukahurip, dan Waduk
Hyang di Kabupaten Ciamis

2. Waduk Ciwulan di Kabupaten
Tasikmalaya

= Revitalisasi dan optimalisasi
fungsi waduk dan danau/situ

WP Sukabumi dsk

= Pembangunan Waduk di WS
Cisadea Cibareno, meliputi :
1. Waduk Citepus, Waduk
Ciletuh, Waduk Cikarang,
Waduk Cikaso, Waduk
Warungkiara dan Waduk




No

Infrastruktur

Rencana Pengembangan

Wilayah

Arahan Pengembangan

Cibareno di Kabupaten
Sukabumi

2. Waduk Cibuni dan Waduk
Cimaskara di Kabupaten
Cianjur

= Revitalisasi dan optimalisasi
fungsi situ

WP KK Cekungan
Bandung

= Pembangunan Waduk di WS
Citarum, meliputi Waduk
Sukawana, Waduk Santosa,
Waduk Ciwidey, Waduk Cimeta,
Waduk Cikapundung, Waduk
Citarik dan Waduk Tegalluar di
Kabupaten Bandung

= Revitalisasi dan optimalisasi
fungsi waduk dan danau/situ

= Rehabilitasi hutan dan lahan kritis
di hulu DAS

2

. Pengembangan

prasarana
pengendali daya rusak air

WP
Bodebekpunjur

Pengembangan infrastruktur
pengendali banjir

WP Purwasuka

Pengembangan infrastruktur
pengendali banjir

WP
Ciayumajakuning

Pengembangan infrastruktur
pengendali banjir

WP Priatim-
Pangandaran

Pengembangan infrastruktur
pengendali banjir

WP Sukabumi dsk

Pengembangan infrastruktur
pengendali banjir

WP KK Cekungan
Bandung

Pengembangan infrastruktur
pengendali banjir

Infrastruktur
Irigasi

1.

Pengembangan
irigasi.

jaringan

WP
Bodebekpunjur-
WP Purwasuka-
WP KK Cekungan
Bandung -WP
Ciayumajakuning

Peningkatan kondisi jaringan irigasi
di Daerah bagian utara.

WP
Bodebekpunjur

Peningkatan kondisi jaringan irigasi

WP Purwasuka

Peningkatan kondisi jaringan irigasi.

WP e Pembangunan Daerah Irigasi
Ciayumajakuning Rengrang di Kabupaten
Sumedang

e Peningkatan kondisi jaringan

irigasi.
WP Priatim - e Pembangunan Daerah Irigasi
Pangandaran Leuwigoong di Kabupaten Garut

e Peningkatan  kondisi

irigasi.

jaringan

WP Sukabumi dsk

Peningkatan kondisi jaringan irigasi

WP KK Cekungan
Bandung

Peningkatan kondisi jaringan irigasi




III. Rencana Pengembangan Infrastruktur Energi dan Kelistrikan
No Infrastruktur Rencana Pengembangan Wilayah Arahan Pengembangan
1 | Infrastruktur 1. Pengembangan instalasi | WP Pengembangan lapangan panas
Energi dan dan jaringan distribusi | Bodebekpunjur bumi eksisting di lapangan panas
Kelistrikan listrik untuk meningkatkan bumi Awi Bengkok, Gunung Salak
dan memeratakan di Kabupaten Bogor;
pasokan listrik ke seluruh Pengembangan prospek panas
wilayah Jawa Barat bumi di lapangan panas bumi
2. Pengembangan energi Ciseeng dan Gn. Pancar di
terbarukan meliputi Kabupaten Bogor, serta lapangan
pengembangan panas panas bumi Gede Pangrango di
bumi, energi potensial air Kabupaten Bogor dan Kabupaten
(mikrohidro), tenaga Cianjur;
surya serta tenaga angin, Pengembangan pemanfaatan
serta  sumber  energi sampah sebagai energi di TPA-
bahan bakar nabati TPA di Kabupaten Bogor,
3. Pengembangan energi tak Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi,

terbarukan meliputi
pengembangan energi
yang bersumber dari
Bahan  Bakar  Minyak
(BBM), gas, dan batubara
untuk meningkatkan
pasokan energi listrik.

Kota Bogor, dan Kota Depok;
Pengembangan gas kota (city
gas) di Kota Bogor, Kota Depok,
Kabupaten Bekasi dan Kota
Bekasi;

Pengembangan energi air skala
kecil di Kabupaten Bogor;
Pengembangan pemanfaatan gas
alam di Kabupaten Bekasi
(SPPBE, LNG Terminal, PLTG,
dan LPG plant); dan
Pengembangan desa-desa
mandiri energi.

WP Purwasuka

Pengembangan prospek panas
bumi di lapangan panas bumi
Sagalaherang dan Tangkuban
Perahu di Kabupaten Subang dan
sebagian Kabupaten Bandung
Barat;

Pengembangan jaringn pipanisasi
gas (gas pipeline) di Kabupaten
Karawang, Purwakarta, dan
Subang;

Pengembangan energi air skala
kecil di Kabupaten Subang;
Pengembangan secara
terkoordinasi pemanfaatan gas
alam di Kabupaten Karawang
dan Subang (SPPBE, PLTG, dan
LPG Plant);

Pengembangan desa-desa
mandiri energi; dan
Pengembangan batubara untuk
pembangkit (PLTU) di Kabupaten
Purwakarta, Karawang, dan
Subang.

WP
Ciayumajakuning

Pengembangan PLTA Waduk
Jatigede di Kabupaten
Sumedang;

Pengembangan PLTU di
Kabupaten = Indramayu  dan
Kabupaten Cirebon;
Pengembangan Sumber Energi
Panas Bumi Tampomas di
Kabupaten = Sumedang, dan
Sangkan Hurip Gunung Ciremai
di Kabupaten Kuningan dan
Kabupaten Cirebon, Gn. Kromong
di Kabupaten Cirebon;




No
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Rencana Pengembangan
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Arahan Pengembangan

Pengembangan gas perkotaan
(city gas);

Pengembangan stasiun pengisian
gas (SPPBE);

Pengembangan pemanfaatan
batubara untuk industri dan
pembangkit listrik;dan
Pengembangan desa-desa
mandiri energi.

WP Priatim -
Pangandaran

Pengembangan pemanfaatan
sumber energi panas bumi
Kawah Drajat, Kawah Kamojang,
Papandayan, Cilayu, Ciarinem,
Cikuray dan Guntur Masigit di
Kabupaten Garut, Gn. Sawal
Kabupaten Ciamis, Karaha
Bodas, Gn. Galunggung,
Cipacing, Ciheras, Cigunung,
Cibalong, Cipanas-Ciawi,
Cakrabuana di Kabupaten
Tasikmalaya;

Pengembangan pemanfaatan
energi terbarukan : energi air
skala kecil, energi surya, energi
angin, bio-energi;
Pengembangan stasiun pengisian
gas (SPPBE);dan

Pengembangan desa-desa
mandiri energi.

WP Sukabumi dsk

Pengembangan Pembangkit
Listrik Tenaga Air (PLTA) Cisokan
di Kabupaten Cianjur dan
Kabupaten Bandung Barat;
Pengembangan lapangan panas
bumi  Cisolok-Cisukarame  di
Kabupaten Sukabumi

Pengembangan pemanfaatan
sumber-sumber energi air di
Kabupaten Cianjur dan

Kabupaten Sukabumi;

Pengembangan pemanfaatan
sumber-sumber  energi  dari
energi angin di pantai selatan
Kabupaten Cianjur dan
Kabupaten Sukabumi;

Pengembangan sumber energi
bahan bakar nabati dan biogas
sebagai sumber energi alternatif
kawasan perdesaan di Kabupaten

Sukabumi dan Kabupaten
Cianjur;
Pengembangan Pembangkit

Listrik Tenaga Uap (PLTU) di
Kabupaten Sukabumi;
Pengembangan stasiun pengisian
gas (SPPBE); dan

Pengembangan desa-desa
mandiri energi.
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WP KK Cekungan
Bandung

Peningkatan energi panas bumi
di Cibuni, Patuha, Wayang
Windu, Kamojang, Gn. Malabar
di Kabupaten Bandung, dan
Tangkuban Perahu di Kabupaten
Bandung Barat;

Pengembangan energi sampah di
Kota Bandung dan Kabupaten
Bandung;

Pengembangan energi skala kecil
di Kabupaten Bandung,
Kabupaten Bandung Barat, dan
Kabupaten Sumedang;
Pengembangan gas perkotaan
(city gas) di KK Metropolitan
Bandung Raya;

Pengembangan stasiun pengisian
gas (SPPBE) di KK Metropolitan
Bandung Raya;

Pengembangan pemanfaatan
batubara untuk industri dan
pembangkit listrik; dan
Pengembangan desa-desa
mandiri energi.




IV. Rencana Pengembangan Infrastruktur Telekomunikasi

No Infrastruktur Rencana Pengembangan Wilayah Arahan Pengembangan
1 | Infrastruktur 1. Pengembangan WP e Pengembangan infrastruktur
Telekomunikasi telekomunikasi di desa-desa | Bodebekpunjur telekomunikasi perdesaan

. Pengembangan

yang belum
sinyal telepon

terjangkau

. Pengembangan

telekomunikasi di desa-desa
yang belum dilalui jaringan
terestrial telekomunikasi.
Cyber
Province.

e Pengembangan Cyber Province.

WP Purwasuka

e Pengembangan infrastruktur
telekomunikasi perdesaan
e Pengembangan Cyber Province.

WP
Ciayumajakuning

e Pengembangan infrastruktur
telekomunikasi perdesaan,
khususnya di Kabupaten
Kuningan dan Kabupaten
Indramayu.

e Pengembangan Cyber Province.

WP Priangan
Timur dan
Pangandaran

e Pengembangan infrastruktur
telekomunikasi pedesaan,
khususnya di Kabupaten Garut.

e Pengembangan Cyber Province.

WP Sukabumi dan
sekitarnya

e Pengembangan infrastruktur
telekomunikasi pedesaan,
khususnya di Kab. Cianjur

e Pengembangan Cyber Province.

WP KK Cekungan
Bandung

e Pengembangan infrastruktur
telekomunikasi perdesaan
e Pengembangan Cyber Province.




V. Rencana Pengembangan Infrastruktur Permukiman
No Infrastruktur Rencana Wilayah Arahan Pengembangan
Pengembangan
1 | Infrastruktur . Pengembangan kawasan | WP a. Infrastruktur Permukiman Perkotaan
Permukiman perumahan perkotaan Bodebekpunjur e Pengembangan hunian vertikal di
Perkotaan  dan | 2. Peningkatan pelayanan kawasan perkotaan Bodebek;
Perdesaan sistem air minum e Pengembangan kawasan siap bangun

. Pengelolaan air limbah

dan drainase

. Pengelolaan

persampahan Regional

. Peningkatan kualitas

lingkungan permukiman
kumuh.

. Pengembangan jasa

pelayanan  kesehatan,
ekonomi, budaya dan
olah raga

. Peningkatan

infrastruktur perdesaan

atau lingkungan siap bangun;

e Peningkatan ketersediaan air bersih
perkotaan dan pengembangan
IPA/WTP di Kabupaten Bekasi dan
Kabupaten Bogor;

e Pengembangan pengolahan  air
limbah yang memperhatikan baku
mutu limbah cair dan merupakan
sistem yang terpisah dari pengelolaan
air limbah industri secara terpusat
terutama pada kawasan perumahan
padat, pusat bisnis dan sentra
industri;

e Penataan jaringan drainase
perkotaan;

e Pembangunan Tempat Pengolahan
dan Pemrosesan Akhir Sampah
Regional Nambo dengan cakupan
pelayanan untuk wilayah Kabupaten
Bogor, Kota Bogor, dan Kota Depok;

e Peningkatan kualitas  lingkungan
permukiman kumuh di Kota Depok
dan Kota Bekasi;

e Pembangunan kawasan olahraga
terpadu di  PKN, PKW dan
pembangunan sarana olahraga di
PKL;

e Pembangunan Rumah Sakit Tipe A di
PKN, Rumah Sakit Tipe B di PKW dan
Rumah Sakit Tipe C di PKL;

e Pembangunan pusat kebudayaan di
PKN dan PKW;

e Pengendalian permukiman di
kawasan Puncak untuk mendukung
fungsi konservasi kawasan; dan

e Pembangunan Pasar Induk Regional
di Kabupaten Bogor.

b. Infrastruktur Permukiman Perdesaan

e Peningkatan infrastruktur  dasar
permukiman di desa tertinggal, desa
terpencil, permukiman kumuh
nelayan, desa di kawasan perbatasan
dengan Provinsi Banten dan DKI,
serta kawasan rawan bencana;

e Penataan kawasan  permukiman
perdesaan dengan prinsip konservasi
dan pengelolaan bencana;

e Pembangunan sarana olahraga dan
pusat kegiatan belajar; dan

e Pembangunan Puskesmas.

WP Purwasuka

a. Infrastruktur Permukiman Perkotaan

e Pengembangan hunian  vertikal
terutama di  kawasan  industri
Kabupaten Karawang dan Kabupaten
Purwakarta;

e Pengembangan kawasan siap bangun
atau lingkungan siap bangun;

e Penataan permukiman kumuh;

e Peningkatan pelayanan air besih
berupa pembangunan IPA/WTP dan
jaringan pipa distribusi;

e Pengembangan pengolahan  air

limbah;

e Penataan jaringan drainase
perkotaan;

e Peningkatan pengelolaan

persampahan;
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e Pembangunan kawasan olah raga di
PKW dan sarana olah raga di PKL;

e Pembangunan rumah sakit Tipe B di
PKW dan rumah sakit Tipe C di PKL;

e Pembangunan pusat kebudayaan di
PKW; dan

e Pembangunan Pasar Induk Regional
di PKW Cikampek-Cikopo.

b. Infrastruktur Permukiman Perdesaan
e Peningkatan infrastruktur  dasar
permukiman di desa tertinggal, desa

terpencil, permukiman kumuh
nelayan dan kawasan rawan
bencana;

e Penataan kawasan  permukiman
perdesaan dengan prinsip konservasi
dan pengelolaan bencana;

e Pembangunan sarana olah raga dan
pusat kegiatan belajar; dan

e Pembangunan Puskesmas.

WP

Ciayumajakuning

a. Infrastruktur Permukiman Perkotaan

e Pengembangan hunian vertikal di
Kota Cirebon;

e Pengembangan kawasan siap bangun
atau lingkungan siap bangun;

e Peningkatan pelayanan air bersih
berupa pembangunan IPA/WTP dan
jaringan pipa distribusi

e Peningkatan sistem pengelolaan air
limbah;

e Penataan jaringan drainase
perkotaan;

e Pembangunan tempat pengelolaan
sampah regional di Kabupaten
Cirebon;

e Pembangunan kawasan permukiman
di Kertajati Aerocity Kabupaten
Majalengka;

e Penataan permukiman kumubh;

e Pembangunan kawasan olah raga
terpadu di PKN dan PKW dan sarana
olah raga di PKL;

e Pembangunan Rumah Sakit Tipe A di
PKN, Rumah Sakit Tipe B di PKW dan
Rumah Sakit Tipe C di PKL;

e Pembangunan pusat kebudayaan di
PKN dan PKW; dan

e Pembangunan dan pengembangan
Pasar Induk Beras Regional di
Kabupaten Indramayu dan Pasar
Induk Regional di Kabupaten Cirebon.

b. Infrastruktur Permukiman Perdesaan

e Peningkatan infrastruktur  dasar
permukiman di desa tertinggal, desa
terpencil, desa perbatasan dengan
Provinsi Jawa Tengah, permukiman
kumuh nelayan, dan kawasan rawan
bencana;

e Penataan kawasan  permukiman
perdesaan dengan prinsip konservasi
dan pengelolaan bencana;

e Pembangunan sarana olah raga dan
pusat kegiatan belajar; dan

e Pembangunan Puskesmas.

WP Priangan
Timur dan
Pangandaran

a. Infrastruktur Permukiman Perkotaan

e Pengembangan kawasan  siap
bangun atau lingkungan siap bangun;

e Pengembangan sistem pelayanan air
bersih;

e Peningkatan sistem pengelolaan air
limbah di Pangandaran, Kota
Tasikmalaya dan Kota Banjar;
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e Penataan permukiman kumuh;

e Penyediaan tempat pengolahan akhir
sampah regional;

e Penataan jaringan drainase
perkotaan;

e Pembangunan kawasan olah raga di
PKW dan sarana olah raga di PKL;

e Pembangunan rumah sakit tipe B di
PKW dan rumah sakit tipe C di PKL;

e Pembangunan pusat kebudayaan di
PKNp; dan

e Pembangunan pusat rekreasi terpadu
skala nasional dan internasional di
PKNp.

b. Infrastruktur Permukiman Perdesaan

e Peningkatan infrastruktur  dasar
permukiman di desa tertinggal, desa
terpencil, permukiman kumuh
nelayan, desa di wilayah perbatasan
dengan Provinsi Jawa Tengah dan
kawasan rawan bencana;

e Penataan kawasan  permukiman
perdesaan dengan prinsip konservasi
dan penanggulangan bencana;

e Pembangunan sarana olah raga dan
pusat kegiatan belajar; dan

e Pembangunan Puskesmas.

WP Sukabumi dan
sekitarnya

a. Infrastruktur Permukiman Perkotaan

e Pengembangan kawasan siap
bangun atau lingkungan siap bangun
di Kabupaten Sukabumi, Kota
Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur;

e Pengembangan sistem pelayanan air
bersih di Kabupaten Sukabumi,
Kabupaten  Cianjur, dan Kota
Sukabumi;

e Peningkatan sistem pengelolaan air
limbah di Palabuhanratu dan kota
Sukabumi;

e Pengembangan permukiman
perkotaan yang  memperhatikan
prinsip konservasi;

e Penataan permukiman kumubh;

e Penyediaan TPA sampah regional di
Kabupaten Sukabumi;

e Penataan jaringan drainase
perkotaan;

e Pembangunan kawasan olah raga di
PKW dan sarana olah raga di PKL;

e Pembangunan rumah sakit tipe A di
PKNp, rumah sakit tipe B di PKW, dan
rumah sakit tipe C di PKL;

e Pembangunan pusat kebudayaan di
PKW dan PKNp;

e Pembangunan pasar induk regional di
Palabuhanratu; dan

e Pembangunan pusat bisnhis kelautan
di PKNp.

b. Infrastruktur Permukiman Perdesaan

e Peningkatan infrastruktur  dasar
permukiman di desa tertinggal, desa
terpencil, desa perbatasan dengan
Provinsi Banten, permukiman kumuh
nelayan, dan kawasan rawan
bencana;

e Penataan kawasan  permukiman
perdesaan dengan prinsip konservasi
dan penanggulangan bencana;

e Pembangunan sarana olah raga dan
pusat kegiatan belajar; dan

e Pembangunan Puskesmas
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WP KK Cekungan
Bandung

a. Infrastruktur Permukiman Perkotaan

Pengembangan hunian  vertikal
terutama di kawasan perkotaan,
industri dan pendidikan, khususnya di
Kota Bandung, Kabupaten Bandung,
Kota Cimahi dan Jatinangor di
Kabupaten Sumedang;
Pengembangan Kawasan Pendidikan
Tinggi Jatinangor di Kabupaten
Sumedang;

Pengembangan kawasan  siap
bangun atau lingkungan siap bangun
di Kabupaten Bandung Barat dan
Kabupaten Sumedang;

Peningkatan pengelolaan
persampahan, revitalisasi TPA
Leuwigajah, optimalisasi TPK

Sarimukti, dan operasionalisasi
Tempat Pengolahan dan Pemrosesan
Akhir ~ Sampah  Regional Legok
Nangka;

Peningkatan pelayanan air besih
Peningkatan pengolahan air limbah;
Penataan permukiman kumuh;
Penataan jaringan drainase
perkotaan;

Pembangunan kawasan olah raga
terpadu di PKN dan PKW dan sarana
olah raga di PKL;

Pembangunan rumah sakit Tipe A di
PKN, rumah sakit Tipe B di PKW dan
rumah sakit Tipe C di PKL; dan
Pembangunan pusat kebudayaan di
PKN dan PKW.

b.Infrastruktur Permukiman Perdesaan

Peningkatan infrastruktur  dasar
permukiman di desa tertinggal, desa
terpencil, dan kawasan rawan
bencana;

Penataan  kawasan  permukiman
perdesaan dengan prinsip konservasi
terutama di WP KK Cekungan
Bandung bagian utara dan selatan;
Pembangunan sarana olah raga dan
pusat kegiatan belajar; dan
Pembangunan Puskesmas.

GUBERNUR JAWA BARAT,
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RENCANA KAWASAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN

No.

Kawasan

Lokasi

Kawasan latihan militer TNI Angkatan
Darat

Kelurahan Cilodong Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok

Desa Gunung Bunder Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor

Desa Kalibaru Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor

Desa Cogreg Kecamatan Parung Kabupaten Bogor

Desa Galanggang Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat

Kecamatan Cisarua Situ Lembang, Desa Sumur Bandung Kecamatan
Cipatat Kabupaten Bandung Barat

Gunung Bohong dan Desa Setia Manah Kecamatan Cimahi Tengah Kota
Cimahi

Kecamatan Pangalengan, Kecamatan Nagreg, dan Desa Sindanglaya
Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung,

Desa Cibenda Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi

Desa Kertamanah Kecamatan Sukasari Kabupaten Purwakarta

Gunung Sanggabuwana Kecamatan Pangkalan Kabupaten Karawang

Kawasan pangkalan TNI angkatan Udara
(Lanud)

Lanud Husein Sastranegara, Kecamatan Andir Kota Bandung

Sulaeman, Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung

Suryadarma, Kecamatan Kalijati Kabupaten Subang

Atang Sanjaya, Kecamatan Semplak Kabupaten Bogor

Penggung, Kota Cirebon

Sukani, Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka

Nusawiru, Kecamatan Pangandaran Kabupaten Ciamis

Wiryadinata, Kecamatan Cibeureum Kabupaten Tasikmalaya

Pameungpeuk, Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Garut

Kawasan pendidikan/latihan militer TNI AU

Detasemen Bravo di Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor

Kawasan pangkalan TNI Angkatan Laut
(Lanal)

Lanal Bandung di Kota Bandung

Posal Palabuhanratu dan Puslatpur Marinir TNI AL Antralim di Kabupaten
Sukabumi

Posal Pangandaran di Kabupaten Ciamis

Lanal Cirebon di Kota Cirebon

Posal Gebang di Kabupaten Cirebon,

Posal Eretan di Kabupaten Indramayu

Posal Blanakan di Kabupaten Subang

Kawasan latihan pendaratan di Pantai Santolo Kecamatan Pameungpeuk
Kabupaten Garut

Kawasan Pos Polair

Pos Polair Cirebon dengan Sub Pos : Kejawanan, Gebang, Bondet, Dadap,
Eretan, Mayangan, dan Ciparage

Pos Polair Pelabuhanratu dengan Sub Pos : Cisolok, Ujunggenteng, dan
Ciwaru

Pos Polair Pangandaran dengan Sub Pos : Kalipucang, Pangandaran, Parigi,
Batukaras, dan Pameungpeuk

Kawasan Pendidikan/Latihan Polri

SPN Cisarua, Lembang di Kabupaten Bandung Barat berada di bawah
naungan Polda Jabar

SPN Lido di Kabupaten Bogor berada di bawah naungan Polda Metro Jaya

Secapa Polri di Kota Sukabumi berada di bawah naungan Lembaga
Pendidikan dan Latihan Markas Besar Polri

Kawasan militer lainnya

Kodam, Korem, dan Koramil

Komando Pendidikan dan Latihan TNI-AD dan Satuan
Pelaksana dibawahnya, seperti Pusdik Kav, Pusdiktop, Pusdikzi, dan Pusdik
Ajen

Pusat Kesenjataan Kavaleri/Pusserkav, Pussen Armed, Pussen Arhanud,
dan Pusenif

Secapa TNI AD dan Resimen Induk Komando Daerah Militer/Rindam

Pangkalan peluncuran roket di Pameungpeuk Kabupaten Garut

GUBERNUR JAWA BARAT,
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LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR
TANGGAL
TENTANG

: 22 TAHUN 2010
: 30 NOVEMBER 2010
: RENCANA TATA RUANG WILAYAH

PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2009-2029

PENETAPAN LOKASI KAWASAN LINDUNG PROVINSI

Fungsi

Jenis/Tipe

Klasifikasi
Fisik

Lokasi (Kode)

1. Kawasan yang memberikan perlindungan bagi kawasan bawahannya

1.1 Kawasan Hutan
berfungsi lindung

Hutan Lindung

Hutan

Tereletak di Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH):
Bogor, Sukabumi, Cianjur, Purwakarta, Kawasan
Bandung Utara, Kawasan Bandung Selatan, Garut,
Tasikmalaya, Ciamis, Sumedang, Majalengka,
Indramayu dan Kuningan.

1.2 Kawasan
resapan air

Non Hutan

Tersebar di Jawa Barat

2. Kawasan Perlindungan Setempat

2.1 Sempadan pantai

Non Hutan

Kab. Bekasi, Kab. Karawang, Kab. Sukabumi, Kab.
Cianjur, Kab. Subang, Kab. Garut, Kab. Tasikmalaya,
Kab. Ciamis, Kab. Cirebon, Kab. Indramayu, Kota
Cirebon

2.2 Sempadan sungai

Non Hutan

Terletak di seluruh Daerah Aliran Sungai (DAS)

2.3 Kawasan sekitar
waduk dan
danau/situ

Non Hutan

e Waduk Ir. H. Juanda-Jatiluhur, terletak di
Kabupaten Purwakarta;

e Waduk Cirata, terletak di Kabupaten Purwakarta —
Cianjur - Bandung Barat;

e Waduk Cileunca, Waduk Cipanunjang, dan Situ
Sipatahunan, terletak di Kabupaten Bandung;

e Waduk Saguling, Situ Ciburuy, dan Situ Lembang,
terletak di Kabupaten Bandung Barat;

e Situ Gede, Waduk Pongkor, Situ Kemang, Waduk
Lido, Waduk Cikaret, terletak di Kabupaten Bogor;

o Waduk Darma, Waduk Wulukut, Waduk Dadap
Berendung, terletak di Kabupaten Kuningan;

e Waduk Sedong dan Situ Patok, terletak di
Kabupaten Cirebon;

e Waduk Cipancuh dan Situ Bolang, terletak di
Kabupaten Indramayu;

e Waduk Sindang Pano, Waduk Sangyang, Situ
Anggrarahan, Situ Rancabeureum, terletak di
Kabupaten Majalengka;

e Waduk Jatigede, terletak di Kabupaten

Sumedang;

Waduk Cibeureum, terletak di Kabupaten Bekasi;

Situ Kamojing, terletak di Kabupaten Karawang;

Situ Bagendit, terletak di Kabupaten Garut;

Situ Gede, terletak di Kabupaten Tasikmalaya;

Situ Bojongsari, terletak di Kota Depok.

2.4 Kawasan sekitar
mata air

Non Hutan

Tersebar di Jawa Barat

2.5 Ruang Terbuka
Hijau Kota

Hutan dan
Non Hutan

Tersebar di Jawa Barat

3. Kawasan Suaka Alam

3.1 Kawasan
Cagar Alam

Hutan
Konservasi

Hutan

e (Cagar Alam Arca Domas, Cagar Alam Yan Lapa,
dan Cagar Alam Dungus Iwul, terletak di
Kabupaten Bogor;

e (Cagar Alam Talaga Warna, terletak di Kabupaten
Bogor — Cianjur;




Fungsi

Jenis/Tipe

Klasifikasi
Fisik

Lokasi (Kode)

Cagar Alam Takokak, Cagar Alam Cadas Malang,
dan Cagar Alam Bojong Larang Jayanti, terletak di
Kabupaten Cianjur;

Cagar Alam Gunung Simpang, terletak di
Kabupaten Bandung - Cianjur;

Cagar Alam Telaga Patengan, Cagar Alam Gunung
Malabar, Cagar Alam Cigenteng Cipanji I/1I, Cagar
Alam Yung Hun, dan Cagar Alam Gunung Tilu,
terletak di Kabupaten Bandung;

Cagar Alam Papandayan (perluasan) dan Cagar
Alam Kawah Kamajong, terletak di Kabupaten
Bandung - Garut;

Cagar Alam Gunung Tangkubanparahu, terletak di
Kabupaten Bandung - Subang;

Cagar Alam Talaga Bodas dan Leuweung
Sancang, terletak di Kabupaten Garut;

Cagar Alam Sukawayana, Cagar Alam Cibanteng,
Cagar Alam Tangkuban Parahu (Palabuhanratu),
terletak di Kabupaten Sukabumi;

Cagar Alam Burangrang, terletak di Kabupaten
Purwakarta;

Cagar Alam Gunung Jagat, terletak di Kabupaten
Sumedang;

Cagar Alam Pananjung Pangandaran dan Cagar
Alam Panjalu/Koorders, terletak di Kabupaten
Ciamis.

3.2. Kawasan
suaka
margasatwa

Hutan
Konservasi

Hutan

Suaka Margasatwa Cikepuh terletak di Kabupaten
Sukabumi

Suaka Margasatwa Gunung Sawal terletak di
Kabupaten Ciamis

Suaka Margasatwa Sindangkerta, terletak di
Kabupaten Tasikmalaya

3.3 Kawasan suaka
alam laut dan
perairan lainnya

Hutan
Konservasi

Hutan

Suaka Alam Laut Leuweung Sancang, terletak di
Kabupaten Garut

Suaka Alam Laut Pangandaran, terletak di
Kabupaten Ciamis

3.4 Kawasan pantai
berhutan bakau/
payau

Hutan
Konservasi

Hutan

Muara Gembong, terletak di Kabupaten Bekasi
Muara Bobos dan Blanakan, terletak di Kabupaten
Subang

Tanjung Sedari, terletak di Kabupaten. Karawang
Eretan, terletak di pantai Kabupaten Indramayu
dan Kabupaten Cirebon

4. Kawasan Pelestarian Alam

4.1. Taman Nasional

Hutan
Konservasi

Hutan

Taman Nasional Gunung Gede Pangrango di
Kabupaten Sukabumi, Bogor

Taman Nasional Gunung Halimun terletak di
Kabupaten Sukabumi dan Bogor

Taman Nasional Gunung Ciremai, terletak di
Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Majalengka

4.2. Taman Hutan
Raya

Hutan
Konservasi

Hutan

Taman Hutan Raya Ir. H. Juanda terletak
Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung
Barat, Kota Bandung

Taman Hutan Raya Pancoran Mas terletak di Kota
Depok

Taman Hutan Raya Gunung Palasari dan Gunung
Kunci di Kabupaten Sumedang

4.3. Taman Wisata
Alam

Hutan
Konservasi

Hutan

Taman Wisata Alam Gunung Salak Endah, Taman
Wisata Alam Talaga Warna dan Taman Wisata
Alam Gunung Pancar, terletak di Kabupaten Bogor;
Taman Wisata Alam Sukawayana, terletak di
Kabupaten Sukabumi;

Taman Wisata Alam Jember, terletak di Kabupaten
Cianjur;

Taman Wisata Alam Telaga Patengan dan Taman
Wisata Alam Cimanggu, terletak di Kabupaten
Bandung;

Taman Wisata Alam Curug Dago, terletak di Kota
Bandung;




Fungsi

Jenis/Tipe

Klasifikasi
Fisik

Lokasi (Kode)

= Taman Wisata Gunung Tangkubanparahu, terletak
di Kabupaten Bandung Barat - Subang;

= Taman Wisata Alam Curug Santri, terletak di
Kabupaten Karawang;

= Taman Wisata Alam Kawah Kamojang terletak di
Kabupaten Bandung - Garut;

= Taman Wisata Alam Papandayan, Taman Wisata
Alam Gunung Guntur dan Taman Wisata Alam
Talaga Bodas, terletak di Kabupaten Garut;

= Taman Wisata Alam Gunung Tampomas, terletak di
Kabupaten Sumedang;

= Taman Wisata Alam Linggarjati, terletak di
Kabupaten Kuningan;

= Taman Wisata Alam Pananjung Pangandaran,
terletak di Kabupaten Ciamis;

= Taman Wisata Alam lainnya, tersebar di
Kabupaten/Kota.

5. Kawasan Cagar
Budaya dan IImu
Pengetahuan

Non Hutan

= Istana Bogor, Batu Tulis, dan Gedung Negara BKPP
Wilayah I terletak di Kota Bogor;

= Istana Cipanas, Megalitikum Gunung Padang, dan
Kawasan Makam Rd. Aria di Cikundul, terletak di
Kabupaten Cianjur;

= Kawasan Gedung Sate, terletak di Kota Bandung;

= Candi Bojong Menje dan Kawasan Makam Syech
Mahmud di Kabupaten Bandung

= Observatorium Bosscha dan Kampung Budaya Gua
Pawon, terletak di Kabupaten Bandung Barat;

= Makam Sunan Gunungjati, terletak di Kabupaten
Cirebon;

= Gua Sunyaragi, Keraton Kasepuhan, Keraton
Kanoman, Keraton Kacirebonan, dan Gedung
Negara BKPP Wilayah III terletak di Kota Cirebon;

= Museum Linggarjati, terletak di Kabupaten
Kuningan;

= Kampung Naga dan Kawasan Makam Syech Sunan
Rohmat Pamijahan, terletak di Kabupaten
Tasikmalaya;

= Gunung Kunci, Komplek Museum Prabu Geusan
Ulun, Komplek Makam Dayeuh Luhur, terletak di
Kabupaten Sumedang;

= Candi Cangkuang, Kampung Dukuh, Kawasan
Makam Syech Muhidin, dan Gedung Negara BKPP
Wilayah 1V, terletak di Kabupaten Garut;

= Batu Tulis Ciaruteun, Kampung Budaya
Sindangbarang, Kampung Adat Lemah Duhur, dan
Gua Gudawang, terletak di Kabupaten Bogor;

= Ciung Wanara Karang Kamulyan, Situ Lengkong
Panjalu, dan Kampung Kuta, terletak di Kabupaten
Ciamis;

= Pulau Biawak, terletak di Kabupaten Indramayu;

= Kampung Ciptagelar, terletak di Kabupaten
Sukabumi;

= Kawasan Makam Syech Tb. Ahmad Bakri, dan
Gedung Negara BKPP Wilayah II, terletak di
Kabupaten Purwakarta;

= Kawasan Situs Candi Jiwa dan Makam Syech Quro,
terletak di Kabupaten Karawang; dan

= Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan
lainnya, tersebar di Kabupaten/Kota.

6. Kawasan Rawan Bencana Alam

6.1 Kawasan Rawan
Tanah Longsor

Non Hutan

Kab. Bogor, Kab. Sukabumi, Kab. Cianjur, Kab.
Bandung, Kab. Garut, Kab. Purwakarta, Kab.
Sumedang, Kab.Tasikmalaya, Kab. Ciamis, Kab.
Majalengka, Kab. Kuningan & Kab. Cirebon.

6.2 Kawasan
Gelombang
Pasang

Non Hutan

Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu,
Kabupaten Subang, Kabupaten Karawang, dan
Kabupaten Bekasi




Fungsi

Jenis/Tipe

Klasifikasi
Fisik

Lokasi (Kode)

6.3 Kawasan Rawan
Banjir

Non Hutan

Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, Kabupaten Cirebon,
Kota Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten
Indramayu, Kabupaten Subang, Kabupaten Bandung,
Kabupaten Karawang dan Kabupaten Bekasi.

7. Kawasan Lindung Geologi

7.1 Kawasan
Konservasi
Lingkungan
Geologi

Non Hutan

1. Kawasan Cagar Alam Geologi, meliputi :

e Kawasan Geologi Pasir Pawon dan Gua
Pawon, terletak di Kabupaten Bandung Barat;

e Kawasan Geologi Ciletuh, terletak di
Kabupaten Sukabumi;

e Kawasan Geologi Rancah, terletak d
Kabupaten Ciamis; dan

e Kawasan Geologi Pasirgintung, terletak d
Kabupaten Tasikmalaya.

2. Kawasan Kars, tersebar di Kabupaten Bogor,
Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur,
Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi,
Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Cirebon,
Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Garut,
Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Ciamis.

7.2 Kawasan Rawan
Bencana Geologi

Non Hutan

1. Kawasan rawan bencana gunung api, meliputi :

e Kawasan Gunung Salak, terletak di Kabupaten
Bogor dan Kabupaten Sukabumi;

e Kawasan Gunung Gede-Pangrango, terletak di
Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur dan
Kabupaten Sukabumi;

e Kawasan Gunung Patuha, Kawasan Gunung
Wayang Windu, dan Kawasan Gunung
Talagabodas, terletak di Kabupaten Bandung;

e Kawasan Gunung Ciremai, terletak di
Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon dan
Kabupaten Majalengka;

¢ Kawasan Gunung Guntur, terletak di Kabupaten
Garut;

e Kawasan Gunung Tangkubanparahu, terletak di
Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten
Subang;

e Kawasan Gunung Papandayan, terletak di
Kabupaten Garut dan Kabupaten Bandung; dan

e Kawasan Gunung Galunggung, terletak di
Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Garut.

2.Kawasan rawan gempa bumi tektonik, tersebar di
daerah rawan gempa bumi Bogor-Puncak-Cianjur,
daerah rawan gempa bumi Sukabumi-Padalarang-
Bandung, daerah rawan gempa bumi Purwakarta-
Subang-Majalengka, dan daerah rawan gempa
bumi Garut-Tasikmalaya-Ciamis;

3. Kawasan rawan gerakan tanah, tersebar di
Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur, Kabupaten
Sukabumi, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten
Subang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten
Kuningan, Kabupaten Bandung, Kabupaten
Bandung Barat, Kabupaten Sumedang, Kabupaten
Garut, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten
Ciamis;

4. Kawasan yang terletak di zona sesar aktif, tersebar
di Sesar Cimandiri (Palabuhanratu-Padalarang),
Sesar Lembang (Bandung Barat), dan Sesar Baribis
(Kuningan-Majalengka);

5.Kawasan rawan tsunami, tersebar di Kabupaten
Ciamis, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Garut,
Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Sukabumi; dan

6. Kawasan rawan abrasi, tersebar di pantai
Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang,
Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu,
Kabupaten Cirebon, Kabupaten Sukabumi,
Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten
Tasikmalaya, dan Kabupaten Ciamis.




Fungsi

Jenis/Tipe

Klasifikasi
Fisik

Lokasi (Kode)

7.3 Kawasan yang
memberikan
perlindungan
terhadap air tanah

Non Hutan

1. Kawasan imbuhan air tanah, tersebar di Jawa
Barat

2. Kawasan sempadan mata air, tersebar di Jawa
Barat.

8. Kawasan Taman
Buru

Hutan
Konservasi

Hutan

Taman Buru Gunung Masigit terletak di Kabupaten
Bandung, Garut, dan Sumedang

9. Kawasan
perlindungan
plasma nutfah

Non Hutan

= Muara Gembong, terletak di Kabupaten Bekasi;

= Kebun Raya Bogor, terletak di Kota Bogor;

= Taman Safari Indonesia, Taman Buah Mekarsari,
dan Gunung Salak Endah, terletak di Kabupaten
Bogor;

= Taman Bunga Nusantara, Kebun Raya Cibodas, dan
Ciogong, terletak di Kabupaten Cianjur;

= Pantai Pangumbahan dan Perairan Sukawayana,
terletak di Kabupaten Sukabumi;

= Jatiluhur/Sanggabuana, terletak di Kabupaten
Purwakarta;

= Kawah Putih dan Gunung Patuha, terletak di
Kabupaten Bandung;

= Kebun Binatang Bandung, terletak di Kota
Bandung;

= Cimapang/Rancabuaya, terletak di Kabupaten
Garut;

= Gunung Cakrabuana, Sirah Cimunjul dan Gunung
Galunggung terletak di Kabupaten Tasikmalaya;

= Majingklak, Karang Kamulyan, Panjalu dan Cukang
Taneuh, terletak di Kabupaten Ciamis;

= Gunung Ageung, terletak di Kabupaten Majalengka;

= Muara Cimanuk dan Pulau Biawak, terletak di
Kabupaten Indramayu; dan

= Kebun Raya Kuningan, terletak di Kabupaten
Kuningan.

10. Terumbu
Karang

Non Hutan

= Pantai Cilamaya, terletak di Kabupaten Karawang;

= Pantai Bobos, terletak di Kabupaten Subang;

= Pantai Majakerta dan Pulau Biawak, terletak di
Kabupaten Indramayu;

= Pantai Karang Hawu, Cisolok, Citepus, Surade,
Ciracap, dan Ciwaru, terletak di Kabupaten
Sukabumi;

= Pantai Santolo, Cilauteureun sampai Cagar Alam
Sancang, Cikelet, terletak di Kabupaten Garut;

= Pantai Cipatujah sampai Karangtawulan, terletak di
Kabupaten Tasikmalaya; dan

= Pantai Krapyak, Pantai Timur dan Barat Cagar Alam
Pananjung, Pantai Karang Jaladri, terletak di
Kabupaten Ciamis.

11. Koridor satwa
dan biota laut
yang dilindungi

Non Hutan

= Tempat bertelur penyu hijau, terdapat di Ciracap
dan Ujung Genteng, terletak di Kabupaten
Sukabumi, serta Pantai Keusik Luhur, terletak di
Kabupaten Ciamis;

= Tempat bertelur penyu, terdapat di Pantai
Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya.

12, Kawasan yang
sesuai untuk
Hutan Lindung

Non Hutan

Tersebar di luar kawasan hutan negara, yang memiliki
skor > 175, dihasilkan dari analisis hutan lindung
kriteria SK Mentan No. 837/KPTS/Um/11/1980.
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LAMPIRAN VIII PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 22 TAHUN 2010
TANGGAL : 30 NOVEMBER 2010
TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH

PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2009-2029

ARAHAN PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS PROVINSI (KSP)

No Penanganan KSP Kriteria Isu Penanganan
1 Pertahanan dan | KSP Pulau Manuk | Kawasan pulau terluar Penanganan kegiatan
Keamanan yang memiliki fungsi pengamanan dan konservasi
pertahanan keamanan pulau
2 Lingkungan KSP Bandung Kawasan yang potensial Rehabilitasi dan revitalisasi
hidup Utara menimbulkan masalah fungsi konservasi kawasan
yang bersifat lintas Pembatasan dan pengendalian
kabupaten/kota, bersifat pembangunan
fisik lingkungan dan
kebencanaan
3 Lingkungan KSP Hulu Sungai | Kawasan yang potensial Rehabilitasi dan revitalisasi
hidup Citarum menimbulkan masalah fungsi konservasi kawasan
yang bersifat lintas
kabupaten/kota, bersifat
fisik lingkungan dan
kebencanaan
4 Lingkungan KSP Bogor- Kawasan yang potensial Rehabilitasi dan revitalisasi
Hidup Puncak-Cianjur menimbulkan masalah kawasan
yang bersifat lintas Pembatasan dan pengendalian
kabupaten/kota, bersifat pembangunan
fisik lingkungan dan
kebencanaan
5 Lingkungan KSP Pesisir Kawasan daratan Pengendalian pemanfaatan
Hidup Pantura (kecamatan) sepanjang SDA yang melebihi daya
pesisir pantai serta dukung lingkungan
perairan pantai sepanjang Rehabilitasi/revitalisasi
12 mil laut dari pasang kawasan hutan Mangrove
tertinggi Pengembangan/ peningkatan
kegiatan ekonomi pesisir
Peningkatan kualitas
pemukiman nelayan
6 Ekonomi KSP Kawasan yang Mengembangkan kegiatan
Pangandaran diprioritaskan menjadi wisata pesisir dan minat khusus
dan sekitarnya pengembangannya untuk Menjaga kelestarian lingkungan
mengurangi ketimpangan pantai
perekonomian Jawa Barat Meningkatkan aksesibilitas dan
sarana penunjang wisata
7 Ekonomi KSP Sukabumi Kawasan yang Mengembangkan kawasan
bagian selatan diprioritaskan menjadi agromarine bisnis dan wisata
dsk pengembangan untuk minat khusus
mengurangi ketimpangan Menjaga kelestarian lingkungan
perekonomian Jawa Barat pantai
Meningkatkan aksesibilitas dan
sarana penunjang wisata
8 Ekonomi KSP koridor e Kawasan yang Berpotensi sebagai kawasan
Bekasi-Cikampek diprioritaskan menjadi ekonomi untuk persaingan di
kawasan yang dapat tingkat regional
mendorong Perlu sinergitas infrastruktur
perekonomian Jawa Perlu sinergitas pembangunan
Barat antar daerah
e Penurunan kualitas Perlu dikendalikan agar tidak
lingkungan merambah kawasan lahan
basah




No Penanganan KSP Kriteria Isu Penanganan
9 Ekonomi KSP koridor e Kawasan yang Mengembangkan kawasan
Padalarang- diprioritaskan menjadi wisata terpadu dan agroindustri
Purwakarta kawasan yang dapat Pengembangan Technopark
mendorong dan perkantoran
perekonomian Jawa Mengoptimalkan pemanfaatan
Barat Waduk Jatiluhur dan Cirata
e Penurunan kualitas untuk kegiatan pariwisata &
lingkungan kegiatan khusus sesuai daya
dukungnya
10 | Ekonomi KSP pertanian e Kawasan yang potensial Merupakan daerah lumbung
lahan basah menimbulkan masalah padi nasional
Pantura yang bersifat lintas Mempertahankan luasan lahan
kabupaten/kota, bersifat sawah
fisik lingkungan dan Meningkatkan pendapatan
ekonomi petani dengan program
e Kawasan potensial alih multiaktivitas agribisnis dan
fungsi lahan perbaikan irigasi
Memperkecil resiko banjir dan
kekeringan
11 | Ekonomi KSP Bandara Kawasan yang Mengembangkan bandara &
Internasional diprioritaskan menjadi aerocity
Jawa Barat kawasan yang dapat Mengintegrasikan dengan
Kertajati dsk mendorong perekonomian pengembangan wilayah
Jawa Barat disekitarnya
Kerjasama dengan pihak
swasta
12 | Ekonomi KSP Bandung- Kawasan yang Mengembangkan kawasan
Cirebon diprioritaskan menjadi agroindustri
kawasan yang dapat Memanfaatkan hasil pertanian
mendorong perekonomian sebagai bahan olahan industri
Jawa Barat yang dikembangkan
13 | Lingkungan KSP Garut Kawasan yang potensial Mengembangkan Kota Garut
Hidup Selatan dsk menimbulkan masalah Selatan secara terbatas sesuai
yang bersifat lintas daya dukung lingkungan
kabupaten/kota, bersifat Mengembangkan wisata IPTEK
fisik lingkungan
14 | Ekonomi KSP Perbatasan Kawasan yang terletak di Peningkatan infrastruktur
Jabar-Jateng perbatasan provinsi dan Menyelarasan struktur dan pola
memerlukan sinkronisasi ruang, serta arah
penataan ruang dan pengembangan wilayah agar
pengembangan wilayah terintegrasi dan saling
dengan kawasan yang mendukung dengan kawasan
berbatasan tetangga
15 | Ekonomi KSP Kilang Kawasan yang Mengembangkan kawasan
Minyak Balongan | diprioritaskan mendorong agroindustri
perekonomian Jawa Barat Memanfaatkan hasil pertanian
sebagai bahan olahan industri
yang dikembangkan
16 | Sosial dan KSP Pendidikan Kawasan yang Revitalisasi kawasan
budaya Jatinangor diprioritaskan menjadi Penataan lingkungan sekitar
kawasan yang dapat Peningkatan aksesibilitas
mendorong perekonomian menuju kawasan
Jawa Barat Pengembangan pembangunan
vertikal
17 | Sosial dan KSP Pusat Pusat pemerintahan Pelestarian cagar budaya
budaya Pemerintahan provinsi Peningkatan citra kawasan
Gedung Sate
18 | Ekonomi KSP Jonggol Alternatif pusat pelayanan Pengembangan perkotaan

publik tingkat Nasional

mandiri
Peningkatan pelayanan publik
tingkat nasional




No Penanganan KSP Kriteria Isu Penanganan

19 | Pendayagunaan | KSP Kawasan perlu Rehabilitasi dan revitalisasi
SDA & teknologi | Observatorium dikendalikan kawasan;
tinggi Bosscha Mengendalikan pembangunan

di Lembang dan Kawasan
Bandung Utara;

Melarang adanya kegiatan yang
mengganggu berfungsinya
observatorium;

Mengendalikan kegiatan wisata
terbatas di Lembang dan
Kawasan Bandung Utara.

20 | Pendayagunaan | KSP panas bumi Kawasan tempat lokasi Pemanfaatan SDA energi yang
SDA dan Wayang Windu sumber energi panas bumi ramah lingkungan dan
teknologi tinggi berikut fasilitas berkelanjutan

pengolahan energi serta Sinergitas dengan

kawasan di sekitarnya pengembangan wilayah sekitar
yang perlu dikelola dengan

serasi

21 | Pendayagunaan | KSP panas bumi Kawasan tempat lokasi Pemanfaatan SDA energi yang
SDA dan Kamojang- sumber energi panas bumi ramah lingkungan dan
teknologi tinggi | Darajat- berikut fasilitas berkelanjutan

Papandayan pengolahan energi serta Sinergitas dengan
kawasan di sekitarnya pengembangan wilayah sekitar
yang perlu dikelola dengan
serasi

22 | Pendayagunaan | KSP Panas Bumi | Kawasan tempat lokasi Pemanfaatan SDA energi yang
SDA dan dan sumber energi panas bumi ramah lingkungan dan
teknologi tinggi | Pertambangan berikut fasilitas berkelanjutan

Mineral Gunung pengolahan energi serta Sinergitas dengan
Salak-Pongkor kawasan di sekitarnya pengembangan wilayah sekitar
yang perlu dikelola dengan
serasi

23 | Pendayagunaan | KSP Panas Bumi | Kawasan tempat lokasi Pemanfaatan SDA energi yang
SDA dan Sangkanhurip sumber energi panas bumi ramah lingkungan dan
teknologi tinggi berikut fasilitas berkelanjutan

pengolahan energi serta Sinergitas dengan

kawasan di sekitarnya pengembangan wilayah sekitar
yang perlu dikelola dengan

serasi

24 | Pendayagunaan | KSP Panas Bumi | Kawasan tempat lokasi Pemanfaatan SDA energi yang
SDA dan Gunung Gede- sumber energi panas bumi ramah lingkungan dan

teknologi tinggi

Pangrango

berikut fasilitas
pengolahan energi serta
kawasan di sekitarnya
yang perlu dikelola dengan
serasi

berkelanjutan
Sinergitas dengan
pengembangan wilayah sekitar
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PETA ARAHAN PENANGANAN KAWASAN STRATEGIS PROVINSI

TATA RUANG WILATAM PROVING MA AARAT 20052029
PETA RENCANA KAWASAN STRATEGIS PROVINSI
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PETA RENCANA INFRASTRUKTUR WILAYAH

RENCANA TATA RUANG WILATAN PROVING! SWA BARAT 2008 2029
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LAMPIRAN IX PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR  :22 TAHUN 2010
TANGGAL : 30 NOVEMBER 2010
TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2009-2029
INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG LIMA TAHUNAN
I. PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG

Instansi Waktu Sumber Dana Pemerintah Sumb
No. Program Utama Lokasi by 2009-2013 [ 2013- | 2018- ‘ 2023- | 2028- | APBD Kab/ ‘ APBD [ oo\ | Dana
- 2009 [ 2010 [ 2011 [ 2012 | 2013 | 2018 | 2023 | 2028 | 2029 Kota Provinsi Swasta
- Pengembangan Infrastruktur Strategis
A. INFRASTRUKTUR JALAN
1 Pembangunan Jalan Tol - JI. Tol Cileunyi-Sumedang- Dinas Bina Marga X X X X
Dawuan Kemen. PU
- JI. Tol Cikopo/Cikampek- Kemen. PU X X
Palimanan
- JI. Tol Cikarang-Tj.Priok Kemen. PU X X
- JI. Tol Bekasi-Cawang- Kemen. PU X X
Kp.Melayu
- JI. Tol Serpong-Cinere Kemen. PU X X
- JI. Tol Cimanggis-Cibitung Kemen. PU X X
- JI. Tol Depok-Antasari Kemen. PU X X
- JI. Tol Bogor Ring Road Kemen. PU X X X
- JI. Tol Ciawi-Sukabumi Kemen. PU X X
- JI. Tol Sukabumi-Ciranjang Kemen. PU X X
- JI. Tol Ciranjang- Kemen. PU X X
Padalarang
- JI. Tol Dalam Kota Bandung | Dinas Bina Marga X X X X
Kemen. PU
- JI. Tol Kanci-Pejagan- Kab. Kemen. PU X X
Cirebon
- JI. Tol Soroja-Kab. Bandung | Dinas Bina Marga X X X X
Kemen. PU
- JI. Tol Cileunyi -Nagreg- Kemen. PU X X
Ciamis-Banjar
- JI. Tol Cinere-Jagorawi Kemen. PU X X
2. Pembangunan jalan kolektor primer Kemen. PU X
lintas utara Jawa Barat
3. Pembangunan jalan lintas selatan Jawa Dinas Bina Marga X X
Barat Kemen. PU
4. Peningkatan jalan lintas selatan Jawa Kemen. PU
Barat menjadi jalan nasional
5. Pembangunan/Peningkatan jalur jalan | - Cirebon — Cikijing — Ciamis Dinas Bina Marga X X
poros — Pangandaran Kemen. PU
- Bandung - Pangalengan — Dinas Bina Marga X
Rancabuaya




No. Program Utama Lokasi Instansi 2009-2013
- Jakarta — Depok — Bogor — Dinas Bina Marga
Cibadak — Cikidang — Kemen. PU
Palabuanratu
B. INFRASTRUKTUR PERHUBUNGAN
1. Pengembangan pelabuhan laut khusus | Kab. Bekasi Kemen.
industri Perhubungan
2. Pembangunan Pelabuhan Laut | Kab. Karawang Dinas Perhubungan
Internasional Cilamaya Kemen.
Perhubungan
3. Pembangunan Bandara Internasional Kab. Majalengka Dinas Perhubungan
Jawa Barat (BIJB) Kertajati sebagai Kemen.
Pusat Persebaran Sekunder Perhubungan
4, Peningkatan skala pelayanan Bandara Kab. Majalengka Dinas Perhubungan
Internasional Jawa Barat (BIJB) Kemen.
Kertajati menjadi Pusat Persebaran Perhubungan
Primer
5. Peningkatan Skala Pelayanan Bandara Kota Bandung Dinas Perhubungan
Husein Sastranegara menjadi Pusat Kemen.
Persebaran Sekunder Perhubungan
6. Revitalisasi Jalur KA - Rancaekek - Jatinangor — Kemen.
Tanjungsari — Kertajati — Perhubungan
Kadipaten — Cirebon
- Bandung-Sukabumi-Bogor Kemen.Perhubungan
7. Pembangunan Terminal Tipe A Kota Bandung, Kab. Kemen.
Bandung, Kab. Bekasi, Kota Perhubungan
Bogor, Kota Depok, Kab.
Karawang, Kota Tasikmalaya,
Kota Sukabumi, dan Kota
Cirebon
C. INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA
AIR
1. Persiapan Pembangunan Waduk Waduk Ciawi,Waduk Dinas PSDA
Narogong, Waduk Genteng, Kemen. PU
Waduk Sodong, Waduk
Tanjung, Waduk Parung
Badak, Waduk Cijuray,
Waduk Cidurian (Kab. Bogor)
Waduk Sadawarna (Kab. Kemen. PU
Subang) Dinas PSDA
Waduk Limo (Kota Depok) Kemen. PU
Dinas PSDA
Waduk Cilame, Waduk Kemen. PU
Talagaherang, Waduk Dinas PSDA
Cipunagara, Waduk Kandung,
Waduk Bodas (Kab.Subang)
- Waduk Cipasang, Waduk Kemen. PU
Kadumanik (Kab. Dinas PSDA
Sumedang)
- Waduk Lap. Cinunjang
(Kab. Kuningan)
Waduk Cipanas, Waduk Dinas PSDA
Cipanas Saat (Kab. Kemen. PU

Sumedang)

Sumber Dana Pemerintah Sumber
APBD Kab/ APBD Dana
Kota Provinsi APBN Swasta
X X
X X
X X X
X X X
X X X
X X X
X X
X X
X X
X X X
X X X
X X X
X X X




No.

Program Utama

Lokasi

Instansi

2009-2013

P

2010

2011

2012

Konstruksi Waduk

Waduk Sadawarna-Kab.
Subang

Kemen. PU

Waduk Jatigede-Kab.
Sumedang

Kemen. PU

- Waduk Ciawi, Waduk
Narogong, Waduk
Genteng, Waduk Sodong,
Waduk Tanjung, Waduk
Parung Badak, Waduk
Cijuray, dan Waduk
Cidurian (Kab.Bogor)

- Waduk Limo (Kota Depok)

Kemen. PU

APBD Kab/ APBD
Kota Provinsi

Sumber Dana Pemerintah

APBN

Sumber
Dana
Swasta

X

X

Waduk Cilame, Waduk
Talagaherang, Waduk
Cipunagara, Waduk Kandung,
Waduk Bodas (Kab. Subang)

Kemen. PU

Waduk Sukawana, Waduk
Santosa, Waduk Ciwidey,
Waduk Cimeta, Waduk
Cikapundung, Waduk Citarik,
Waduk Tegalluar (Kab.
Bandung)

Kemen. PU

- Waduk Cipasang, Waduk
Kadumanik, (Kab.
Sumedang)

- Waduk Lap. Cinunjang
(Kab. Kuningan)

Kemen. PU

Waduk Cipanas, Waduk
Cipanas Saat (Kab.
Sumedang)

Kemen. PU

Pengembangan infrastruktur

pengendali banjir

Bodebekpunjur, Cekungan
Bandung, dan Pantura

Dinas PSDA
Kemen. PU

INFRASTRUKTUR ENERGI

Pengembangan Energi Terbarukan

Pembangkit Listrik Tenaga
Penas Bumi (PLTPB) Cibuni,
Patuha, Tangkubanparahu,
Kamojang, Wayang Windu
Kab. Bandung; Gunung
Salak, Gunung Gede-
Pangrango, Awi Bengkok
Kab. Bogor; Tampomas Kab.
Sumedang; Ciremai Kab.
Kuningan; Kawah Darajat,
Papandayan Kab. Garut;
Sangkan Hurip Kab.
Sukabumi; Karahabodas

Kemen. Energi dan
Sumberdaya Mineral,
Dinas ESDM

INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN

Pembangunan TPA Regional

- TPPAS Nambo - Kab. Bogor

Kemen. PU,
Diskimrum, BPLHD

- TPPAS Legoknangka - Kab.
Bandung

Kemen. PU,
Diskimrum, BPLHD




Instansi Waktu Sumber Dana Pemerintah Sumber
No. Program Utama Lokasi ot 2009-2013 2028- | APBD Kab/ APBD APBN Dana
- 2010 2012 2029 Kota Provinsi Swasta
2. Peningkatan Pengelolaan Persampahan - TPA Sarimukti - Kab. Kemen. PU, X X
Bandung Barat dan Kota Diskimrum, BPLHD
Cimahi
- TPA Leuwigajah - Kab. Kemen. PU, X X
Bandung Barat & Kota Diskimrum, BPLHD
Cimahi
- TPA Palimanan di Kemen. PU,
Kabupaten Cirebon Diskimrum, BPLHD
3. Pengembangan hunian vertikal PKN Kawasan Perkotaan Kementerian X X X
Bodebek dan PKN Kawasan Perumahan Rakyat,
Perkotaan Bandung Raya Diskimrum
PKN Cirebon Kementerian X X X
Perumahan Rakyat,
Diskimrum
- Perwujudan Ruang untuk Kawasan
Perkotaan
A. Pusat Kegiatan Nasional (PKN)
1. Pengembangan Rumah Sakit Tipe A Kawasan Perkotaan Bodebek, Kemen. Kesehatan, X X
Kawasan Perkotaan Bandung Dinas Kesehatan
Raya, Cirebon
2. Pembangunan Pasar Induk Regional Kawasan Perkotaan Bodebek, Kemen. Perindag, X X
Kawasan Perkotaan Bandung Dinas Industri dan
Raya, Cirebon Perdagangan
3. Pembangunan Kawasan OR Terpadu Kawasan Perkotaan Bodebek, | Dinas OR dan X X X
Kawasan Perkotaan Bandung Pemuda
Raya, Cirebon
4. Pengembangan Kawasan Pendidikan Jatinangor Disdik X X
5. Pembangunan Pusat Kebudayaan Kawasan Perkotaan Bodebek, | Disparbud X X X
Kawasan Perkotaan Bandung
Raya, Cirebon
6. Pembangunan Hunian Vertikal Kawasan Perkotaan Bodebek, Kementerian X X X X
Kawasan Perkotaan Bandung Perumahan Rakyat,
Raya, Cirebon Diskimrum
7. Pengembangan Kasiba-Lisiba Kawasan Perkotaan Bodebek, | Diskimrum X X X
Kawasan Perkotaan Bandung
Raya, Cirebon
8. Peningkatan cakupan sistem pelayanan | Kawasan Perkotaan Bodebek, | Diskimrum, BPLHD X X X X
air bersih dan air limbah Kawasan Perkotaan Bandung
Raya, Cirebon
9. Pembangunan Bandara Internasional | Kertajati Kab. Majalengka Kemen.Perhubungan, X
Jawa Barat (BIJB) Dishub
10. Optimalisasi  fungsi  Bandar dan | Atang Sanjaya Kab. Bogor; Kemen.
Pangkalan Udara Husein Sastranegara Kota Perhubungan, Dishub
Bandung; Penggung
(Cakrabuana) Kota Cirebon
11. | Pembangunan Terminal Tipe A Kawasan Perkotaan Bodebek, | Kemen. X X X
Kawasan Perkotaan Bandung Perhubungan
Raya, Cirebon, Wilayah
Purwasuka, Priatim-
Pangandaran, dan Sukabumi.
12. | Pembangunan Pelabuhan Cilamaya Kabupaten Kemen.Perhubungan X X X X
Karawang, Pelabuhan Khusus
Industri di_Kab. Bekasi




Instansi Sumber Dana Pemerintah Sumber
No. Program Utama Lokasi ot 2009-2013 APBD Kab/ APBD APBN Dana
- 2010 Kota Provinsi Swasta
13. Peningkatan kapasitas dan fungsi Pelabuhan Arjuna (Kota Kemen. X X X
pelabuhan Cirebon) Perhubungan, Dishub
14. | Pengembangan sistem angkutan umum | Kawasan Perkotaan Bodebek, | Kemen. X X X X
massal Kawasan Perkotaan Bandung Perhubungan, Dishub
Raya, Cirebon
15. | Pembangunan TPA Regional TPPAS Nambo di Kab. Bogor, Kemen. PU, X X X
TPPAS Legok Nangka di Kab. Diskimrum, BPLHD
Bandung
16. Peningkatan Pengelolaan Persampahan TPA Sarimukti Kab. Bandung Kemen. PU, X X X
Barat, dan TPA Leuwigajah Diskimrum, BPLHD
Kota Cimahi
B. Pusat Kegiatan Nasional sistem
Provinsi (PKNp)
1. Pengembangan fasilitas bisnis PKNp Pangandaran Disparbud X X X X
pariwisata berskala internasional
Pangandaran
2. Pengembangan fasilitas bisnis PKNp Palabuanratu Dinas Perikanan dan X X
perikanan Kelautan
3. Optimalisasi fungsi Bandar/ Pangkalan Nusawiru Kab. Ciamis sebagai | Kemen.
Udara Pusat Persebaran Tersier, Perhubungan, Dishub
Citarate Kab. Sukabumi
C. PKW
1. Pembangunan Terminal Tipe B Kab. Karawang, Kab. Kementerian X X
Kuningan, Kab. Indramayu, Perhubungan, Dishub
Palabuhanratu
2. Pembangunan hunian vertikal Kawasan industri Cikopo- Kementerian X X X
Cikampek Perumahan Rakyat,
Diskimrum
3. Pembangunan Rumah Sakit Tipe B PKW Kementerian X X
Kesehatan, Dinas
Kesehatan
4, Pembangunan pasar induk regional Cikampek-Cikopo, Kab Disperindag X X
Karawang dan Purwakarta,
serta Kab. Indramayu
5. Optimalisasi fungsi pangkalan udara Kalijati Kab. Subang; Kementerian X X
Cibeureum Kab. Tasikmalaya Perhubungan, Dishub
D. PKWp
1. Pembangunan Terminal Tipe B Banjar, Rancabuaya Kementerian X
Perhubungan, Dishub
2. Pembangunan pasar induk regional Banjar, Rancabuaya Disperindag X X
3. Pembangunan Rumah Sakit Tipe B Banjar, Rancabuaya Kementerian X X
Kesehatan, Dinas
Kesehatan
E. PKL Perkotaan
1 Peningkatan cakupan pelayanan sarana PKL perkotaan Kementerian X X
prasarana kesehatan Kesehatan, Dinas
Kesehatan
2. Peningkatan infrastruktur dasar PKL perkotaan Kemen. PU dan X X
permukiman Diskimrum




Instansi Waktu Sumber Dana Pemerintah Sumber
No. Program Utama Lokasi Pelak 2009-2013 2013- | 2018- | 2023- | 2028- | APBD Kab/ APBD APBN Dana
2009 2010 2011 2012 2013 2018 2023 2028 2029 Kota Provinsi Swasta
- Perwujudan Ruang untuk Kawasan
Perdesaan
A. PKL Perdesaan
1. Pembangunan Puskesmas pembantu PKL perdesaan Kementerian X X
Kesehatan, Dinas
Kesehatan
2. Pengembangan Desa Mandiri Energi PKL perdesaan Dinas ESDM X X
4, Pengembangan kluster industri berbasis PKL perdesaan Disperindag X X
pertanian (agro industrial cluster)
5. Pembangunan fasilitas jasa/ PKL perdesaan Disperindag X X
perdagangan/keuangan
6. Pembangunan terminal agribisnis skala PKL perdesaan Disperindag X X

lokal




II.

Perwujudan Pola Ruang

Waktu Sumber Dana Pemerintah | o .
No. Program Utama Lokasi Instansi 2009-2013 2013- | 5018 | 2023- | 2028- | APBD | apmD Dana
’ 2023 | 2028 | 2020 | K3/ | proyinsi | APBN | Swasta
2009 2010 2011 2012 2013 2018 Kota
- Pencap 45% K Lind
A. Peningkatan | I lind! hutan
1. Perubahan kawasan2 budidaya yg memiliki Jawa Barat Kemen.
kesesuasian aspek fisik menjd hutan lindung Kehutanan, Dishut
2. Alih kelola Kawasan Perkebunan Eks HGU Jawa Barat Kemen. Pertanian,
Disbun, Dishut
Mendorong moratorium penebangan di hutan
produksi
B. Peningkatan fungsi kawasan lindung
1. Optimalisasi pengelolaan hutan rakyat Jawa Barat Dishut, Diperta,
Disbun
2. Optimalisasi pengelolaan lahan di kawasan rawan Jawa Barat Dishut, Diperta,
bencana Disbun
3. Penerapan pola Produksi Bersih (Clean Jawa Barat BPLHD, Perhutani, X
Development Mechanism/CDM) & Tanggung Dishut, DESDM,
Jawab Sosial Dunia Usaha (Corporate Sosial Disperindag,
Responsibility/CSR) dim pengelolaan kaw. lindung BKPPMD
C. Rehabilitasi lahan kritis di kawasan
1. Rehabilitasi lahan di sekitar hutan negara Jawa Barat Dishut, Diperta,
Disbun, Setda
2. Rehabilitasi lahan masyarakat di kawasan rawan Jawa Barat Dishut, Diperta,
bencana Disbun, Setda
3. Rehabilitasi kawasan hutan di hulu DAS kritis Jawa Barat Dishut, Disbun,
dan sangat kritis Disperta,
Perhutani, Kemen.
Kehutanan,
D. P apan fi g ik vasi k
1. Optimalisasi pendayagunaan jasa lingkungan Jawa Barat Kemen. X X X
kawasan lindung Kehutanan,
Dishut,
2. Peningkatan kerjasama internasional dalam Jawa Barat Dishut, Kemen.
pengelolaan k 1 konservasi kehutanan, Setda
3. Rehabilitasi dan konservasi ekosistem wilayah Kementerian
pesisir dan laut Kelautan dan
Perikanan,
Diskanlut, Dishut
- Penyediaan Ruang Ketahanan Pangan
1. Peningkatan fungsi sawah beririgasi teknis Seluruh DI di Jawa Distan, Badan
Barat Ketahan Pangan
2. Pengembangan pengaturan pola tanam sesuai Seluruh DI di Jawa Distan, DPSDA,
dengan perubahan iklim Barat Badan Ketahan
Pangan
3. Penyediaan prasarana sumberdaya air untuk Pantura Kemen. PU, X X
cadangan air DPSDA




< h

Dana Pemerintah

Program Utama Lokasi Pg::f(as:ila APBD APBD Dana
Kab/ Provinsi APBN Swasta
rovinsi
Kota
Pemeliharaan saluran irigasi Seluruh DI di Jawa Kemen. PU, X X X
Barat DPSDA
Peningkatan pengelolaan penanganan Pantura Kemen. X X X
kekurangan persediaan pangan di daerah rawan Pertanian,, Distan,
kekeringan Badan Ketahan
Pangan
Peningkatan balai benih padi Pantura Distan, Badan X X
Ketahan Pangan
Pelaksanaan Prinsip-prinsip Mitigasi
Bencana
Tahap Pencegahan dan Mitigasi
Penyiapan pranata resiko bencana tingkat Jawa Barat Badan X X
Provinsi dan Kabupaten/Kota Penanggulangan
Bencana, Bappeda
Pengembangan pendidikan kebencanaan Jawa Barat Badan X X
Penanggulangan
Bencana, BPLHD
Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Jawa Barat Badan X X
resiko bencana Penanggulangan
Bencana, Setda
Penerapan kaidah mitigasi bencana dalam Jawa Barat Badan X X
penataan ruang dan pembangunan fisik kawasan Penanggulangan
Bencana,
Diskimrum
Mitigasi bencana wilayah pesisir dan laut dan Pesisir Jawa Barat Badan X X
adaptasi terhadap perubahan iklim Penanggulangan
Bencana,
Diskanlut, BPLHD
Tahap Kesiapsiagaan
Pembangunan sistem peringatan dini Jawa Barat Badan X X X
Penanggulangan
Bencana,Dinsos
Kesbanglinmas,
Diskominfo, Setda
Penerapan sistem peringatan dini Jawa Barat Badan X X
Penanggulangan
Bencana,
Kesbanglinmas,
BKPP
Pengembangan kerjasama sistem jaminan sosial Jawa Barat Dinsos, Setda, X
Swasta
Pengembangan penelitian masalah kebencanaan Jawa Barat Badan X
di Jawa Barat Penanggulangan
Bencana, DESDM
Peningkatan mekanisme perijinan pemanfaatan Jawa Barat Bappeda, Setda, X X
ruang Diskimrum, Badan
Penanggulangan
Bencana




Waktu

Sumber Dana Pemerintah PR
No. Program Utama Lokasi Instansi 2009-2013 2013- APBD Dana
. Pelaksana 2018- 2023- 2028- Kab/ APBD APBN Swasta
Provinsi
Kota
f. Penetapan zona evakuasi Jawa Barat Badan X X
Penanggulangan
Bencana, BKPP
3. Tahap Tanggap Darurat
a. Peningkatan kapasitas dan koordinasi Jawa Barat Badan X X
kelembagaan terkait penanganan bencana Penanggulangan
Bencana, BKPP
b. Peningkatan sarana dan prasarana tanggap Jawa Barat Kemen. PU, Badan X X X
darurat penanggulangan bencana Penanggulangan
Bencana, BKPP
[ Penyusunan SOP Bencana Jawa Barat Bappeda, Badan X X
Penanggulangan
Bencana
d. Peningkatan pengelolaan tanggap darurat Jawa Barat TNI, POLRI, Badan X X X
penanggulangan bencana Penanggulangan
Bencana
4. Tahap Pemulihan
a. Peningkatan pengelolaan penanganan pasca Jawa Barat TNI, POLRI , Biro X X X
bencana Bansos, Dinas
Sosial, BKPP
b. Penyediaan sarana prasarana darurat sementara Jawa Barat Biro Bansos, Dinas X X
Sosial, Diskimrum,
BKPP
C. Penyusunan pranata pemanfaatan ruang pasca Jawa Barat Bappeda, Dinas X X
bencana Sosial, Diskimrum,
Biro Bansos, BKPP
5. Mitigasi Bencana Berdasarkan Jenis
Bencana
a. Gempa bumi dan tsunami
1 Penyusunan mikrozonasi rawan bencana gempa Jawa Barat Badan X X
bumi dan tsunami Penanggulangan
Bencana, DESDM
2. Penetapan zona evakuasi dan lokasi pengungsian Jawa Barat Diskimrum, Badan X X
Penanggulangan
Bencana
3. Penyusunan rencana tata ruang daerah rawan Jawa Barat Diskimrum, Badan X X
gempa dan tsunami Penanggulangan
Bencana
4. Penyusunan peraturan keselamatan Jawa Barat Diskimrum
bangunan/gedung
5. Penyebaranluasan informasi zona rawan bencana Jawa Barat Badan
gerakan tanah/longsor Penanggulangan
Bencana,
Diskominfo
b. Gerakan tanah/ longsor
1. Penyusunan zonasi rawan bencana gerakan Jawa Barat Dinas ESDM,
tanah/longsor Bappeda
2. Penetapan zona evakuasi dan lokasi pengungsian Jawa Barat Dinas ESDM,

Diskimrum,




Waktu

Sumber Dana Pemerintah PR
No. Program Utama Lokasi Instansi 2009-2013 2013- APBD Dana
. Pelaksana 2023- 2028- Kab/ APBD APBN Swasta
Provinsi
Kota
3. Pengelolaan kawasan lindung Jawa Barat Dishut X X
4. Rehabilitasi dan konservasi sumberdaya alam dan | Jawa Barat Dishut, BPLHD X X
lingkungan hidup
5. Penyebaranluasan informasi zona rawan bencana Jawa Barat Dinas ESDM, X X
gerakan tanah/longsor Setda
6. Pembangunan sistem peringatan dini Jawa Barat Badan X X
Penanggulangan
Bencana
7. Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan provinsi di Jawa Barat Dinas Bina Marga X X
daerah rawan gerakan tanah/longsor
8. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Jawa Barat Badan X
resiko bencana Penanggulangan
Bencana,
Kesbanglinmas
9. Penerapan zonasi rawan bencana gerakan Jawa Barat Diskimrum X X
tanah/longsor dalam penataan ruang dan
pembangunan fisik kawasan
c Abrasi/erosi
1 Peningkatan pengelolaan ekosistem pesisir dan Jawa Barat Kementerian X X X
laut Kelautan dan
Perikanan, BPLHD,
Dishut, Diskanlut
2. Peningkatan monitoring dan evaluasi di DAS Jawa Barat Dishut X X
3. Rehabilitasi dan konservasi sumberdaya alam dan | Jawa Barat Kementerian X X X
lingkungan hidup di pesisir dan laut Kelautan dan
Perikanan,,
Dishut, Diskanlut
4. Pengamanan pantai Jawa Barat Kementerian X X X
Kelautan dan
Perikanan,,
Dishut, Diskanlut,
DPSDA
d. Banjir
1 Pengendalian banjir Jawa Barat Kemen. PU, X X X
DPSDA
2. Peningkatan kerjasama penataan DAS dan Jawa Barat DPSDA, Bappeda, X X
bantaran sungai lintas wilayah Setda
3. Peningkatan pengelolaan kawasan lindung Jawa Barat Dishut X X X
4. Pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan Jawa Barat Diskimrum, Satpol X X
resapan air PP
e. Pencemaran
1. Peningkatan monitoring dan evaluasi pencemaran | Jawa Barat BPLHD X
di lokasi industri
2. Penegakan hukum Jawa Barat BPLHD, Satpol PP X X
3. Pengembangan kinerja Pengelolaan air limbah Jawa Barat Diskimrum, X X

BPLHD




Waktu

Sumber Dana Pemerintah PR
No. Program Utama Lokasi Instansi 2009-2013 2013- APBD Dana
. Pelaksana 2018- 2023- 2028- Kab/ APB_D .| APBN Swasta
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2018 | 2023 | 2028 | 2029 | .. | Provinsi
4. Peningkatalj penanganan pencemaran dan Jawa Barat BPLHD X X
kerusakan lingkungan
5. Peningkatan penyediaan ruang terbuka hijau Jawa Barat Diskimrum X X
f. Air Pasang/rob
1. Pemetaan daerah rawan air pasang Pantura Diskanlut X X
2. Penataap ruang yang memperhatikan daerah Pantura Diskimrum X X
rawan air pasang
3. Pengamanan pantai Pantura Kementerian X
Kelautan dan
Perikanan,,
DPSDA, Dishut,
Diskanlut,
- Perwujudan Ruang Investasi Sektor
Perekonomian
A. KUKM
1. Pemberdayaan KUMKM melalui penguatan Jawa Barat Dinas KUKM X X X
regulasi dalam pengembangan usaha KUMKM
2. Peningkatan akses pasar dan pembiayaan Jawa Barat Dinas KUKM X X X X
KUMKM
3. Peningkatan inkubator bisnis KUMKM sebagai Jawa Barat Dinas KUKM
andalan penyiapan tenaga kerja unggul dalam X X
persaingan lingkup nasional
4. Peningkatan kualitas produk guna meningkatkan Jawa Barat Dinas KUKM
posisi dan daya tawar KUMKM melalui kemitraan X X X
dengan usaha besar
B. INDUSTRI
Peningkatan daya saing industri yang berbasis Jawa Barat Disperindag X X
padat modal
2. Pengembangan industri-industri andalan masa Jawa Barat Disperindag X X
depan (industri kreatif dan telematika)
3. Pengembangan industri ramah lingkungan Jawa Barat Disperindag X X
4. Pengembangan pasar dalam dan luar negeri Jawa Barat Disperindag X X
5. Penetapan KEK (Kawasan Ekonomi Khusus)/ Free | Jawa Barat Disperindag,
Trade Zone (FTZ) dan perintisan KEK/FTZ di Setda X X
wilayah lain
6. Penguatan jaringan antar industri IKM dan Jawa Barat Disperindag X X
industri besar
7. Perluasan jaringan perdagangan luar negeri Jawa Barat Disperindag X X
8. Optimalisasi pasar dalam dan luar negeri Jawa Barat Disperindag X X
9. Pemantapan standarisasi industri ramah Jawa Barat Disperindag, X X X
lingkungan BPLHD
C. PERDAGANGAN
1. Pengembangan kerjasama dan perdagangan Jawa Barat Disperindag, X X X X
internasional Setda
2. Peningkatan dan penguatan sistem jaringan Jawa Barat Disperindag
distribusi barang dalam dan luar negeri X X X




Waktu Sumber Dana Pemerintah Sumk
Program Utama Lokasi Instansi 2009-2013 2013- APBD Dana
Pelaksana 2018- 2023- 2028- Kab/ APB_D | apBN Swasta
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2018 | 2023 | 2028 | 2029 | ... | Provinsi

Pembangunan dan penataan kawasan pusat Pantura, Pansela Kementerian

bisnis kelautan Kelautan dan
Perikanan,
Diskimrum, X X X X
Diskanlut,
Disperindag

. PARIWISATA
1. Peningkatan infrastruktur pendukung pariwisata Jawa Barat Kemen.

berstandar internasional Pariwisata, X X X X
Disbudpar,

Pengembangan produk wisata yang unik, Jawa Barat Disbudpar

tradisional dan mencerminkan jatidiri masyarakat X X

Jawa Barat

Pemasaran wisata dalam konsep tourism, trade, Jawa Barat Disbudpar, X X

and investment (TTI) BKPPMD

Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam Jawa Barat Disbudpar X X

pengembangan pariwisata

LINTAS SEKTOR

Penyusunan Rencana Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian Bappeda X

Jabar Selatan Selatan




III. Tahapan Penanganan Kawasan Strategis Provinsi (KSP)

Waktu

Jatinangor *(14)

Kemendiknas, Kemen
Perhubungan, Dinas
Bina Marga, Dinas
Perhubungan, Dinas
Pendidikan, Diskimrum

Kawasan Pusat Pemerintahan
Gd. Sate *(17)

Kemen. Parbud, Kemen.
PU, Diskimrum,
Disparbud

No. Program Utama KSP Instansi Pelaksana 2009-2013
2009
1. Penanganan Pertahanan dan Keamanan Pulau Nusa Manuk- Kemenhankam,
Tasikmalaya *(16) Diskimrum
2. Penanganan Ekonomi Kawasan Pangandaran dan Kemen. PU, Kemen.
sekitarnya *(5) DKP, Disparbudr, Dinas
Perikanan dan Kelautan,
Disperindag, Diskimrum
Sukabumi Bagian Selatan Kemen. PU, Kemen.
dsk*(6) DKP, Disparbud, Dinas
Perikanan dan Kelautan,
Disperindag, Diskimrum
Kawasan Koridor Bekasi- Kemen. PU,
Cikampek *(7) Disperindag, Dinas
Pertanian Tanaman
Pangan, Diskimrum
Kawasan Koridor Kemen. PU, Disparbud,
Purwakarta-Padalarang *(8) Diskimrum
Kawasan Pertanian Kemen. Pertanian,
Berlahan Basah dan Kemen. PU, Dinas
beririgasi teknis Pantura Pertanian Tanaman
Jawa Barat *(9) Pangan, Dinas PSDA,
Diskimrum
Kawasan Bandara Kemen. Perhubungan,
Internasional Jawa Barat Dishub, Disperindag ,
dan Kertajati Aerocity *(10) Diskimrum
Kawasan Koridor Bandung- Kemen. PU, Kemen.
Cirebon *(11) Perhubungan, Dinas
Perhubungan, Dinas
Bina Marga,
Disperindag, Diskimrum
Kawasan Perbatasan Jawa Kemen. PU, Kemen.
Barat-Jawa Tengah *(15) Perhubungan, Dinas
Bina Marga, Dinas
Perhubungan, Dinas
PSDA, Disperindag,
Diskimrum
Kawasan Kilang Minyak Kemen ESDM, Dinas
Balongan *(18) ESDM, Disperindag,
Diskimrum
3. Penanganan Sosial Budaya KSP Jonggol *(4) Diskimrum
Kawasan Pendidikan Kemen. PU,

Sumber Dana Pemerintah

Sumber
APBD Dana
APBD
ﬁzl:; Provinsi APBN Swasta
X X X
X X X X
X X X X
X
X X X X
X X X X
X X X X
X X X X
X
X X




Waktu Sumber Dana Pemerintah Sumhb
No. Program Utama KSP Instansi Pelaksana 2009-2013 APBD APBD Dana
Kab/ | o ovinsi | APBN | Swasta
Kota
4. Penanganan Penggunaan SDA & Kawasan Observatorium Kemen.diknas, Kemen. X X X
Teknologi Tinggi Bosscha *(13) Parbud, Dis Parbud,
Diskimrum
Kawasan Panas Bumi Kemen. ESDM, Dinas
Wayang Windu *(20) ESDM, Diskimrum
Kawasan Panas Bumi Kemen. ESDM, Dinas
Kamojang-Darajat- ESDM, Diskimrum
Papandayan *(21)
Kawasan Panas Bumi dan Kemen. ESDM, Dinas X X X X
Pertambangan Mineral Gn. ESDM, Diskimrum
Salak-Pongkor *(22)
Kawasan Panas Bumi Kemen. ESDM, Dinas
Sangkan Hurip *(23) ESDM, Diskimrum
Kawasan Panas Bumi Kemen. ESDM, Dinas
Gunung Gede-Pangrango ESDM, Diskimrum
*24)
5. Penanganan Lingkungan Hidup Kawasan Bandung Utara Kemen. PU, Diskimrum,
*(1) BPLHD
Kawasan Hulu Sungai Kemen. PU, Kemen.
Citarum *(2) Hut, Dishut, Diskimrum,
BPLHD
Kawasan Puncak-Bogor- Kemen.PU, Kemen. X X X
Cianjur *(3) Parbud, Kemen. Hut,
Diskimrum, Dishut,
Disparbud
Kawasan Garut Selatan Kemen. Hankam, X X X X
dsk*(12) LAPAN, Kemen. DKP,
Dinas Perhubungan,
Disparbud, BPLHD,
Dinas Kehutanan, Dinas
Perikanan dan Kelautan,
Diskimrum
Kawasan Pesisir Pantura Kemen.DKP, Dishut, X X X
*(19) Diskimrum, Dinas
Perikanan dan Kelautan,
BPLHD, Disperindag

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN




